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Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
kesatuan laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, serta Laporan
Perubahan Ekuitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah. Format Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus
Kas serta Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan melakukan konversi/penyesuaian
realisasi APBD dalam format berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi ~ Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah merupakan laporan yang terstruktur
mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Sumba Barat.
Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas
pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan
keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk
pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas
sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan

ekuitas dana pemerintah;

b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber

daya ekonomi;

d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya

dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f)  Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan

g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas

pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat diselenggarakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

»  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

» Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
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» Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

» Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

» Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah;

»  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

»  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

» Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

»  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

» Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat;

»  Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

»  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

» Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

» Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;

»  Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Sumba Barat;

» Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun
Anggaran 2022,

» Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat
Tahun Anggaran 2022.

1.3. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Sumba Barat disajikan dengan

sistematika terdiri atas tujuh bab yaitu:

Bab | Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah

1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Bab Il Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

APBD

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD
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Bab 111 Ikhtisar Pencapaian Kinerja APBD
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja APBD
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang
telah ditetapkan.
Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Daerah
4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.
4.4. Penerapan Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan
yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah.
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
pemerintah daerah:
5.1. Laporan Realisasi Anggaran
5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3. Neraca
5.4. Laporan Operasional
5.5. Laporan Arus Kas
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas
Bab VI Informasi Non Keuangan
Bab VII Penutup
Lampiran - Lampiran
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EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET

2.1.

KINERJA APBD

Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi

masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat

bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam

mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada

indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat, yaitu (minimal) :

Jumlah penduduk miskin sebesar 37,06 ribu

Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,98 %.

Gini Ratio sebesar 0,334

Indeks Pembangunan Manusia sebesar 63,83 %

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 1,03 %

Tingkat Inflasi sebesar 0,81% Provinsi NTT

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)

sebesar Rp2416.96 Miliar;

2.1.1. Tingkat Kemiskinan
Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan
adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi
standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan
yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin
adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan
dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota
periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus
pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan
keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat
perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman
kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk
miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah
seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu
relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah
bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

~® a0 o

Q@

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sumba Barat

. . Tahun 2022 Tahun 2021 .
Tingkat Kemiskinan Naik/turun (%)
(%) (%)

Kab/Kota (%) 27,47 28,39 (0,92)

Kab/Kota (Ribu Orang) 37,06 37,78 (0,72)

Provinsi (%) 20,05 20,99 (0,94)

W |IN |-

Nasional (%) 9.57 10.14 (0,57)

17




(742 Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

|44 LAPORAN KEUANGAN
S Per 31 Desember 2022 Catatan atas Laporan Keuangan
. o Tahun 2022 Tahun 2021 .
No Tingkat Kemiskinan Naik/turun (%)
(%) (%)
Peringkat Provinsi 4 4 0
Peringkat Nasional 29 28

Sumber Dokumen: BPS Kab. Sumba Barat

Persentase penduduk miskin Kabupaten Sumba Barat pada Tahun 2022
sebesar 27,47% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun
2021 sebesar 28,39%. Persentase penduduk miskin berhasil ditekan sebesar
0,92% hingga menjadi 27,47%. Persentase penduduk miskin Kabupaten
Sumba Barat masih diatas provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan
penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan
angka kemiskinan.

Tabel 2. Tingkat Kedalam Kemiskinan Kabupaten Sumba Barat

No Uraian Tahun 2022 Tahun 2021 Naik/Turun (%)

1 Tingkat Kedalaman Kemiskinan 5,53 6,77 (1,24)
Kab/Kota

2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan 3,63 3,96 (0,33)
Provinsi

3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan 1,56 1,71 (0,15)
Nasional

4. Peringkat Provinsi 4 4 0
Peringkat Nasional 28 18 10

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Barat

Tabel 3. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sumba Barat

. Naik/

No Uraian Tahun 2022 | Tahun 2021
Turun (%)

1 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota 1,50 2,16 (0,66)
2 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi 0.93 1,05 (0.12)
3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional 0.38 0,42 (0,04)
4. Peringkat Provinsi 5 4 1
5 Peringkat Nasional 32 16 16

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Barat

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah
pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri
dari :
1) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
2) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
3) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena

merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan

4) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.
Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 adalah
sebesar 2,98%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.
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Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumba Barat

No

Uraian

Tahun 2022

Tahun 2021

Naik/ Turun
(%)

Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota
(%)

2,98

1,74

1,24

Tingkat Pengangguran Provinsi (%)

3,54

3,77

(0,23)

Tingkat Pengangguran Nasional (%)

5,86

6,49

(0,63)

Peringkat Provinsi

13

20

0]

o (b (W

Peringkat Nasional - - 0
Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Barat

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022
menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,98%, sedangkan TPT pada
Tahun 2021 adalah sebesar 1,74 % atau lebih tinggi dibandingkan dengan
angka TPT pada Tahun 2021. Namun demikian TPT Kabupaten Sumba Barat
masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar
3,54%. dan Nasional sebesar 5,86 %.

Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan

untuk  menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu

negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada
kurva Lorenz, vyaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang
membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan
distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata
sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian
pendapatan yang sama.

b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata
mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan
tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat

Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 belum

dihitung sehingga menggunakan pencapaian Gini Ratio Provinsi Nusa

Tenggara Timur, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

2.1.3.

Tabel 5. Gini Ratio Kabupaten Sumba Barat
Tahun
2022

No Tingkat Kemiskinan Tahun 2021 | Naik/turun (%)

1 Tingkat Kab/Kota

0,296

0,288

0,008

Tingkat Provinsi

0,34

0,346

(0,006)

Tingkat Nasional

0,381

0,384

(0,003)

Peringkat Provinsi

17

20

®)

Peringkat Nasional

0

Sumber Dokumen : BPS Kabupaten Sumba Barat
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Pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Nusa
Tenggara Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,34 Angka ini
kurang (0,006) poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2021 yang
sebesar 0,346 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio
Nasional.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur
keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM
menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan
dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk
oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (a long and
healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent
standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan
menjadi empat, yaitu :
a. Rendah (< 60)
b. Sedang (60<IPM<70)
c. Tinggi (70 <IPM<80)
d. Sangat Tinggi ( >80).
Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat
Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 adalah
sebesar 64.43 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam
tabel di bawah ini.

Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia

No IPM (Tingkat) Tahun 2022 Tahun 2021 Naik/turun (%)
1 Kabupaten/Kota 64.43 63,83 0,6

2 Provinsi 65,9 65,28 0,62

3 Indonesia/Nasional 72,91 72,29 0,62

4 Peringkat Provinsi 12 12 0

5 Peringkat Nasional 0,00 0,00 0

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Sumba Barat

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sumba Barat adalah sebesar 64,43 poin,
dibandingkan Tahun 2021 sebesar 63,83 poin mengalami kenaikan sebesar
0,6 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Angka Harapan
Hidup (AHH) saat lahir, atau dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata
Lama Sekolah (RLS), dan/atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per
kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 66,98 tahun pada Tahun 2022,
lebih lama dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.
Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 12,89 tahun lebih lama
dibandingkan dengan harapan lama sekolah 0,01 tahun. Sementara, Standar
Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp7.586,00 atau meningkat
Rp311,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Kabupaten Sumba Barat pada saat ini berada pada urutan 12 dari 22
Kab/Kota yang ada di Provinsi, Nasional dan berada pada urutan 466 untuk
peringkat nasional (Indonesia) dari 514 Kab/Kota yang ada di Indonesia.
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2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan
untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas
perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan
masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian
merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan
output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa.
Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan
masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi.
Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan

2010.
Tabel 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota
Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nasional
No Uraian Tahun Tahun Tahun 2022 Tahun 2022 | Tahun 2022
2020 2021

1 PDRB (harga konstan 2010) | 1.437,37 1452,22 Angka Belum | Angka Belum Angka

(Miliar Rupiah) rilis rilis Belum rilis

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 10,2 1,8

Peringkat Provinsi 18 18

Peringkat Nasional (Indonesia) - -

Sumber Dokumen : BPS Kabupaten Sumba Barat

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Sumba

Barat dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah

satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas

pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu
tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila
besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta
distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi
pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi :

1) Inflasi ringan (creeping inflation) Inflasi ringan ditandai dengan
peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya
persentasenyapun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.

2) Inflasi sedang (Galloping Inflation) Inflasi ini sedikit lebih tinggi
dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.

3) Inflasi berat (High Inflation) kategori inflasi ini temasuk yang berat
mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini harga
kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.

4) Hiper inflasi (Hyper Inflation) Jenis inflasi ini sangat dirasakan
pengaruhnya karen terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari
100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat

Tingkat Inflasi Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 mengikuti inflasi

21



Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022 Catatan atas Laporan Keuangan

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 0,81% dengan kategori ringan
sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8. Tingkat Inflasi Kabupaten Sumba Barat

i Naik/Turun
No Uraian Tahun 2022 Tahun 2021
(%)
1 Tingkat Inflasi Kab/Kota (%) 0,81 0,67 0,14
2 Tingkat Inflasi Provinsi (%) 0,81 0,67 0,14
3 Tingkat inflasi Nasional (%) 5,51 1,87 3,64
4 Peringkat Provinsi - - -
5 Peringkat Nasional - - -

Sumber Dokumen : BPS Kabupaten Sumba Barat
Tingkat inflasi di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 mengikuti inflasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut data BPS menunjukan angka sebesar
0,81%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2021 adalah sebesar 0,67% atau
lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2021. Namun
demikian inflasi Kabupaten Sumba Barat masih lebih rendah dibandingkan
tingkat inflasi Nasional sebesar 5,51%.

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Sumba Barat
Struktur perekonomian Kabupaten Sumba Barat dalam menunjang PDRB
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha Dalam jutaan rupiah

. Tahun 2022
No Uraian Tahun 2020 Tahun 2021 .
(miliar)
1 A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 629.747,72 679.059,59 740,65
2 B. Pertambangan dan Penggalian 24.775,67 26.624,94 26,91
C. IndustriPengolahan 42.939,89 43.338,16 46,87
D. Pengadaan Listrik dan Gas 1.494,59 1.534,25 1.77
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang 195,06 210,71 0,22
F. Konstruksi 150.317,75 160.349,24 169,24
G. PerdaganganBesar dan Eceran; Reparasi 392.008,37 419.884,17 471,96
Mobil dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 45.613,60 47.341,11 52,21
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan 8.416,30 8.478,28 11,20
Minum
J. Informasi dan Komunikasi 115.958,91 121.457,24 119,42
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 128.705,53 139.016,49 152,68
L. Real Estate 58.813,92 59.176,10 64,88
M,N. Jasa Perusahaan 3.298,11 2.795,93 3,04
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 425.680,48 378.573,21 385,10
dan Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 248.735,93 253.081,79 256,12
Q. Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial 38.541,13 41.809,31 44,32
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No Uraian Tahun 2020 Tahun 2021 Tahu.n. 2022
(miliar)

R,S,T,U. Jasa lainnya 36.293,25 35.124,63 36,56
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2.351.536,21 2.416.855,13 2 583,33
Produk Domestik Regional Bruto tanpa 2.351.536,21 2.416.855,13 2.416.855,13
Migas

PDRB Provinsi 106.480.968,02 110.885.751,03 110.885.751,03
PDRB Nasional(miliar Rp) 15.438.017,50 16.970.789,20 16.970.789,20
Peringkat Provinsi 12 16 16
Peringkat Nasional -

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Barat
2.2. Kebijakan Keuangan

Otonomi Daerah mempunyai makna adanya pelimpahan kewenangan yang
sebelumnya dijalankan oleh pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan
perubahannya. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan manfaat
anggaran Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat pada Tahun
Anggaran 2022 telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 5 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang berpedoman kepada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selisih antara
pendapatan dengan belanja menyebabkan timbulnya surplus atau defisit anggaran,
untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus yang terjadi, maka dialokasikan
dalam anggaran pembiayaan daerah.
Kebijakan Umum belanja daerah diarahkan pada pemenuhan kebutuhan publik
dan penataan perangkat serta sarana prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Belanja daerah harus dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan program dan
kegiatan - kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPIMD Kabupaten Sumba
Barat Tahun 2022.
Dalam struktur APBD penganggaran Tahun Anggaran 2022 telah diatur
mandatory spending yang bertujuan untuk mengurangi masalah sosial dan ekonomi
daerah dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
1) Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan sebesar Rpl148.396.255.307,00 atau
21,01% dari total belanja daerah sebesar Rp706.324.689.902,00 yang
dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar
Rp144.513.384.695,00; dan diluar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
yang menunjang pendidikan sebesar Rp3.882.870.612,00 yaitu Dinas Pariwisata,
Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan sebesar Rp3.387.798.936,00 dan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp495.071.676,00.

2) Alokasi Anggaran Kesehatan sebesar Rp100.240.540.985,00 atau 18,23% dari
total belanja daerah sebesar Rp706.324.689.902,00 yang dimanfaatkan oleh Dinas
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2.3.

Kesehatan, RSUD, dan Rumah Sakit Pratama sebesar Rp95.606.631.985,00; dan
diluar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan yaitu Dinas Pengendalian
Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk program
pembinaan keluarga berencana (KB) sebesar Rp4.633.909.000,00.
3) Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dengan rincian sebagai
berikut :
a. Jumlah penerimaan sebesar Rp381.824.654.000,00 terdiri dari :
- Penerimaan DAU sebesar Rp373.384.668.000,00
- Penerimaan Dana Bagi Hasil sebesar Rp8.439.986.000,00
b. Jumlah pengurangan sebesar Rp38.173.345.300 terdiri dari :
- Pengurangan ADD sebesar Rp38.173.345.300,00
c. Jumlah Dana Transfer Umum vyang diperhitungkan sebesar
Rp343.651.308.700,00
4) Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp90.997.215.772,00 atau 26,48% terdiri
dari :
- Belanja modal tanah sebesar Rp320.000.000,00
- Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp3.800.000.000,00
- Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp34.041.286.050,00
- Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp45.415.482.415,00
- Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp4.707.011.650,00
- Belanja pemeliharaan sebesar Rp2.363.435.657,00
- Belanja hibah sebesar Rp350.000.000.00

Pencapaian Target Kinerja APBD

Pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
mengacu kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat
Tahun Anggaran 2022 pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja maupun
pada tingkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan
kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu :

e Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai satu kesatuan sistem Pengelolaan
Keuangan Derah yang komprehensif dan memberikan tanggungjawab yang besar
kepada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk melaksanakan dan
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah dipersiapkan.

e Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bekerjasama untuk merencanakan dan
melaksanakan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah
Daerah.

o Meningkatnya Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang
telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2022.
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e Tercapainya realisasi berdasarkan mandatory spending yang telah ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun

Anggaran 2022, terdiri dari :

Uraian
2

FUNGSI PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA

1) BELANJA OPERASI
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Hibah

2) BELANJA MODAL

DI LUAR DINAS PENDIDIKAN,

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1) DINAS PARIWISATA, EKONOMI
KREATIF DAN KEBUDAYAAN :
PROGRAM PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN
- Perlindungan, Pengembangan,

Pemanfaatan  objek  pemajuan
kebudayaan

- Pembinaan sumber daya manusia,
Lembaga dan pranata kebudayaan

- Pemberian penghargaan kepada
pihak  yang
berkontribusi luar biasa sesuai

berprestasi  atau

prestasi dan kontribusinya dalam
pemajuan kebudayaan

- Pembinaan sumber daya manusia,
Lembaga dan pranata adat

2) DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN :
PROGRAM
PERPUSTAKAAN
- Pengembangan kekhasan koleksi

PEMBINAAN

perpustakaan daerah tingkat daerah
- Peningkatan  kapasitas  tenaga
perpustakaan  dan

tingkat daerah

pustakawan

Anggaran
3

148.396.255.307,00

144.513.384.965,00

118.384.408.995,00

60.893.765.581,00

53.471.993.414,00

4.018.650.000,00

26.128.975.700,00

3.882.870.612,00

3.387.798.936,00

3.387.798.936,00

112.025.000,00

87.974.100,00

187.800.000,00

2.999.999.836,00

495.071.676,00
495.071.676,00

310.643.376,00
31.251.900,00

70.000.000,00
83.176.400,00

Realisasi %
4 5

137.817.323.691,00

134.273.885.925,00 92,91

108.858.716.714,00 91,95

57.969.338.719,00 95,20

47.384.536.995,00 88,62

3.504.841.000,00 87,21

25.415.169.211,00 97,27

3.543.437.766,00 91,26

3.054.806.090,00 90,17

3.054.806.090,00 90,17

111.925.000,00 99,91

83.874.100,00 95,34

123.550.000,00 65,79

2.735.456.990,00 91,18

488.361.676,00 98,64
488.361.676,00 98,64

306.983.376,00 98,82
31.101.900,00 99,52

69.100.000,00 98,71
81.176.400,00 97,60
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- Pengelolaan dan pengembangan
bahan pustaka
Pengembangan literasi berbasis inklusi
social

KESEHATAN
BELANJA PADA DINAS

KESEHATAN, RSUD DAN RUMAH
SAKIT PRATAMA

1) BELANJA OPERASI 5.388.288.380,00 4.117.638.362,00
a. Belanja Pegawai 76.189.647.040,00 72.922.095.974,00
b. Belanja Barang dan Jasa 14.028.696.565,00
- BELANJA MODAL

BELANJA DI LUAR DINAS
KESEHATAN YANG MENUNJANG
KESEHATAN :
1) DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK 79.995.100,00 79.974.100,00
PROGRAM PEMBINAAN KB
- Pelaksanaan Advokasi, komunikasi,

informasi dan edukasi (KIE) 2.538.870.700,00 2.507.899.900,00
pengendalian penduduk dan KB
sesuai kearifan local 108.499.800,00 101.740.800,00

- Pendayagunaan tenaga penyuluh
KB/petugas lapangan KB
(PKB/PLKB) 1.906.543.400,00 1.905.172.900,00

- Pengendalian dan pendistribusian
kebutuhan alat dan obat kontrasepsi
serta pelaksanaan pelayanan KB di
Daerah Kab/Kota

Pemberdayaan dan peningkatan peran
serta organisasi kemasyarakatan Tingkat
Daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan
pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber
KB

2)

BELANJA BAGI HASIL DAN/ATAU
TRANSFER KEPADA DAERAH/DESA

PENERIMAAN
DANA TRANSFER UMUM 381.824.654.000,00 381.169.022.470,00 99,83
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1) Dana Alokasi Umum 373.384.668.000,00 370.784.608.355,00 99,30
Dana Bagi Hasil 8.439.986.000,00 10.384.414.115,00 123,24
B. PENGURANGAN 38.173.345.300,00 38.173.345.300,00 100
1) DBH CHT 0,00 0,00 0,00
2) DBHDR 0,00 0,00 0,00
ADD 38.173.345.300,00 38.173.345.300,00 100
IV 2) BELANJA INFRA STRUKTUR
DAERAH
A.  BELANJA MODAL
1) Tanah 320.000.000,00 307.352.500,00 96,05
2) Peralatan dan Mesin 3.800.000.000,00 3.541.220.000,00 93,19
3) Bangunan dan Gedung 34.041.286.050,00 32.868.070.896,00 96,55
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi 45.415.482.415,00 44.548.046.700,00 98,09
5) Aset Tetap Lainnya 4.707.011.650,00 4.565.681.045,00 97,00
B. BELANJA PEMELIHARAAN 2.363.435.657,00 2.285.794.536,00 96,71
C. 3) BELANJAHIBAH 350.000.000,00 350.000.000,00 100
o Realisasi belanja wajib perlindungan sosial Kabupaten Sumba Barat Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rp3.483.935.500,00 jika dibandingkan dengan pagu
anggaran sebesar Rp4.262.148.900,00 atau 81,74%, terdiri dari :
No Uraian Anggaran Realisasi %
1 2 3 4
I | BANTUAN SOSIAL 298.400.000,00 298.400.000,00 100
1) Kegiatan pembrian akses ke layanan Pendidikan 122.400.000,00 122.400.000,00 100
dan Kesehatan dasar (bantuan sosial uang tunai
kepada 34 orang penyandang cacat)
2) Pemindahan dan penempatanan transmigrasi 35.000.000,00 35.000.000,00 100
yang beasal dari 1 (satu) daerah Kab/Kota
(bantuan perbekalan/jaminan hidup untuk 5 KK
yang ditempatkan di translok Wetana Desa
Wetana Kec. Laboya Barat)
3) BLT untuk 84 nelayan 141.000.000,00 141.000.000,00 100
Il | PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA 633.216.200,00 632.631.180,00 | 99,91
1) Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT
(bantuan kambing domba untuk 100.000.000,00 100.000.000,00 100
pengembangbiakan/pembibitan betina 40 ekor
dan jantan 20 ekor)
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No

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

3

4

2) Peningkatan kemampuan potensi sumber
kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kab/
kota (bantuan alat pertukangan kayu 1 paket,
alat perbengkelan 1 paket, alat pertukangan batu
potong 3 paket)

3) Proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan
ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan
klister kompetensi (bantuan berupa alat-alat
pertukangan mebeuleur untuk 12 orang)

4) Pelatihan transmigrasi (pelatihan transmigrasi
bagi 90 orang wajib transmigrasi dalam
peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan
keluarga)

5) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan
pemberdayaan industri dan peran serta
masyarakat (pemberian 2 paket mesin potong
dan perlengkapan lainnya untuk masyarakat
pengrajin batu potong)

6) Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin
lainnya (pemberian mesin pompa air 3 dim
untuk 20 kelompok tani)

7) Pengawasan penggunaan sarana pendukung
pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi
dan spesifik lokasi (pemberian 4.000 anakan
kopi/seedling kepada masyarakat)

8) Kaoordinasi dan sinkronisasi prasarana
pendukung pertanian lainnya (pemberian
bantuan ternak babi lokal untuk 1 kelompok
peternak)

100.000.000,00

96.000.000,00

95.216.200,00

50.000.000,00

80.000.000,00

70.000.000,00

42.000.000,00

99.997.680,00

96.000.000,00

94.991.200,00

50.000.000,00

79.842.300,00

69.800.000,00

42.000.000,00

99,99

100

99,76

100

99,80

99,71

100

TRANSPORTASI
o Subsidi transportasi bagi 73 angkutan umum
selama 3 bulan

109.500.000,00

109.500.000,00

93.000.000,00

93.000.000,00

84,93

84,93

PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA

(Penanganan Dampank Inflai)

Pengadaan perlengkapan siswa (pakaian seragam

siswa sekolah dasar)

1) Pengadaan perlengkapan siswa (pakaian
seragam siswa sekolah )

3.221.032.700,00

1.500.000.000,00

750.000.000,00

2.459.904.320,00

1.489.342.500,00

739.029.120,00

76,37

99,29

98,54
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2) Pengendalian dan distribusi perekonomian
(operasi pasar murah)

3) Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian
kinerja terkait kesejahteraan masyarakat

27.532.700,00 27.532.700,00 100

943.500.000,00 204.000.000,00 21,62
(beasiswa untuk siswa dan mahasiswa yang

kurang mampu dan/atau berprestasi)

Mandatory Spending Fungsi Pengawasan
Berdasarkan Permendagri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022.
Alokasi anggaran fungsi pengawasan Kabupaten/Kota dengan nilai APBD diatas
Rp1.000.000.000.000,00 s.d. Rp2.000.000.000.000,00 paling sedikit 0,75% dari total
belanja daerah.
Tujuan dari mandatory spending fungsi pengawasan adalah untuk mendukung program
pengawasan oleh Inspektorat Daerah yang meliputi kegiatan pengawasan rutin,
pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas.
Adapun capaian dari mandatory spending fungsi pengawasan di wilayah Kabupaten Sumba
Barat adalah Inspektorat Kabupaten Sumba Barat memiliki kegiatan berupa
Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan
Tertentu dan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Inspektorat Kabupaten Sumba Barat memiliki 1 Inspektur, 5 Inspektur Pembantu dan 2
auditor yang melakukan tugas pengawasan.
Mandatory spending fungsi pengawasan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan terdapat
pada Perangkat Daerah Bapelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan
serta Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sumba Barat.
Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pegawasan Dalam APBD TA 2022
Kabupaten Sumba Barat dialokasikan senilai sebesar 0,86%. Realisasi Anggaran Belanja
Fungsi Pengawasan Dalam APBD Perubahan TA 2022 Kabupaten Sumba Barat
dialokasikan senilai Rp6.354.569.158,00 dan realisasi belanja fungsi pengawasan senilai
Rp5.922.357.419,00.
Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan Dalam APBD dan APBD-P TA
2022 Kabupaten Sumba Barat

No Uraian Anggaran Realisasi %
1 2 3 4
I. | FUNGSI PENGAWASAN 6.354.569.158,00 5.922.357.419,00 | 92,97
A | INSPEKTORAT 6.354.569.158,00 5.922.357.419,00 92,91
1) BELANJA OPERASI 5.668.154.158,00 5.236.302.419,00 | 92,12
a. Belanja Pegawai 1.936.089.837,00 1.936.089.837,00 99.19
b. Belanja Barang dan Jasa 3.732.064.321,00 3.300.212.582,00 88,43
2) BELANJA MODAL 686.415.000,00 686.055.000,00 99,95
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 676.415.000,00 676.055.000,00 99,95
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 | 100,00
3) Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2.771.878.841,00 2.464.166.467,00 | .88,90
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a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 931.408.341,00 803.168.387,00 86,23
b. Pengawasan Keuangan Pemerintah 426.679.600,00 385.579.600,00 90,37
Daerah 92.730.000,00 91.757.320,00 98,95
¢. Reviu Laporan Kinerja 134.604.300,00 110.004.300,00 81,72
d. Reviu Laporan Keuangan 220.332.500,00 155.516.500,00 70,58
e. Pengawasan Desa 236.117.100,00 222.251.568,00 94,13
f. Kerjasama Pengawasan Internal 730.007.000,00 695.888.792,00 95,33
g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
187.952.200,00 168.035.000,00 89,40
4) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan
Tertentu 187.952.200,00 168.035.000,00 89,40
a. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
90.140.200,00 69.890.200,00 77,53
5) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
46.000.000,00 46.000.000,00 | 100,00
a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan
b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 44.140.200,00 23.890.200,00 54,12
Fasilitasi Pengawasan
152.366.100,00 121.559.600,00 79,78
6) Pendampingan dan Asistensi
61.952.600,00 60.502.600,00 97,66
a. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan
Penilaian Reformasi Birokrasi 90.413.500,00 61.057.000,00 67,53
b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
serta Verifikasi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
1. Mandatory Spending dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah
diatur oleh undang-undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi
masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja mandatory spending dalam
tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Sumba Barat meliputi hal-hal sebagai berikut.

a). Mandatory Spending Fungsi Kesehatan

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Besaran alokasi anggaran
kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh
persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN. Tujuan dari
mandatory spending fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan
masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Adapun capaian dari
mandatory spending fungsi keseha tan di wilayah Kabupaten Sumba Barat adalah adanya
kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan tenaga kesehatan, kegiatan operasional RSUD
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Daerah dan Puskesmas, pembangunan gedung baru RSUD Daerah, rehabilitasi dan
renovasi gedung puskesmas, penyediaan obat-obatan dan penyediaan alat-alat kesehatan di
RSUD Daerah dan Puskesmas.

Selain itu, alokasi mandatory spending fungsi kesehatan juga mendukung
kelancaran operasional di RSUD Waikabubak, RS Tingkat D Hobakalla, Puskesmas di
Kabupaten Sumba Barat, Puskesmas pembantu, Poliklinik Desa, Pos Kesehatan Desa. Juga
berdampak kepada tenaga kesehatan meliputi dokter, perawat, bidan, dan petugas
kesehatan lainnya yang berada di Kabupaten Sumba Barat .

Alokasi Anggaran Kesehatan sebesar Rp100.240.540.985,00 atau 18,23% dari
total belanja daerah sebesar Rp706.324.689.902,00 dikurangi Gaji ASN sebesar
Rp156.579.318.804,00 yang dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan, RSUD, dan Rumah Sakit
Pratama sebesar Rp95.606.631.985,00; dan diluar Dinas Kesehatan yang menunjang
Kesehatan yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak untuk program pembinaan keluarga berencana (KB) sebesar
Rp4.633.909.000,00.

b). Mandatory Spending Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
adalah sebesar 20%. Tujuan dari mandatory spending fungsi pendidikan adalah untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten
Sumba Barat. Adapun capaian dari mandatory spending fungsi pendidikan di wilayah
Kabupaten Sumba Barat adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan guru,
kegiatan operasional sekolah melalui dana BOS, pembangunan gedung sekolah negeri,
rehabilitasi dan renovasi gedung sekolah, pembangunan gedung perpustakaan daerah.

Selain itu, alokasi mandatory spending fungsi pendidikan juga mendukung
kelancaran operasional Paud Negeri, Negeri/Inpres, SMP Negeri yang berada di wilayah
Kabupaten Sumba Barat. Juga berdampak kepada tenaga pendidik meliputi guru dan
jumlah peserta didik.

Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan sebesar Rp148.396.255.307,00 atau 21,01%
dari total belanja daerah sebesar Rp706.324.689.902,00 yang dimanfaatkan oleh Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp144.513.384.695,00; dan diluar Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang pendidikan sebesar
Rp3.882.870.612,00 yaitu Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan sebesar
Rp3.387.798.936,00 dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp495.071.676,00.

c). Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022, Dana
Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh
lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah. Tujuan dari mandatory spending fungsi
infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan
pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan
kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan
layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Adapun
capaian dari mandatory spending fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Sumba Barat.

Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp90.997.215.772,00 atau sebesar 26,48%
untuk belanja infrastruktur daerah Kabupaten Sumba Barat yang terdiri dari: Belanja modal
tanah sebesar Rp320.000.000,00, Belanja modal peralatan dan mesin sebesar
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Rp3.800.000.000,00, Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp34.041.286.050,00,
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp45.415.482.415,00, Belanja modal aset
tetap lainnya sebesar Rp4.707.011.650,00, Belanja pemeliharaan  sebesar
Rp2.363.435.657,00, Belanja hibah sebesar Rp350.000.000.00.

d). Mandatory Spending Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Alokasi dana Desa (ADD)
paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Tujuan dari
mandatory spending Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membantu pemerintah desa
dalam menjalankan fungsi pelayanan, dan bantuan kepada pemerintah desa. Adapun
capaian dari mandatory spending ADD di wilayah Kabupaten Sumba Barat adalah alokasi
dana desa yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan para perangkat desa,
membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan
pemberdayaan masyarakat.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja ADD Dalam APBD Induk dan Perubahan
TA 2022 Kabupaten Sumba Barat dialokasikan Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada
daerah/desa dengan rincian sebagai berikut; Jumlah penerimaan  sebesar
Rp381.824.654.000,00 terdiri dari Penerimaan DAU sebesar Rp373.384.668.000,00.
Penerimaan Dana Bagi Hasil sebesar Rp8.439.986.000,00 dengan Jumlah pengurangan
sebesar Rp38.173.345.300,00 vyang terdiri dari Pengurangan ADD sebesar
Rp38.173.345.300,00. Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan sebesar
Rp343.651.308.700,00 atau sebesar 10,00%.

e). Mandatory Spending Fungsi Penanganan Dampak Inflasi

Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan nomor 134/PMK.07/2022 tentang
Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022. Alokasi anggaran
fungsi penanganan dampak inflasi Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar 2% dari penyaluran
DAU bulan Oktober s.d. Desember 2022 dan DBH triwulan 1V TA 2022. Tujuan dari
mandatory spending fungsi penanganan dampak inflasi adalah memberikan perlindungan
sosial untuk mengantisipasi dampak inflasi dengan menjaga daya beli masyarakat yang
terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan. Adapun capaian dari mandatory
spending fungsi penanganan dampak inflasi di wilayah Kabupaten Sumba Barat.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Dampak Inflasi dalam APBD
Perubahan TA 2022 Kabupaten Sumba Barat dialokasikan senilai Rp4.262.148.900,00 dari
nilai belanja daerah senilai Rp3.483.935.500,00
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BAB 111
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA APBD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja APBD

Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
Tahun Anggaran 2022 menunjukan adanya kenaikan dibanding dengan tahun
anggaran sebelumnya berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 47 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 35 Tahun 2022
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.02.02/111/8224/2022 tentang daftar penerima (lokus) bantuan pemerintah
berupa bantuan lainnya dalam bentuk uang untuk pemenuhan prasarana dan alat
kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada Rumah Sakit milik
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. Realisasi pendapatan hibah dari
pemerintah pusat pada RSUD Waikabubak sebesar Rp4.913.724.500,00 jika
dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp5.313.458.000,00 atau 92,48%.

Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk
melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja
Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun
berjalan periode kedua Tahun 2022. Realisasi pendapatan Dana Insentif Daerah
sebesar Rp13.804.604.000,00 dari target sebesar Rp13.804.604.000,00 tercapai
100%.

Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp693.256.410.308,83
jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp703.624.865.849,00 atau
98,53%.

Realisasi belanja secara keseluruhan sebesar Rp687.968.631.961,49 atau 95,13%

jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp723.169.476.902,00 terdiri dari :

- Belanja Operasi sebesar Rp435.668.745.344,49 atau 93,57% terhadap
anggarannya sebesar Rp465.614.114.869,00.

- Belanja Modal sebesar Rp142.909.584.239,00 atau 97,05% terhadap anggarannya
sebesar Rp147.248.974.710,00. Belanja Tak Terduga sebesar Rp234,000,000.00
atau 20,77% terhadap anggarannya sebesar Rp1.126.489.023,00.

- Belanja Transfer sebesar Rp109.156.302.378,00 atau 99,98% terhadap
anggarannya sebesar Rp 109.179.898.300,00.

- Realisasi Belanja Dana Desa Tahun Anggaran 2022  sebesar
Rp108.462.318.880,00 terhadap anggarannya sebesar Rp108.485.914.800,00
atau 99,98 % terdiri dari :

1. Dana Desa realisasi sebesar Rp71.006.553.000,00 terhadap anggarannya

sebesar Rp71.006.553.000,00 atau 100%.
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2. Bantuan keuangan kepada Desa realisasi sebesar Rp37.455.765.880,00
terhadap anggarannya sebesar Rp37.479.361.800,00 atau 99%, terdiri dari
Desa-desa yang tersebar pada :

1) Kecamatan Tana Righu realisasi sebesar Rp10.545.090.875,32

2) Kecamatan Loli realisasi sebesar Rp5.310.040.200,00

3) Kecamatan Wanokaka realisasi sebesar Rp8.185.109.600,00

4) Kecamatan Lamboya realisasi sebesar Rp6.723.032.604,00

5) Kecamatan Kota Waikabubak realisasi sebesar Rp4.272.952.600,00
6) Kecamatan Laboya Barat sebesar Rp2.419.540.000,68

3.2. Hambatan dan Kendala

Hambatan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam
pencapaian Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 antara lain adalah masih kurangnya pemahaman bendahara penerimaan,
bendahara pengeluaran dan pengurus barang perangkat daerah/unit kerja tentang
pengelolaan keuangan daerah terutama dalam hal pencatatan akuntansi dan
penatausahaan serta pengelolaan aset perangkat daerah/unit kerja disebabkan
perubahan regulasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Aplikasi yang digunakan untuk penatausahaan, pertanggungjawaban
dan pelaporan keuangan daerah. Sedangkan untuk penatausahaan dan pelaporan
aset belum menggunakan aplikasi barang milik daerah masih manual menggunakan
excel sehingga pelaporan barang dan aset menjadi terlambat dilaporkan oleh
pengurus barang perangkat daerah.
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang terdiri dari 37
Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi, yang menurut Kketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah basis akrual. Dimana pengakuan
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual,
serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan
anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10
tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi
Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menyajikan saldo
Akun-Akun Tahun 2022 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK-RI
tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan
koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya
disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka
memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca,
pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional. Dalam hal peraturan
perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas
pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Pendapatan-LO menggunakan basis akrual. Dengan demikian Pendapatan-LO
diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA
disusun berdasarkan basis kas. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban
dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian
atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada
saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam
SAP pada Pemerintah daerah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan telah mengacu pada Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konversi-konversi aturan-aturan, dan praktek yang dipilih oleh suatu entitas
pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.
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Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam Penyajian Laporan
Keuangan adalah sebagai berikut :
A. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 42

Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba

Barat secara ringkas sebagai berikut:

1) LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai
berikut :

e Pendapatan-LRA,;

¢ Belanja;

e Transfer;

o Surplus atau defisit;

e Penerimaan pembiayaan;

e Pengeluaran pembiayaan;

e Pembiayaan neto; dan

¢ Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

2) LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif
dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai berikut :
¢ Saldo Anggaran Lebih Tahun Yang Lalu;
¢ Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

o Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA);
o Kaoreksi/Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya;

e Lain-lain; dan

¢ Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan.

3) LAPORAN OPERASONAL (LO)

Struktur Laporan Pperasional mencakup pos-pos sebagai berikut :
Pendapatan-LO;
Beban;
Surplus/Defisit dari Operasi;
Kegiatan Non Operasional;
Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
Pos Luar Biasa;
. Surplus/Defisit-LO.
4) NERACA

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

e Kkas dan setara kas;

e investasi jangka pendek;

e piutang;

e persediaan;

e investasi jangka panjang;

e aset tetap;

o kewajiban jangka pendek;

o kewajiban jangka panjang;

e ekuitas.

@ +ho a0 o
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5) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Struktur dan isi Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan Koreksi-koreksi yang

langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari

dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan
koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

o Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya (jika ada);

o Koreksi nilai piutang (jika ada);

o Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap (jika ada);

o Selisih revaluasi nilai aset lainnya (jika ada);

o Kaoreksi nilai beban dibayar dimuka (jika ada);

o Selisih revaluasi investasi non permanen (jika ada);

o Selisih revaluasi investasi permanen (jika ada);

o Koreksi nilai dana cadangan (jika ada);

o Koreksi nilai utang (jika ada);

e Lain-lain;

o Kewajiban untuk dikonsolidasikan (khusus untuk Laporan Perubahan
Ekuitas Perangkat Daerah/Unit Kerja);

o Ekuitas akhir.

6) LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas

selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi,

investasi, pendanaan dan transitoris.
7) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan EKkuitas,

Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan

Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas

laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen
lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan

pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara

lain:

¢ Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

¢ Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

o |khtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut
kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

o Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-
kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi
dan kejadian-kejadian penting lainnya;

¢ Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar
muka laporan keuangan;
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e Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan; dan

¢ Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

B. KEBIJAKAN AKUN :
1) KASDAN SETARA KAS :
» RUANG LINGKUP
1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh kas dan
setara kas dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun
dan disajikan dengan basis akrual.
» PENGAKUAN
1. Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah,

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan

Umum Daerah dan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN).

» PENGUKURAN
1. Kas dan Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal.
» PENGUNGKAPAN
1. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan kas dan setara kas
antara lain:

e Saldo Kas di Kas Daerah;

e Saldo Kas di Bendahara Penerimaan;

¢ Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran;

e Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah;

e Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP
(Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama) milik Pemerintah Daerah;
dan

¢ Saldo kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2) PIUTANG
» PENGAKUAN
1. Pengakuan Piutang berdasarkan pungutan
2. Pencatatan pengakuan piutang pada prinsipnya dapat dilakukan dengan
salah satu dari dua cara berikut:

a. pengakuan piutang dicatat (bertambah) pada setiap kali timbulnya
hak tagih pemda berdasarkan peraturan/dokumen yang sah, dan
berkurang pada setiap kali diterima pembayarannya; atau

b. pengakuan piutang hanya dicatat sekali pada akhir tahun saja,
yaitu sebesar selisih kurang antara jumlah keseluruhan hak tagih
pemda berdasarkan peraturan/dokumen yang sah selama tahun
berjalan dibandingkan dengan jumlah pembayarannya yang telah
diterima selama tahun yang bersangkutan.

3. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang
timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian
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fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di
neraca.
» PENGUKURAN

1. Pengukuran piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai
dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan

2. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net
realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan
penyisihan piutang.

3. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi
sebagai berikut:

a. Kualitas Piutang Lancar;

b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;

c. Kualitas Piutang Diragukan;

d. Kualitas Piutang Macet.

» PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1. Penyisihan piutang tidak tertagih untuk pajak, ditetapkan sebesar:

a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima persen);

b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang
kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau
nilai barang sitaan (jika ada);

c. Kualitas Diragukan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari piutang
dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau
nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. Kualitas Macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas
macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
(jika ada).

2. Penyisihan piutang tidak tertagih untuk objek retribusi, ditetapkan
sebesar:

a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima persen);

b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang
kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau
nilai barang sitaan (jika ada);

c. Kualitas Diragukan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari piutang
dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau
nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. Kualitas Macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas
macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
(jika ada).

» PEMBERHENTIAN PENGAKUAN
Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan
dua cara penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write
down).
» PENGUNGKAPAN
1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi
mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
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a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan
dan pengukuran piutang;
b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat
kolektibilitasnya;
C. penjelasan atas penyelesaian piutang;
d. jaminan atau sita jaminan jika ada.
3) PERSEDIAAN
» PENGAKUAN
Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan
berdasarkan hasil inventarisasi fisik dan/atau saldo administrasi dimana
pencatatan persediaan dilakukan dengan metode perpetual dan periodik.
» PENGUKURAN
Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:
a. Metode Perpetual
b. Metode Periodik
» PENILAIAN
Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (First In First Out).
Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi
harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai
persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
» PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
4) INVESTASI
» PENGAKUAN
Suatu transaksi pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam
bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi
» PENGUKURAN DAN PENILAIAN
1. Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi
meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara
jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka
perolehan tersebut.
A) INVESTASI JANGKA PENDEK
» PENGAKUAN
Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara
lain berupa bunga deposito, Bunga obligasi dan dividen tunai (cash
dividend) dicatat sebagai pendapatan.
» PENGUKURAN
Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya
saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehan.
Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu
sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya
lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
» PENGUNGKAPAN
1. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek,
antara lain:
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Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
Jenis-jenis investasi jangka pendek;
Perubahan harga pasar investasi jangka pendek;
Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab
penurunan tersebut.
e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan
penerapannya;
f. Perubahan pos investasi.
B) INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
» PENGAKUAN
Pengeluaran untuk memperoleh invastasi jangka panjang diakui dan
dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.

coowe

» PENGUKURAN
1. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar
biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah
biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi
berkenaan.
» Metode Penilaian Investasi Jangka Panjang
1. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga
metode sebagai berikut:
a. Metode biaya
b. Metode ekuitas
¢. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
2. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada
kriteria sebagai berikut:
a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari
20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan
metode ekuitas.
Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat
nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang
direalisasikan.

o

5) ASET TETAP
> PENGAKUAN ASET TETAP
1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa

depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk
dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Berwujud,;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,

Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

® a0
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f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk
pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi
aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta

kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat

realisasi belanja modal.
» Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold)

Perolehan Awal Aset Tetap.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap nilai

per unitnya sebagai berikut:

a. Sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk
peralatan dan mesin atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin.

b. Sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah) untuk gedung dan bangunan atau aset tetap renovasi gedung
dan bangunan.

» Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai

aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
» PENILAIAN AWAL ASET TETAP

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu

aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur

berdasarkan biaya perolehan.
» PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara

gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut

berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang
bersangkutan.
» ASET TETAP DIGUNAKAN BERSAMA

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi,

pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas

Akuntansiyang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan)

terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan

penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang

Milik Daerah.

» ASET PERJANJIAN KERJASAMA FASILITAS SOSIAL DAN

FASILITAS UMUM

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga

berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset

tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau
diakui pada saat penguasaannya berpindah.
» PERTUKARAN ASET (EXCHANGE OF ASSETS)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran

sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos

semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai
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ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan
jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
» ASET DONASI

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat
sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

2. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi,
maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

» PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (SUBSEQUENT

EXPENDITURES)
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang
masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di
masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume,
peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi,
atau peningkatan standar Kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan
minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai
tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan jika memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat,
kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki; dan

b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset
tetap/aset lainnya.

» PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT)

TERHADAP PENGAKUAN AWAL

1. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut
dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang
memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan
dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

» PENYUSUTAN

1. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap
yang disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersangkutan.

2. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus
(straight line method) yaitu menetapkan tarif penyusutan untuk masing-
masing periode dengan jumlah yang sama.

Rumusan tersebut adalah :
Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusut
Masa manfaat
» PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (REVALUATION)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena

kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset

berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari
ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang
berlaku secara nasional.

» PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau
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bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak
memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang
setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan
DPRD.
» Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun
seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya
yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu
periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak
konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu.
Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

» PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam
Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang
berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
C. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

» PENGUKURAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

» PENGUNGKAPAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena
ketidaktersediaan dana, kondisi politik ataupun kejadian-kejadian lainnya.
Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian
permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk
sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca
dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Namun apabila pembangunan KDP diniatkan untuk
dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak
akan memberikan manfaat ekonomis dimasa depan, ataupun sebab lain
yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi
dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.

6) DANA CADANGAN

» PENGAKUAN
Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada
peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. sehingga
dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

» PENGUKURAN
Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang
diklasifikasikan ke Dana Cadangan.

» PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar.
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7) ASET LAINNYA
» PENGAKUAN

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah
daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
andal.

b. Diterima atau kepemilikannya dan / atau kepenguasaannya berpindah.

» PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari
kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah
dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas
umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan
angsuran.

2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah
dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi
dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan
ke kas umum daerah.

4. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang
harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud
hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut
mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau
jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk
kedalam entitas tersebut.

5. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto
setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan
metode garis lurus dengan masa manfaat selama 4 tahun.

6. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

» PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan,

sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian aset lainnya;

2. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud,;

3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP,
BOT dan BTO);

4. Informasi lainnya yang penting.

8) KEWAJIBAN
» PENGAKUAN

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber

daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada

sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai
nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
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» PENGUKURAN

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK
yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan
keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

» PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
1. Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang
yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah
berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan
tingkat bunga yang berlaku;
d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum
jatuh tempo;
e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
a) Pengurangan pinjaman;
b) Modifikasi persyaratan utang;
c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
f. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
g. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode
pelaporan.
2. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur
utang berdasarkan kreditur.
9) EKUITAS
» DEFINISI
o Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
10) PENDAPATAN-LRA
» PENGAKUAN
1. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara
Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke
RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut
merupakan bagian dari BUD.

c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/Perangkat
Daerah/Unit Kerja dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD,
dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar
negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah
diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya
kepada BUD.
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e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas
pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan
BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
» PENGUKURAN
Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
» PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-
LRA adalah :
a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya
tahun anggaran;
b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang
bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan
pendapatan daerah; dan
d. informasi lainnya yang dianggap perlu.
11) PENDAPATAN-LO
» PENGAKUAN
Secara umum pengakuan pendapatan-LO diakui pada saat:
a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi baik
sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih
berupa piutang (realizable).
» PENGUKURAN
Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
» PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai
dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber
pendapatan.
12) BELANJA
» PENGAKUAN
1. Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.

b. Khusus pengeluaran  melalui  bendahara  pengeluaran
pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

c. Khusus pengeluaran untuk Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik
Pemerintah Daerah diakui saat terbitnya SP2B.

d. Khusus pengeluaran untuk BLUD diakui saat terbitnya SP2B.
2. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja)
yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai
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pengurang belanja yang bersangkutan pada periode yang sama.

Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran

belanja dibukukan dalam Lain-Lain PAD yang sah.

» PENGUKURAN

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan
dalam dokumen anggaran.

2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur
berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam
dokumen pengeluaran yang sah.

» PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan Klasifikasi yang
ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

2. Karenaadanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, maka entitas akuntansi
dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang
akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan Realisasi Anggaran
(LRA).

3. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai
dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

a. Belanja Operasi

b. Belanja Modal

c. Belanja Tak Terduga

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

13) BEBAN
» PENGAKUAN
1. Beban diakui pada:

a. Saat timbulnya kewajiban;

b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

2. Padasaat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian
terhadap pengakuan beban, yaitu:

a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai
berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31
Desember belum dibayar.

b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban
atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti
penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima
ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam
hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang
belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode
akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang
sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang
diterbitkan.
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d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode
akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah
ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang
diterbitkan.

e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk
dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban
bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat
jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

f.  Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah
daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi
dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan
sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai
tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban
diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

» PENGUKURAN
Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan beban bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikurangi dengan pengeluaran pajak).
» PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban
dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai
dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang
dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban
Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban
Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
b. Beban Transfer
c. Beban Non Operasional
d. Beban Luar Biasa
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan
Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non
Operasional.
14) TRANSFER
» PENGAKUAN
Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi
Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer
masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
» PENGUKURAN
Akuntansi transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur
berdasarkan kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang belum
disalurkan. Nilai pengeluarkan kas didasarkan pada penyaluran transfer
yang dikeluarkan dari rekening entitas kepada rekening penerima sebesar
nilai yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan perundang-undangan
dan tercantum dalam dokumen penerimaan dan pengeluaran yang sah.
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» PENILAIAN

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Pengukuran transfer Keluar dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan
diukur berdasarkan nilai nominal sebagaimana tercantum dalam
dokumen yang sah.

» PENGUNGKAPAN

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam
Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada
Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer
pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan
realisasi tahun anggaran sebelumnya

b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran
transfer masuk dengan realisasinya.

c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam
Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer
pada Laporan Operasional.

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan
atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada
Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada
Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun
anggaran sebelumnya.

b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran
transfer keluar dengan realisasinya.

c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam
Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada
Laporan Operasional.

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

15) PEMBIAYAAN
» PENGAKUAN

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas
Umum Daerah.

2. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas
bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat
jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

» PENGUKURAN

1. Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran
kas yang telah diterima atau dikeluarkan.

2. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).

50



Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022 Catatan atas Laporan Keuangan

3. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas
bruto.

» AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah
dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran
tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos
Pembiayaan Neto.

2. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang
antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode
pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan
pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos
SiLPA/SIKPA.

» PENGUNGKAPAN
1. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan

antara lain:
a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun
berkenaan

b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/
pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan,
penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal
pemerintah daerah.

16) BANTUAN SOSIAL
» PENGAKUAN
1. Belanja Bantuan Sosial diakui pada saat :

a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah
daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
andal;

b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya
berpindah.

2. Pengakuan Belanja Bantuan Sosial pada akhir periode akuntansi,
dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
» PENGUKURAN
1. Metode pencatatan Belanja Bantuan Sosial dilakukan dengan:
a. Metode Perpetual
b. Metode Periodik
> PENILAIAN
1. Penilaian Belanja Bantuan Sosial menggunakan metode FIFO (First

In First Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali

dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali.

Sehingga nilai Belanja Bantuan Sosial akhir dihitung dimulai dari

harga pembelian terakhir.

» PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
1. Belanja Bantuan Sosial disajikan sebagai pengeluaran belanja pada
Laporan Realisasi Anggaran dan sebagai beban pada Laporan
Operasional.
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2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan:
a. Belanja Bantuan Sosial seperti barang atau jasa terkait dengan
kejelasan peruntukkannya.
b. Jenis, jumlah, dan nilai Belanja Bantuan Sosial tidak dicantumkan
dalam neraca cukup dijelaskan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan

17) KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG
TIDAK DILANJUTKAN
» KOREKSI KESALAHAN

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau
beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode
berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan
penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran,
kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan
kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau
kelalaian.

» PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu
entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi
keuangan, Kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi
yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

» PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada

Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya

sesuai sifat perubahan.

» OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang

dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun

berjumlah nol untuk tahun berjalan, dengan demikian operasi yang
dihentikan tampak pada laporan keuangan.
» PERISTIWA LUAR BIASA

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi
yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa
entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam
atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk
dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum
pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

2. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa
luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud seara tunggal
menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga
atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran
anggaran secara mendasar.

3. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
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b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;

c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau
posisi aset/kewajiban.

4. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar

biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
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BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I.  PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
I.LA. PENDAPATAN DAERAH

Tahun 2022 Tahun 2021

PENDAPATAN Rp693.256.410.308,83 Rp708.565.724.704,64

Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp693.256.410.308,83 atau 98,53% dari target

sebesar Rp703.624.865.849,00 atau kurang dari target sebesar Rp10.368.455.540,17 dan

jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar

Rp708.565.724.704,64 mengalami penurunan sebesar Rp15.309.314.395,81 atau 2,16%.

Rincian realisasi pendapatan per komponen sebagai berikut:

Anggaran 2022 Realisasi 2022 % Realisasi 2021
Pendapatan Daerah Rp Rp Rp
1  Pendapatan Asli Daerah 53.137.545.443,00 70.445.311.938,83 132,57 56.266.124.645,64
2 Pendapatan Transfer 625.551.202.206,00 599.403.659.304,00 95,82 629.704.863.809,00
3 Lain-Lain Pendapatan 24.936.118.200,00 23.407.439.066.00 93,87 22.594.736.250,00
Daerah Yang Sah
Jumlah 703.624.865.849,00 693.256.410.308,83 98,53 708.565.724.704,64

Realisasi masing-masing pos pendapatan daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut
I.A.1 Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2022 Tahun 2021
Rp70.445.311.938,83 Rp56.266.124.645,64

Pendapatan Asli Daerah

Jumlah sebesar Rp70.445.311.938,83 merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah
selama Tahun Anggaran 2022 dari target sebesar Rp53.137.545.443,00 atau 132,57%
jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp56.266.124.645,64 mengalami kenaikan sebesar Rp14.179.187.232,19 atau
25,20% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

. Anggaran Realisasi  Tahun Realisasi  Tahun
No Uraian %
Tahun 2022 (Rp) 2022 (Rp) 2021 (Rp)
1) | Pendapatan Pajak 16.581.229.435,00 27.074.133.196,50 163,28 13.641.370.365,39
Daerah
2) | Pendapatan Retribusi 2.286.609.300,00 | 2.721.500.962,00 119,02 2.009.823.802,00
Daerah
3) Hasil Pengelolaan 4.531.104.366,00 4.531.104.366,00 100,00 8.110.451.501,00
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
4) Lain-lain PAD yang 29.738.602.342,00 36.118.573.414,33 121,45 32.504.478.977,25
Sah
Jumlah 53.137.545.443,00 70.445.311.938,83 132,57 56.266.124.645,64
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Uraian lebih lanjut dari pendapatan asli daerah untuk tahun 2022 adalah sebagai
berikut:

1.A.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 Tahun 2021
Rp27.074.133.196,50 Rp13.641.370.365,39

Jumlah sebesar Rp27.074.133.196,50 merupakan realisasi penerimaan pajak daerah
Tahun Anggaran 2022 dari target sebesar Rp16.581.229.435,00 atau 163,28% dan
jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp13.641.370.365,39 mengalami kenaikan sebesar Rp13.432.762.831,11 atau 98,47%

Catatan atas Laporan Keuangan

dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Pajak Daerah

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Mineral bukan logam
dan batuan
Pajak Bumi dan
bangunanPerdesaan dan
Perkotaan
BPHTB

Jumlah

Anggaran 2022 Realisasi 2022 % Realisasi 2021
Rp Rp Rp
9.515.292.658,00 17.647.023.965,00 185,46 7.287.207.652,00
1.035.101.000,00 1.749.444.644,50 169,01 1.475.665.757,20
15.000.000,00 19.079.500,00 127,20 4.177.250,00
50.000.000,00 50.371.962,00 100,74 48.573.968,00

2.000.000.000,00 2.237.396.106,00 111,87
600.000.000,00 1.323.344.568,00 22056
1.026.105.777,00 952.408.071,00 92,82

2.339.730.000,00 3.095.064.380,00 132,28

1.954.488.655,00

555.296.033,19

720.014.210,00

1.595.946.840,00

16.581.229.435,00 27.074.133.196,50 163,28

13.641.370.365,39

Hal-hal yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan pajak daerah adalah sebagai

berikut:

a) Pajak Hotel mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena terjadi
peningkatan kunjungan tamu dan penggunaan fasilitas hotel serta pelaksanaan
kegiatan-kegiatan baik dari pemerintah maupun nonpemerintah.

b) Pajak Restoran mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena
meningkatnya pengguna jasa rumah makan, warung, tenda bakso, dan makan
minum dalam rangka kegiatan rapat/pelatihan.

c¢) Pajak Hiburan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena
meningkatnya penggunaan kolam renang Cemara oleh warga masyarakat.

d) Pajak Reklame mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya meningkatnya
pemasangan iklan dari CV, Toko, rumah makan, dan iklan tertentu lainnya di
Kabupaten Sumba Barat.

e) Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena
adanya pemakaian pulsa listrik yang meningkat, pemasangan listrik baru dan
pemasangan lampu jalan dalam Kota Waikabubak.

f) Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami kenaikan
dari tahun sebelumnya karena adanya penambahan penggunaan bahan baku
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bangunan seperti pasir, sirtu, tanah, dan batu-batuan oleh pihak ketiga dalam
menyelesaikan pembangunan fisik sesuai kontrak kerja.

g) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan mengalami kenaikan dari
tahun sebelumnya karena adanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
sendiri ke Kas Daerah, aparat pemungut pajak sudah optimal dalam melakukan
penagihan dan tingginya pendapatan.

h) BPHTB mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena meningkatnya
pembelian tanah oleh investor dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

1.A.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Retribusi
Daerah

Tahun 2022
Rp2.721.500.962,00

Tahun 2021
Rp2.009.823.802,00

Jumlah sebesar Rp2.721.500.962,00 merupakan realisasi penerimaan retribusi
daerah Tahun Anggaran 2022 dari target sebesar Rp2.286.609.300,00 atau 119,02%
Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp2.009.823.802,00 mengalami kenaikan sebesar Rp711.677.160,00 atau 35,41%
dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 11 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

dan jika dibandingkan dengan

realisasi

. Anggaran 2022 Realisasi 2022 Realisasi 2021
Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)

Retribusi Jasa Umum 1.139.700.300,00 1.652.132.500,00 | 144,96 1.363.322.554,00
Pelayanan Kesehatan 939.867.800,00 1.529.327.500,00 | 162,72 1.213.654.054,00
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 14.040.000,00 8.820.000,00 | 62,86 28.625.000,00
Pelayanan Pasar 148.292.500,00 113.085.000,00 | 76,29 121.043.500,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 37.500.000,00 900.000,00 2,40 0,00
Retribusi Jasa Usaha 1.061.649.000,00 912.732.850,00 | 85,97 582.738.600,00
Pemakaian Kekayaan Daerah 959.149.000,00 857.432.850,00 | 89,39 445.611.600,00
Pasar grosir dan/atau pertokoan 0,00 0,00 0,00 101.610.000,00
Terminal 35.000.000,00 28.100.000,00 | 80,29 14.622.000,00
Rumah Potong Hewan 10.000.000,00 3.100.000,00 31 9.650.000,00
Penjualan Produksi Usaha Daerah 57.500.000,00 24.100.000,00 41,91 11.245.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu 85.260.000,00 156.635.612,00 | 183,72 63.762.648,00
1zin Mendirikan Bangunan 75.000.000,00 146.375.612,00 | 195,17 51.642.648,00
Izin  Tempat Penjualan  Minuman 10.260.000,00 10.260.000,00 | 100,00 12.120.000,00
Beralkohol

Jumlah 2.286.609.300,00 2.721.500.962,00 | 119,02 2.009.823.802,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 terbagi dalam beberapa

Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut:
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Tabel 12 Realisasi Pendapatan Retribusi per OPD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Anggaran  Tahun Realisasi Realisasi Tahun
No OPD %
2022 (Rp) Tahun 2022 (Rp) 2021 (Rp)
Dinas Pendidikan, Pemuda
1) 28.000.000,00 25.352.250,00 90,54 26.301.000,00
dan Olahraga
2) | Dinas Kesehatan 936.282.300,00 1.565.154.300,00 167,16 1.257.227.654,00
3) | RS Pratama Hobakalla 2.310.000,00 4.680.000,00 202,60 0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan
4) 90.000.000,00 171.575.612,00 190,64 68.642.648,00
Penataan Ruang
5) | Dinas Perhubungan 662.540.000,00 450.620.000,00 68,01 276.447.000,00
Dinas Kelautan dan
6) . 31.000.000,00 54.100.000,00 51.000.000,00
Perikanan 106,77
Dinas Pertanian dan
7 109.816.000,00 182.886.000,00 166,54 50.211.000,00
ketahanan Pangan
8) | Dinas Peternakan 49.732.500,00 6.713.000,00 13,50 14.980.000,00
Dinas Koperasi
9) | Perindustrian dan 364.770.500,00 241.109.000,00 66.10 222.653.500,00
Perdagangan '
10) | Sekretariat Daerah 10.260.000,00 10.260.000,00 100,00 12.120.000,00
11) | Badan Pendapatan Daerah 1.898.000,00 9.050.800,00 476,85 30.241.000,00
Jumlah 2.286.609.300,00 2.721.500.962,00 119,02 2.009.823.802,00

Hal-hal yang mempengaruhi kenaikan/penurunan pendapatan retribusi adalah

sebagai berikut:

(a) Pelayanan Kesehatan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun

(b)

(©)
(d)

(€)

sebelumnya karena bertambahnya kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan

pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mengalami penurunan dibandingkan

tahun sebelumnya karena lokasi parkir kendaraan yang tidak memadai dan

petugas parkir yang belum profesional.

Pelayanan Pasar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena belum

optimalnya pemanfaatan lokasi Pasar Weekarou oleh para pedagang.

Pelayanan Kesehatan Ternak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

karena adanya penurunan pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan petugas

medis dan paramedis peternakan dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan
pada masyarakat.

Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan

tidak mencapai target ditahun 2022 disebabkan karena:

e Adanya kesadaran para pengelola Truk Mandaelu untuk melakukan
penyetoran sesuai perjanjian kerjasama dengan Pihak Koperasi Suar
Mandaelu dan terdapat beberapa truk yang rusak sehingga tidak dapat
beroperasi lagi.
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o  Masih terdapat tunggakan sewa rumah dinas, sewa ruko JI. Ahmad Yani
dan Ruko Padaeweta yang belum dilunasi.

e  Belum optimalnya pemanfaatan laboratorium alat sendcond oleh pihak
ketiga.

() Rumah Potong Hewan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya
disebabkan kurangnya jumlah pemanfaatan pemotongan hewan yang
memanfaatkan RPH-R Waikabubak.

(9) Penjualan Produksi Usaha Daerah mengalami kenaikan karena adanya setoran
biaya penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman
dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan tingkat kesuburan perairan
(pakan alami) yang tinggi, tingkat kelulus hidupan nener yang ditebar tinggi dan
tingkat rasio pakan (FCR) yang tinggi dari Dinas Kelautan dan Perikanan.

() Terminal mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena adanya
peningkatan penggunaan terminal Weekarou sehingga menambah setoran
retribusi terminal kota pada Dinas Perhubungan.

(i) Izin Mendirikan Bangunan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena
kemudahan pelayanan perizinan menggunakan sistem online dan masyarakat
yang membangunan gedung/rumah baru bertambah.

(3) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya karena berkurangnya sumber retribusi yakni tersisa hanya satu
hotel yang memperpanjang izin penjualan minuman beralkohol.

1.A.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pendapatan Hasil Tahun 2022 Tahun 2021
Pengelolaan Kekayaan Rp4.531.104.366,00 Rp8.110.451.501,00
daerah yang Dipisahkan

Jumlah sebesar Rp4.531.104.366,00 merupakan realisasi penerimaan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 atau 100%
dari target sebesar Rp4.531.104.366,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi
Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.110.451.501,00 mengalami penurunan sebesar
Rp3.579.347.135,00 atau 44,13% untuk lebih jelasnya dapat diinformasikan bahwa
Bagian Laba Bank NTT mengalami penurunan
sebesar 3,23% karena pada Tahun Anggaran 2022 rentabilitas PT. Bank NTT
menurun dan PD Sumbar Dharma tidak ada lagi kegiatan operasional yang
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 sehingga tidak ada penyetoran.

Tabel 13 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun

2022 dan Tahun 2021
Uraian Anggaran 2022 Realisasi 2022 % Realisasi 2021
(Rp) (Rp) (Rp)
Bagian Laba PD. Sumbar Dharma 0,00 0,00 - 0,00
Bagian Laba Bank NTT 4.531.104.366,00 4.531.104.366,00 100 8.110.451.501,00
Jumlah 4.531.104.366,00 4.531.104.366,00 100 8.110.451.501,00
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1.A.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah

Tahun 2022

Tahun 2021

Rp36.118.573.414,33

Rp32.504.478.977,25

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp36.118.573.414,33
dari target sebesar Rp29.738.602.342,00 atau 121,45% dan jika dibandingkan
dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp32.504.478.977,25 mengalami kenaikan

sebesar Rp3.614.094.437,08 atau 11,12% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 dan Tahun

2021
Uraian Anggaran 2022 Realisasi 2022 % Realisasi 2021
(Rp) (Rp) (Rp)
Hasil Penjualan Aset daerah yang 0,00 24.765.000,00 0,00 12.320.000,00
tidak dipisahkan
Hasil penjualan aset lainnya-Aset 0,00 24.765.000,00 0,00 12.320.000,00
gedung banguan
Hasil pemanfaatan BMD yang 0,00 0,00 0,00 0,00
tidak dipisahkan
Hasil sewa BMD 0,00 0,00 0,00 0,00
Penerimaan Jas Giro 640.229.431,00 1.194.984.726,91 186,65 786.693.304,06
Jasa Giro Kas Daerah 528.878.057,00 1.030.456.813,20 194,84 685.946.681,40
Jasa Giro pada Kas dibendahara 47.724.237,00 46.296.534,18 97,01 98.389.304,50
Jasa Giro BOS 0,00 3.576.144,53 100 2.357.318,16
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP 63.627.137,00 114.655.235,00 180,20 0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 636.961.199,00 764.050.277,33 119,95 932.483.163,80
Tuntutan ganti kerugian daerah 636.961.199,00 764.050.277,33 119,95 932.483.163,80
terhadap bendahara
Penerimaan komisi, potongan, 1.301.124,00 11.079.878,43 851,56 8.199.556,00
atau bentuk lain
Penerimaan komisi, potongan, atau 1.301.124,00 11.079.878,43 851,56 8.199.556,00
bentuk lain
Denda atas Keterlambatan 52.493.140,00 100.387.299,15 191,24 312.413.069,78
pelaksanaan Pekerjaan
Denda atas keterlambatan 52.493.140,00 100.387.299,15 191,24 312.413.069,78
pelaksanaan pekerjaan
Pendapatan Denda Pajak 28.198.048,00 43.237.491,12 153,34 26.763.984,12
Denda Pajak Hotel 13.749.923,00 16.323.950,00 118,72 7.432.952,64
Denda Pajak Restoran 5.000.000,00 7.019.966,00 140,40 6.520.460,00
Denda Pajak Reklame 622.317,00 161,624.00 25,97 1.801.284,00
Denda Pajak Hiburan 23.400,00 100.000,00 | 427,35 25.000,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan 0,00 5.861,00 0,00 0,00
Denda PBB Perdesaan dan 8.802.408,00 18.996.090,12 215,81 10.984.287,48
Perkotaan
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Uraian Anggaran 2022 Realisasi 2022 % Realisasi 2021
(Rp) (Rp) (Rp)

Pendapatan Denda Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan 0,00 630.000,00 0,00
Pendapatan Denda Retribusi 0,00 0,00 0,00 1.440.960,00
Denda Retribusi Pemakaian 0,00 0,00 0,00 1.440.960,00
Kekayaan Daerah
Pendapatan Hasil Eksekusi atas 100.759.348,00 100.759.349,00 100 0,00
Jaminan
Hasil Eksekusi atas Jaminan 100.759.348,00 100.759.349,00 100 0,00
Pengadaan barang dan jasa
Pendapatan dari Pengembalian 6.900.000,00 98.040.200,00 420,90 238.919.599,00
Pengembalian kelebihan 6.900.000,00 98.040.200,00 | 420,90 52.593.300,00
pembayaran Gaji dan Tunjangan
Pengembalian kelehiban perjalanan 0,00 0,00 0,00 186.326.299,00
dinas biasa
Pendapatan dari Dana Kapitasi 8.271.760.052,00 6.926.845.375,00 95,90 5.979.059.175,00
Dana Kapitasi JKN dari BPJS 8.271.760.052,00 6.926.845.375,00 83.74 5.979.059.175,00
Kesehatan
Pendapatan BLUD 20.000.000.000,00 26.854.423.817,39 134,27 24.206.186.165,49

JUMLAH 29.738.602.342,00 36.118.573.414,33 121,45 32.504.478.977,25

Hal-hal yang menyebabkan kenaikan/penurunan Lain-lain PAD yang sah adalah :

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

)

Penerimaan Hasil penjualan aset lainnya-Aset gedung dan bangunan jika
dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya mengalami kenaikan
disebabkan karena adanya penjualan bahan-bahan bangunan kantor Dinas
Kesehatan yang dibongkar.

Penerimaan Jasa Giro mengalami kenaikan karena sangat tergantung pada suku
bunga giro yang ditetapkan oleh bank, banyaknya uang yang disimpan di bank
dan telah dilakukan pemindahbukuan ke Rekening Umum Kas Daerah setiap
hari kerja berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT Bank NTT dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya
karena belum optimal melakukan penagihan dan penyetoran berdasarkan
Laporan Hasil Pemeriksaan atas temuan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi dan
Kabupaten.

Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain disebabkan karena kelebihan
setor/kelebihan bayar sisa UP/GU/TU/LS oleh bendahara pengeluaran,
kelebihan pembayaran pajak daerah, dan retribusi daerah oleh wajib pajak.
Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan mengalami penurunan
karena pihak ketiga telah melakukan penyetoran denda keterlambatan pada
tahun sebelumnya.

Pendapatan Denda Pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah belum tepat waktu sesuai
tanggal pelaporan pajak.
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(g) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pengadaan Barang dan Jasa terdapat
realisasi penerimaan karena bersifat insidentil yang disebabkan adanya
Pemutusan Hubungan Kerjasama Pihak Ketiga yang disetor lewat PT
Jamkrindo.

Pendapatan dari Pengembalian mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya

karena kelengkapan administrasi untuk pembayaran gaji kepada ASN yang

telah pensiun, meninggal dunia, dan mutasi ke kabupaten/provinsi lain belum
disampaikan tepat waktu.

(i) Penerimaan Dana Kapitasi JKN mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya
disebabkan karena bertambahnya ketersediaan tenaga kesehatan dan pelayanan
kesehatan ditingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

(i) Pendapatan BLUD mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya disebabkan
jumlah kunjungan pada poli rawat jalan mengalami peningkatan, adanya
penambahan poli pelayanan pemeriksaan kesehatan seperti Jantung dan THT,
bertambahnya sarana dan prasarana serta SDM kesehatan dalam menunjang
pelayanan pemeriksaan Kesehatan.

(h)

1.A.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer

Tahun 2022 Tahun 2021

Catatan atas Laporan Keuangan

Rp599.403.659.304,00 Rp629.704.863.809,00
Jumlah sebesar Rp599.403.659.304,00 merupakan realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2022 dari target sebesar Rp625.551.202.206,00 atau 95,82% dan
jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp629.704.863.809,00 mengalami penurunan sebesar Rp30.301.204.505,00 atau

4,81% dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 15 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan Tahun 2021

. Anggaran 2022 Realisasi 2022 Realisasi 2021
No Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
A.2la | Transfer Pemerintah Pusat-
. 588.941.588.655,00 581.946.277.276,00 | 98,81 528.661.041.010,00
Dana Perimbangan:
A.2.1.a.l | Dana Transfer Umum-Dana 8.913.362.000,00 10.384.414.115,00 | 116,50 11.900.479.536,00
Bagi Hasil (DBH)
Bagi Hasil dari PPh 21 2.074.773.000,00 2.090.713.429,00 | 100,77 2.684.476.012,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal
99.726.000,00 275.777.783,00 | 276,54 0,00
29/WPOPDN
Bagi Hasil Cukai Hasil
94.501.000,00 7.124.497,00 | 1326,4 19.264.032,00
Tembakau
Bagi Hasil Pajak Bumi dan 4.552.875.000,00 5.885.611.834,00 | 129,27 7.280.633.586,00
Bangunan
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber 56.000,00 56.000,00 100 4.436.050,00
Daya Hutan
Bagi Hasil Dari Pungutan 1.958.311.000,00 1.958.311.000,00 100 1.674.500.150,00
Pengusahaan Perikanan
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Anggaran 2022

Realisasi 2022

Realisasi 2021

No Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)

Bagi Hasil dari Pertambangan 117.514.000,00 117.514.000,00 100 217.009.383,00
Panas Bumi
Bagi Hasil SDA Mineral dan 15.606.000,00 45.654.722,00 | 292,55 0.00
Batubara — Royalti
Bagi Hasil SDA Mineral dan 0,00 3.650.850,00 100 20.160.323,00
Batubara — Landrent

A.2.1.a.2 | Dana Alokasi Umum 372.455.423.400,00 370.784.608.355,00 | 99,55 373.154.810.990,00

A.2.1.a.3 | Dana Alokasi Khusus (DAK) 97.153.269.255,00 94.551.942.749,00 | 97,32 121.753.373.460,00
Fisik
- SD 11.134.073.000,00 10.630.104.719,00 | 95,47 21.245.049.642,00
- SMP 12.364.253.000,00 12.186.830.233,00 | 98,56 2.696.394.095,00
- Perpustakaan Daerah 306.983.376,00 306.983.376,00 100 0,00
- Pelayanan Kesehatan Dasar 0,00 0,00 0,00 10.389.168.422,00
- Pelayanan Kesehatan Rujukan 0,00 0,00 0,00 32.846.717.673,00
- Pelayanan Kefarmasian 3.408.672.000,00 3.246.004.835,00 | 95,22 4.376.371.915,00
- KB 2.090.215.000,00 2.064.607.000,00 | 98,77 4.336.883.018,00
DAK Perumahan dan 840.000.000,00 840.000.000,00 | 100,00 1.250.776.000,00
Permukiman
DAK Bidang Jalan Reguler 7.046.256.000,00 6.901.715.886,00 | 97,94 8.464.449.329,00
DAK Bidang Infra Struktur 0,00 0,00 0,00 0,00
Sanitasi
DAK Fisik-Bidang Kesehatan 5.009.557.000,00 4.305.789.368,00 | 85,91 349.096.000,00
dan  KB-Reguler-Peningkatan
Kesiapan Sistem Kesehatan
DAK Bidang Sanitasi-reguler 5.243.866.000,00 5.243.800.000,00 | 99,99 9.500.061.000,00
DAK Bidang Pertanian 7.773.121.000,00 7.183.837.960,00 | 92,42 0,00
DAK Bidang Kelautan dan 2.875.000.000,00 2.758.651.650,00 | 95,95 1.159.675.000,00
Perikanan
DAK Bidang Jalan Penugasan 17.372.262.434,00 20.827.893.811,00 | 119,89 7.151.462.822,00
DAK Bidang Irigasi-penugasan 4.383.659.445,00 4.383.633.445,00 | 99,99 1.912.325.904,00
DAK Bidang Air Minum-
Reguler 5.655.351.000,00 5.517.090.466,00 | 97,55 9.352.924.896,00
DAK Bidang Transportasi
Perdesaan 11.650.000.000,00 8.155.000.000,00 70 6.722.017.744,00

A2 1ad Alokasi Khusus (DAK) Non 37.139.706.000,00 21.414.155.057,00 | 57,66 21.852.377.024,00
Fisik
Bantuan Operasional KB 1.860.854.000,00 1.860.854.000,00 100 2.050.828.200,00
Bantuan Operasional Kesehatan 16.769.292.000,00 5.548.333.002,00 | 33,08 3.294.367.739,00
Dana Pelayanan Administrasi 0.00 1.770.213.450,00
Kependudukan 0,00 0,00
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. Anggaran 2022 Realisasi 2022 Realisasi 2021
No Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
BOP Pendidikan Kesetaraan 249.000.000,00 0,00 | 0,00 92.650.000,00
TPG PNSD 10.553.695.000,00 9.057.125.200,00 | 85,81 10.258.794.635,00
Tamsil Guru PNSD 3.024.739.000,00 1.150.749.555,00 | 48,05 441.000.000,00
Dana Ketahanan Pangan Dan 116.800.000,00 55.602.800,00 47,60 0,00
Pertanian
BOP PAUD 3.661.100.000,00 3.379.850.000,00 | 92,32 3.330.300.000,00
Tunjangan Khusus Guru 0,00 0,00 0,00 0,00
Fasilitasi Penanaman Modal 388.654.000,00 151.040.500,00 | 38,86 0,00
BOKKB-BOK 0,00 0,00 0,00
BOKKB-Jaminan Persalinan 304.972.000,00 0,00 | 0,00 0,00
PK2UKM 210.600.000,00 210.600.000,00 | 100,00 222.000.000,00
Dana bantuan BLPS 0,00 0,00 0,00 392.223.000,00
A2lb Dana Penyesuaian 13.804.604.000,00 13.804.604.000,00 100 0,00
Dana Insentif Daerah 13.804.604.000,00 13.804.604.000,00 100 0,00
A22c Dana Keistimewaan 71.006.553.000,00 71.006.553.000,00 100 87.786.467.000,00
Dana Desa 71.006.553.000,00 71.006.553.000,00 | 100,00 87.786.467.000,00
A2.2 Trénsfer Pemerintah Daerah 25.078.284.551,00 17.457.382.028,00 | 69,2 13.257.355.799,00
Lainnya
A.2.2.a | Pendapatan Bagi Hasil Pajak 25.078.284.551,00 17.457.382.028,00 | 69,12 13.257.355.799,00
Bagi Hasil dari PKB 6.386.608.808,00 3.977.315.546,00 | 62,28 1.948.558.219,00
Bagi Hasil dari BBN-KB 4.318.268.458,00 658.886.984,00 | 15,29 931.324.042,00
Bagi Hasil dari PBB-KB 10.788.049.960,00 2.871.911.051,00 | 26,62 2.390.614.480,00
Bagi Hasil dari Pajak
Pengambilan dan Pemanfaatan 7.794.704,00 3.249.249,00 | 41,68 1.865.133,00
Air Permukaan
Bagi Hasil Pajak Rokok 3.577.562.621,00 9.946.019.198,00 | 278,01 7.984.993.925,00
JUMLAH TOTAL 625.551.202.206,00 599.403.659.304,00 | 95,82 629.704.863.809,00
1.A.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Lain-Lain Pendapatan yang Tahun 2022 Tahun 2021
Sah Rp23.407.439.066,00 Rp22.594.736.250,00

Lain-lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar Rp23.407.439.066,00 dari target
sebesar Rp24.936.118.200,00 atau 93,87% dan jika dibandingkan dengan realisasi
Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp22.594.736.250,00 mengalami kenaikan sebesar
Rp812.702.816,00 atau 3,60%. Realisasi sebesar Rp23.407.439.066,00 terdiri dari:
1. Pendapatan Hibah sebesar Rp5.058.045.500,00 yaitu :
a. Pendapatan Hibah RSUD sebesar Rp4.913.724.500,00;
b. Sumbangan pihak ketiga/sejenis sebesar Rp144.321.000,00 terdiri dari PT

Timor Mitra Niaga sebesar Rp10.896.000,00

Rudi

Hartono sebesar
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Rp75.000,00, Sukarno sebesar Rp350.000,00 dan Sumbangan dari panitia
Pacuan Kuda sebesar Rp133.000.000,00.

2. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sebesar Rp18.349.393.566,00 terdiri dari Pendapatan Hibah BOS sebesar
Rp18.347.623.366,00 dan Pendapatan atas pengembalian Hibah sebesar

Rp1.770.200,00.

Realisasi Pendapatan Hibah BOS sebesar Rp18.347.623.366,00 dapat dijelaskan

sebagai berikut :

a. Pendapatan Hibah BOS Reguler SD sebesar Rp9.634.073.276,00;
b. Pendapatan Hibah BOS Reguler SMP sebesar Rp8.713.550.090,00.

Realisasi Pendapatan atas pengembalian Hibah sebesar Rp1.770.200,00 dapat
dijelaskan sebagai berikut :
a. Pengembalian Hibah Tahun 2021 dari Komite Olahraga Nasional Kabupaten

Sumba Barat sebesar Rp1.770.200,00
Tabel 16 Lain-lain PAD yang sah

. Anggaran 2022 Realisasi 2022 Realisasi 2021
No Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
A3l Pendapatan Hibah 5.471.458.000,00 5.058.045.500,00 92,44 266.922.000,00
Pendapatan Hibah dari
. 5.313.458.000,00 4.913.724.500,00 92,48 0,00
Pemerintah Pusat
Pendapatan Hibah CSR 0,00 0,00 0,00 256.900.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga 158.000.000,00 144.321.000,00 91,34 10.022.000,00
Lain-lain pendapatan sesuai
A3.2 dengan ketentuan peraturan 19.464.660.200,00 18.349.393.566,00 94,27 22.327.814.250,00
perundang-undangan
Pendapatan HIBAH Dana Bos 19.462.890.000,00 18.347.623.366,00 94,27 19.202.457.000,00
- BOS SD 0,00 9.634.073.276,00 0,00 10.479.269.000,00
- BOS SMP 0,00 8.713.550.090,00 0,00 8.723.188.000,00
Pendapatan atas pengembalian
. 1.770.200,00 1.770.200,00 100,00 | 3.125.357.250,00
Hibah
- BAWASLU 0,00 0,00 0,00 275.931.849,00
- KPUD 0,00 0,00 0,00 2.849.425.401,00
JUMLAH 24.936.118.200,00 23.407.439.066,00 93,87 | 22.594.736.250,00
BELANJA DAERAH
Tahun 2022 Tahun 2021
BELANJA
Rp687.968.631.961,49 Rp673.098.647.861,79

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp687.968.631.961,49 atau 95,13% dari anggaran sebesar Rp723.169.476.902,00 dan jika
dibandingkan dengan Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp673.098.647.861,79 mengalami kenaikan sebesar Rp14.869.984.099,70 atau 2,21%.
Komposisi Belanja Daerah Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:
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. Anggaran 2022 Realisasi 2022 % Realisasi 2021
Belanja Daerah
Rp Rp Rp
1 | Belanja Operasi 465.614.114.869,00 435.668.745.344,49 | 9357 427.275.757.527,91
2 | Belanja Modal 147.248.974.710,00 142.909.584.239,00 | 97,05 116.870.828.529,88
3 | Belanja Tidak Terduga 1.126.489.023,00 234.000.000,00 20,77 3.140.747.846,00
4 | Belanja Transfer 109.179.898.300,00 109.156.302.378,00 | 99,98 125.811.313.958,00
Jumlah 723.169.476.902,00 687.968.631.961,49 | 95,13 673.098.647.861,79
Rincian realisasi belanja per komponen sebagai berikut :
1.B.1 Belanja Operasi
Belanja Operasi Tahun 2022 Tahun 2021
Rp435.668.745.344,49 Rp427.275.757.527,91
Jumlah sebesar Rp435.668.745.344,49 merupakan realisasi belanja operasi Tahun
Anggaran 2022 dari anggaran sebesar Rp465.614.114.869,00 atau 93,57%, terdiri
dari:
Tabel 17. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022
URAIAN ANGGARAN REALISASI APBD | REALISASIBOS | REALISASIBLUD | REALISASI TOTAL
N REALISASI %
2 3 4 5 6 7 8 9
Belanja
pegawai 190.146.741.909,00 | 179.195.500.543,00 000 | 2212.252.603,00 0,00 | 181.407.753.146,00 | 95,40
Belanja
Barang 257.936.235.868,00 | 190.030.240.656,00 | 14.841.346.320,49 | 26.319.101.695,00 | 6.764.144.140,00 | 237.954.832.811,49 | 92,28
dan Jasa
Belanja
e 5.877.408.092,00 5.335.745.856,00 0,00 0,00 000 | 5335.745.856,00 | 90,78
Belanja
Bantuan 11,653,729,000.00 |  10.970.413.531,00 0,00 0,00 0,00 | 10.970.413.531,00 | 94,14
Sosial
Jumlah
Total 465.614.114.869,00 | 385.531.900.586,00 | 14.841.346.320,49 | 28.531.354.298,00 | 6.764.144.140,00 | 435.668.745.344,49 | 93,57

Uraian lebih lanjut dari masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut:
1.B.1.1. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai Tahun 2022 Tahun 2021
Rp181.407.753.146,00 Rp177.230.355.744,00

Realiasi Belanja Pegawai sebesar Rp181.407.753.146,00 dengan rincian sebagai
berikut:

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Kesehatan

RSUD Waikabubak

RS Kelas D Pratama Hobakalla

57.969.338.719,00
17.199.671.801,00
12.753.520.738,00

11.750.000,00

~ w N
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5  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.251.027.518,00
5 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan 1.872.435.168,00
Pertanahan
7  Satuan Polisi Pamong Praja 2.005.533.001,00
8  Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.203.348.571,00
9  Dinas Sosial 1.506.825.918,00
10 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan 2.156.768.673,00
Perlindungan Anak
11 Dinas Lingkungan Hidup 1.501.803.093,00
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1.179.604.620,00
13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.500.540.063,00
14 Dinas Perhubungan 1.873.671.860,00
15 Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik 1.276.196.767,00
16 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 2.105.031.467,00
17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.476.055.932,00
18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.506.598.412,00
19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.047.213.348,00
20 Dinas Perikanan 1.664.403.510,00
21 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 6.663.434.819,00
22 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2.175.013.006,00
23 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 1.292.124.419,00
24 Sekretariat Daerah 7.181.097.682,00
25 Inspektorat Kabupaten 1.936.089.837,00
26 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 2 155.099.045,00
Pengembangan Daerah
27 Badan Keuangan dan Aset Daerah 1.803.672.674,00
28 Badan .Kepegawalan dan Pengembangan Sumber daya 14.088.582.613,00
Manusia
29 Sekretariat DPRD 14.398.066.112,00
30 Kecamatan Loli 3.368.896.055,00
31 Kecamatan Kota Waikabubak 3.896.177.296,00
32 Kecamatan Wanokaka 877.869.249,00
33 Kecamatan Lamboya 1.191.971.306,00
34 Kecamatan Laboya Barat 883.421.792,00
35 Kecamatan Tana Righu 1.178.026.172,00
36 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.089.734.268,00
37 Badan Pendapatan Daerah 2.167.137.622,00

181.407.753.146,00
Jumlah

Jumlah sebesar Rp181.407.753.146,00 merupakan realisasi Belanja Pegawai atau
95,40% dari anggaran sebesar Rp190.146.741.909,00 dan jika dibandingkan
dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp177.230.355.744,00 mengalami
kenaikan sebesar Rp4.177.397.402,00 atau 7,70%, hal ini disebabkan karena
adanya perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diganti dengan
Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
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Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rincian belanja pegawai sebagai berikut :

Tabel 18 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021

Anggaran Realisasi Realisasi
Uraian Tahun 2022 Tahun 2022 % Tahun 2021
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5
Gaji dan Tunjangan ASN 155.207.579.804,00 152.073.807.079,00 | 97,98 147.983.679.002,00
Gaji dan Tunjangan DPRD 12.759.105.933,00 12.513.055.844,00 | 98,07 11.081.342.526,00
Insentif Pemungutan Pajak 0,00 0,00 | 0,00 0,00
Daerah
Insentif Pemungutan 0,00 0,00 0,00 0,00
Retribusi Daerah
Uang Lembur 0,00 0,00 | 0,00 0,00
Honorarium PNS 0,00 0,00 | 0,00 0,00
Honorarium Non PNS 0,00 0,00 0,00 0,00
Tambahan penghasilan 16.031.663.197,00 13.674.209.812,00 | 85,29 13.184.726.700,00
berdasarkan per timbangan
obyektif lainnya ASN
Belanja gaji dan tunjangan 306.934.595,00 288.827.808,00 | 94,10 133.970.972,00
Kdh/WKDH
Belanja penerimaan lainnya 645.600.000,00 645.600.000,00 100 568.400.000,00
Pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH
Belanja pegawai BLUD 5.195.858.380,00 2.212.252.603,00 | 60,65 1.754.980.000,00
Belanja pegawai BOS 0,00 0,00 0,00 2.523.256.544,00
Jumlah 190.146.741.909,00 181.407.753.146,00 | 95,40 177.230.355.744,00
1.B.1.2. Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 Tahun 2021
Rp237.954.832.811,49 Rp244.673.086.555,91
Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp237.954.832.811,49 dengan rincian
sebagai berikut:
1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 47.390.058.611,49
2  Dinas Kesehatan 23.015.460.270,00
- Puskesmas Puuweri 1.016.066.051,00
- Puskesmas Tanarara 457.408.589,00
- Puskesmas Lahihuruk 508.710.275,00
- Puskesmas Kabukarudi
- Puskesmas Malata 707.397.679,00
- Puskesmas Weekarou 432.325.378,00
- Puskesmas Kareka Nduku 903.354.850,00
- Puskesmas Padediwatu 285.549.275,00
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- Puskesmas Gaura
- Puskesmas Lolowano

RSUD Waikabubak

RS Kelas D Pratama Hobakalla

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Sosial

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perikanan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Sekretariat Daerah

Inspektorat Kabupaten

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manuasia
Sekretariat DPRD

Kecamatan Loli

Kecamatan Kota Waikabubak

Kecamatan Wanokaka

Kecamatan Lamboya

Kecamatan Laboya Barat

Kecamatan Tana Righu

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Pendapatan Daerah

Jumlah

329.315.560,00
326.030.418,00
232.130.620,00
43.186.313.679,00
1.522.033.330,00
10.386.384.073,00
4.344.160.851,00

2.710.249.884,00
1.250.787.814,00
3.153.243.506,00
6.960.130.060,00

3.078.064.520,00
1.193.090.972,00
2.128.651.348,00
1.030.289.611,00
1.261.310.796,00
2.707.316.425,00
1.305.932.569,00
4.548.075.315,00
597.534.327,00
3.462.133.193,00
5.596.892.673,00
3.459.686.576,00
2.373.268.950,00
20.029.490.556,00
3.300.212.582,00
3.321.520.700,00

5.114.871.661,00
5.434.032.135,00
9.166.087.219,00
1.895.661.387,00
1.778.199.661,00
771.691.820,00
923.463.490,00
656.724.580,00
709.228.066,00
740.859.780,00
2.253.431.126,00

237.954.832.811,49

Jumlah sebesar Rp237.954.832.811,49 merupakan realisasi belanja barang dan jasa
Tahun Anggaran 2022 atau 92,28% dari anggaran sebesar Rp257.936.235.868,00
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mengalami penurunan sebesar Rp6.718.253.744,42  atau 2,75% dari realisasi
Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp244.673.086.555,91, hal ini disebabkan karena
adanya perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diganti dengan
Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rincian belanja barang jasa sebagai berikut:

Tabel 19 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan Tahun 2021

Catatan atas Laporan Keuangan

Uraian Anggaran 2022 Realisasi 2022 % Realisasi 2021

Belanja Bahan Pakai Habis 68.198.081.980,00 59.130.397.878,00 86,69 53.665.431.899,09
Belanja Barang tak pakai habis 0,00 0,00 0,00 3.161.700,00
Belanja Jasa Kantor 80.655.118.492,00 75.481.277.752,00 93,59 99.540.206.839,00
Belanja luran Jaminan/Asuransi 9.207.617.661,00 6.764.144.140,00 73,46 12.786.692.240,00
Belanja sewa tanah 21.400.000,00 21.400.000,00 100 7.200.000,00
Belanja sewa peralatan & mesin 821.835.650,00 735.770.700,00 89,53 277.485.000,00
Belanja sewa Gedung dan bangunan 183.500.000,00 167.000.000,00 91,08 88.350.000,00
Belanja jasa konsultansi konstruksi 645.000.000,00 444.231.303,00 79,72 899.646.600,00
Belanja jasa konsultansi non 200.000.000,00 200.000.000,00 100 550.000.000,00
konstruksi
Belanja beasiswa Pendidikan PNS 1.747.900.000,00 1.290.150.000,00 73,81 2.375.200.000,00
Belanja kursus singkat/pelatihan 672.360.000,00 661.754.000,00 98,42 1.775.009.900,00
Belanja insentif bagi pegawai Non
ASN atas pemungutan pajak daerah 175.921.493,00 114.067.919,00 64,84 69.004.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 47.942.881.593,00 40.518.610.904,00 84,52 31.183.389.793,00
Belanja Pemeliharaan 4.645.453.757,00 4.323.800.031,00 93,07 2.871.342.685,82
Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 0 0,00
Belanja uang/jasa untuk diberikan
kepada pihak ketiga/pihak 8,187,208,765.00 6.941.780.169.00 84,70 5.441.479.715,00
lain/masyarakat
Belanja Barang dan Jasa BOS 18.182.600.234,00 14.841.346.320,49 81,60 12.784.308.230,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD 16.449.356.243,00 26.319.101.695,00 160 20.355.177.954,00

JUMLAH 257.936.235.868,00 237.954.832.811,49 92,28 244.673.086.555,91

Belanja Barang dan Jasa BLUD melampaui dari pagu anggaran yang ditetapkan
dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba
Barat Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena pembayaran hutang belanja Tahun
Anggaran 2021 tidak dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022
yang didasarkan pada Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 22.a Tahun 2021
tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan
Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Waikabubak Pasal 10 ayat (1) dengan persentase ambang batas ditetapkan sebesar
10%.
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1.B.1.3. Belanja Bunga

Belania Bunda Tahun 2022 Tahun 2021
J g Rp0,00 Rp0,00
Tidak terdapat realisasi belanja bunga baik Tahun Anggaran 2022 maupun Tahun
Anggaran 2021.
1.B.1.4 Belanja Subsidi
. - Tahun 2022 Tahun 2021
Belanja Subsidi Rp0,00 Rp0,00

Tidak terdapat realisasi belanja subsidi baik Tahun Anggaran 2022 maupun Tahun
Anggaran 2021.

1.B.1.5. Belanja Hibah
Belanja Hibah Tahun 2022 Tahun 2021
Rp5.335.745.856,00 Rp5.245.915.228,00

Jumlah sebesar Rp5.335.745.856,00 merupakan realisasi belanja Hibah Tahun
Anggaran 2022 atau 90,78% dari anggaran sebesar Rp5.877.408.092,00 dan
kenaikan sebesar Rp89.830.628,00 atau 1,71% dari realisasi Tahun Anggaran

2021 sebesar Rp5.245.915.228,00 hal ini disebabkan karena hanya diberikan untuk:

e  Alokasi Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Daerah Lainnya yaitu
pada pengelola Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Realisasi
sebesar Rp3.504.841.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp4.018.650.000,00
dimanfaatkan untuk Belanja Operasional Lembaga PAUD dan Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat ;

o  Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Realisasi sebesar
Rp1.000.000.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00
dimanfaatkan untuk Lembaga/Organisasi di Kabupaten Sumba Barat;

e Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan realisasi sebesar Rp30.000.000,00 dari pagu sebesar
Rp30.000.000,00 yaitu Pengelola Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

e Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik realisasi sebesar
Rp800.904.856,00 dari pagu anggaran sebesar Rp828.758.092,00 yaitu
pengelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 20 Rincian Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Anggaran Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun
No Uraian 2022 2022 2021
(Rp) (Rp) (Rp)

1 Hibah kepada Organisasi Pramuka 0,00 0,00 0,00
2 | Hibah kepada KPUD 0,00 0,00 0,00
3 Hibah kepada Bawaslu 0,00 0,00 0,00
4 | Hibah kepada Badan/Lembaga/ 0,00 0,00 0,00

Organisasi Keagamaan
5 | Hibah kepada Badan/Lembaga/ 0,00 0,00 0,00

Organisasi Non Pemerintah
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Anggaran Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun
No Uraian 2022 2022 2021
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | Hibah kepada Organisasi Pramuka 0,00 0,00 0,00
6 | Hibah kepada Organisasi 0,00 0,00 0,00
Kemasyarakatan
7 | Hibah kepada Badan/Lembaga/ 0,00 0,00 0,00
Organisasi Pendidikan
8 | Hibah kepada PMI 0,00 0,00 0,00
9 | Hibah kepada TNI dan Polri 0,00 0,00 0,00
10 | Hibah KONI 0,00 0,00 0,00
11 | Hibah kepada Pemerintah Daerah
Lainnya 4.862.400.000,00 4.348.591.000,00 4.013.400.000,00
12 | Hibah kepada Badan dan Lembaga
Nirlaba,  sukarela  bersifat  sosial
kemasyarakatan 30.000.000,00 30.000.000,00 190.000.000,00
13 | Hibah kepada Lembaga dan Lembaga
Nirlaba, sukarela dan sosial yang
dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan 156.250.000,00 156.250.000,00 373.350.000,00
14 | Hibah bantuan keuangan kepada Partai
Politik 828.758.092,00 800.904.856,00 669.165.228,00
JUMLAH 5.877.408.092,00 5.335.745.856,00 5.245.915.228,00
1.B.1.6. Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 Tahun 2021
Rp10.970.413.531,00 Rp126.400.000,00

Jumlah sebesar Rp10.970.413.531,00 merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2022 atau 94,14% dari anggaran sebesar Rp11.653.729.000,00
mengalami kenaikan sebesar Rp10.844.013.531,00 atau 79,12% dari realisasi

Tahun Anggaran 2021 sebesar

Rp126.400.000,00. Hal ini disebabkan karena

adanya Dana Insentif Daerah dari Pemerintah Pusat yang dikelola oleh :
1. Dinas Kesehatan realisasi sebesar Rp1.283.078.531,00 dari anggaran sebesar

Rp1.284.732.000,00 digunakan untuk pemberian makanan tambahan kepada
Balita Stunting di Kabupaten Sumba Barat.

2. Dinas Sosial realisasi sebesar Rp2.867.700.000,00 dari anggaran sebesar
Rp2.867.700.000,00 digunakan untuk bantuan modal usaha kepada kelompok
usaha ekonomi produktif, usia lanjut terlantar, penyandang disabilitas,
kelompok usaha bersama perkiosan.

3. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak realisasi sebesar Rp2.195.500.000,00 dari anggaran sebesar
Rp2.195.500.000,00 digunakan untuk bantuan Pemberian Makanan Tambahan
kepada Bayi dan balita, ibu hamil di tingkat kelurahan/desa, dan bantuan usaha
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bagi perempuan di tingkat desa dan kelurahan, serta bantuan usaha bagi
kelompok UPPKS di Kampung Keluraga Berencana.

4. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan realisasi sebesar
Rp3.000.047.000,00 dari anggaran sebesar Rp3.000.047.000,00 digunakan
untuk bantuan Pelaku Usaha Mikro seperti mesin jahit, mesin obras, mesin
potong batu, alat tukang, mesin iris keripik, mesin giling kopi, alat pemecang
biji kemiri, alat pembuat minyak kelapa, freezer ikan, kulkas showcase, dan
lain-lain.

5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan realisasi sebesar Rp964.124.000,00
dari anggaran sebesar Rp965.750.000,00 digunakan untuk bantuan
pengendalian hama belalang berupa bibit sayur dan jagung pulut manis, pompa
air, peserta tanam jagung yg terdampak hama belalang, benih tanaman pangan
dan hortikultura.

6. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja realisasi sebesar Rp659.964.000,00 dari
anggaran sebesar Rp1.340.000.000,00 digunakan untuk bantuan usaha
ekonomi produktif pencari kerja berupa Kegiatan padat karya, penenun
tradisional, material jalan dan benih kolam ikan air tawar.

Tabel 21 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 dan Tahun 2021

N Realisasi
. Realisasi Tahun
No Uraian Anggaran 2022 (Rp) Tahun 2021
2022 (Rp)
(Rp)
1 Bantuan Sosial kepada Individu 4.912.782.000,00 | 4.311.105.531,00 | 126.400.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada
2 organisasi sosial kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada
masyarakat 6.740.947.000,00 | 6.659.308.000,00 0,00
Belanja Bantuan Pendidikan 0,00 0,00 0,00
JUMLAH 11.653.729.000,00 | 10.970.413.531,00 126.400.000,00
1.B.2 Belanja Modal
Belanja Modal Tahun 2022 Tahun 2021
Rp142.909.584.239,00 Rp116.870.828.529,88

Jumlah sebesar Rp142.909.584.239,00 merupakan realisasi Belanja Modal Tanah,
Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta aset
tetap lainnya pada Tahun Anggaran 2022 atau 97,05% dari pagu anggaran sebesar
Rp147.248.974.710,00 mengalami kenaikan sebesar Rp26.038.755.709,12 atau 22,28%
dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp116.870.828.529,88 terdiri dari :

Tabel 22 Realisasi Belanja Modal Tahun 2022

N REALISASI REALISASI REALISASI TOTAL
URAIAN ANGGARAN REALISASI APBD %
(e} BOS BLUD JKN REALISASI
1 2 4 5 6 7 8 9
1 | Belanja 320.000.000,00 307.352.500,00 0,00 0,00 0,00 307.352.500,00 96,05
Modal Tanah
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URAIAN

ANGGARAN

REALISASI APBD

REALISASI
BOS

REALISASI
BLUD

REALISASI
JKN

TOTAL
REALISASI

%

Belanja
Modal
Peralatan &

Mesin

23.904.000.245,00

21.620.566.408,00

22.550.000,00

425.622.833,00

222.922.400,00

22.291.661.641,00

93,25

Belanja
Modal
Gedung &
Bangunan

34.057.786.050,00

32.868.070.896,00

0,00

0,00

0,00

32.868.070.896,00

96,51

Belanja
Modal JIJ

84.415.482.415,00

82.858.618.157,00

0,00

0,00

18.200.000,00

82.876.818.157,00

98,18

Belanja
Modal Aset
Tetap

Lainnya

4.551.706.000,00

549.111.700,00

4.016.569.345,00

0,00

0,00

4.565.681.045,00

100,31

Jumlah
Total

147.248.974.710,00 | 138.203.719.661,00 | 4.039.119.345,00 | 425.622.833,00 | 241.122.400,00 | 142.909.584.239,00 97,05

Rincian belanja modal Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut:

1.B.2.1. Belanja Modal Tanah
Jumlah sebesar Rp 307.352.500,00 merupakan realisasi belanja modal tanah
pada Tahun Anggaran 2022 atau 96,05 % dari pagu anggaran sebesar Rp
320.000.000,00 .
Realisasi Belanja Tanah dengan rincian sebagai berikut:

] Anggaran 2022 Realisasi 2022 % Realisasi 2021
Belanja Modal Tanah
Rp Rp Rp
Pengadaan Tanah 320.000.000,00 307.352.500,00 100 0,00
Jumlah 320.000.000,00 307.352.500,00 | 96,05 0,00
Belanja Modal Tanah telah direalisasikan oleh beberapa Perangkat Daerah/Unit
Kerja sebagai berikut:
1 Dinas Kesehatan 157.402.500,00
2 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 149.950.000,00
Jumlah 307.352.500,00

1.B.2.2. Belanja Modal Peralatan & Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan & Anggaran 2022 Realisasi 2022 % Realisasi 2021
Mesin Rp Rp Rp
Pengadaan alat-alat bantu 12.000.000,00 12.000.000,00 100 25.000.000,00
Pengadaan alat-alat angkutan 1.828.467.750,00  1.715.122.50000 9380  3.628.425.280,00
darat bermotor

Pengadaan alat bengkel bermesin 0,00 0,00 0,00
Pengadaan alat-alat ukur 1.800.499.200,00 1.800.499.200,00 100 24.000.000,00
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Pengadaan alat-alat pengolahan 2.008.900.000,00 2.003.650.000,00 99,74 0,00
Pengadaan alat pernehharaan 0.00 0.00 0 11.850.000,00
tanaman/alat penyimpan
Pengadaan alat kantor 562.485.166,00 547.603.476,00 97,35 325.721.900,00
Pengadaan alat rumah tangga 1.904.462.800,00 1.431.880.002,00 75,19 0,00
Pengadaan Komputer 5.372.515.189,00 5.123.104.708,00 95,36 6.260.382.040,00
Pengadaan Meja dan Kursi 0,00 000 ° 1,578.595.300,00
Kerja/Rapat
Pengadaan alat studio 7.500.000,00 7.500.000,00 100 35.987.000,00
Pengadaan alat komunikasi 0,00 0,00 0 7.500.000,00
Pengadaan alat-alat kedokteran 9.404.703.140,00 8.956.208.868,00 218,91  31.340.320.938,00
Pengadaan Peralatan Pemancar 0,00 0,00 0 1.854.007.599,00
Pengadaan alat kesehatan 0,00 0,00 0 2.500.000,00
Pengadaan unit-unit Laboratorium 121.390.000,00 121.013.000,00 99,69 232.675.000,00
Pengadaan Sumur 75.000.000 74.953.000,00 99,94 0,00
Alat keselamatan kerja 50.000.000,00 49.954.054,00 99,91 1.250.000,00
Peralatan Olahraga 0,00 0,00 0 144.454.000,00
Peralatan dan Mesin BOS 22.550.000,00 22.550.000,00 100 0,00
Peralatan dan Mesin BLUD 750.000.000,00 425.622.833,00 56,75 255.217.693,00
23.904.000.245,00  22.291.661.641,00 93,25  45.727.886.750,00

Jumlah

Belanja Peralatan dan Mesin telah direalisasikan oleh beberapa Perangkat

Daerah/Unit Kerja sebagai berikut:
1 Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

RSUD Waikabubak

RS Kelas D Pratama Hobakalla

o O AW

Pertanahan

~

8 Badan Penangulangan Bencana Daerah
9 Dinas Sosial

10 Dinas Lingkungan Hidup

11 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

13 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak
14  Dinas Perhubungan
15 Dinas Komunikasi
Statistik

Dan

Informatika, Persandian dan

16 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

18 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

19 Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan

2.985.680.700,00
4.429.082.568,00
5.339.347.333,00
76.982.500,00
343.956.682,00
45.600.000,00

17.750.000,00
13.683.400,00
111.029.570,00
673.063.000,00
48.284.000,00
132.796.600,00
191.430.000,00

1.829.794.200,00
252.536.800,00

36.862.500,00
143.859.130,00
352.527.876,00
150.108.000,00

74



Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

Catatan atas Laporan Keuangan

20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

21 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

22 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

23 Setda

24 Inspektorat Kabupaten

25 Badan Perencanaan
Pengembangan Daerah

26 Badan Keuangan dan Aset Daerah

27 Badan Pendapatan Daerah

28  Sekretariat DPRD

29 Kecamatan Loli

30 Kecamatan Kota Waikabubak

31 Kecamatan Wanokaka

32 Kecamatan Lamboya

33 Kecamatan Laboya Barat

34 Kecamatan Tana Righu

35 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pembangunan,

Jumlah

1.B.2.3. Belanja Modal Gedung & Bangunan

Penelitian

2.019.983.000,00
49.104.107,00
97.554.450,00
1.366.470.695,00
676.055.000,00
103.942.842,00

173.100.000,00
214.675.200,00
84.110.000,00
58.475.000,00
73.589.100,00
52.982.500,00
16.500.000,00
15.214.888,00
27.995.000,00
87.535.000,00

22.291.661.641,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai

berikut:
Belanja Modal gedung & Anggaran 2022 Realisasi 2022 % Realisasi 2021
Bangunan Rp Rp Rp
. 32.512.972.050,00 31.543.490.774,00 | 97,02 27.965.035.611,33

Pengadaan Gedung Tempat Kerja
Pengadaan Bangunan Tempat 1.478.314.000,00 1.274.621.242,00 | 86,22 451.947.000,00
Tinggal

" . 50.000.000,00 49.958.880,00 | 99,92 129.500.000,00
Tugu titik kontrol pasti
Jumlah 34.041.286.050,00 32.868.070.896,00 | 96,55 28.546.484.612,69

Belanja Modal Gedung dan Bangunan telah direalisasikan oleh beberapa Perangkat
Daerah/Unit Kerja sebagai berikut:
1  Dinas Pendidikan

18.412.919.166,00
6.720.191.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penduduk, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

2 Dinas Kesehatan
3
4
dan Pertanahan
5
6 Dinas Pengendalian
7

Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan

49.958.880,00
54.400.000,00

99.970.000,00
228.281.000,00

60.000.000,00
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8  Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 619.189.950,00
9 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2.090.467.900,00
10  Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 3.712.940.000,00
11  Setda 809.753.000,00
12 Inspektorat Kabupaten 10.000.000,00
JUMLAH 32.868.070.896,00

1.B.2.4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan rincian sebagai

berikut:
Belanja Modal Jalan, Irigasi & Anggaran 2022 Realisasi 2022 % Realisasi 2021
Jaringan Rp Rp Rp
Pengadaan Jalan 64.948.488.489,00 63.989.996.861,00 98,42 24.066.487.461,54
Pengadaan Jembatan 1.000.000.000,00 790.608.559,00 79,06 35.996.000,00
Pengadaan Bangunan Air Irigasi 4.287.934.445,00 4.287.923.445,00 100,00 1.971.080.904,66
Bangunan Pengaman 4.249.500.625,00 4.249.467.476,00 100,0 0,00
Sungai/Pantai dan 0

Penanggulangan Bencana Alam

Pengadaan bangunan air 6.899.429.056,00 6.551.679.147,00 11.215.155.436,64
bersih/baku 94,96

Pengadaan bangunan air kotor 840.772.000,00 831.378.000,00 98,88 537.444.183,76
Pengadaan Jaringan Air Minum 100.000.000,00 99.038.085,00 99,04 401.493.000,00
Pengadaan Jaringan Listrik 2.089.357.800,00 2.076.726.584,00 99,40 233.270.000,00
Jumlah 84.415.482.415,00 82.876.818.157,00 98,09 38.460.924.985,49

Belanja Modal Jalan, lIrigasi, dan Jaringan telah direalisasikan oleh beberapa
Perangkat Daerah sebagai berikut:

1 Dinas Kesehatan 1.327.785.000,00

3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 80.240.293.573,00

4 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 1.193.776.584,00
Pertanahan

5 Kecamatan Laboya Barat 10.000.000,00

6 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 104.963.000,00

Jumlah 82.876.818.157,00

1.B.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Aset Tetap Anggaran 2022 Realisasi 2022 % Realisasi 2021
Lainnya Rp Rp Rp
Pengadaan Ternak Lainnya 0,00 0,00 99,84 5.000,000,00
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Aset tak berwujud 550.000.000,00 549.111.700,00 13.300.000,00

Aset Tetap Lainnya — BOS

Jumlah

4.001.706.000,00 4.016.569.345,00 100,37 4.117.232.181,70

4.551.706.000,00 4.565.681.045,00 100,31 4.135.532.181,70

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya telah direalisasikan oleh beberapa Perangkat
Daerah sebagai berikut:

1 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 4.016.569.345,00
2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 299.111.700,00
3 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 250.000.000,00

Jumlah 4.565.681.045,00

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan sebesar
Rp25.415.169.211,00 termasuk didalamnya belanja yang bersumber dari Dana BOS
diseluruh sekolah negeri (SD dan SMP) sebesar Rp4.039.119.345,00.

Atas realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp142.839.593.855,00

tidak seluruhnya menambah nilai Aset Tetap, diantaranya terdapat pada perangkat

daerah berikut:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga realisasi Belanja Modal sebesar
Rp25.415.169.211,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar
Rp24.617.608.394,00 sedangkan sisanya sebesar Rp797.560.817,00 tidak
menambah aset tetap dengan rincian sebesar Rp740.270.233,00 merupakan
belanja modal dibawabh nilai kapitalisasi aset tetap dan sebesar Rp57.290.584,00
merupakan belanja modal yang masuk persediaan.

2. Dinas Kesehatan, realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp12.634.461.068,00
namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar Rp12.390.322.778,00
sedangkan sisanya sebesar Rp244.138.290,00 tidak menambah aset tetap yang
merupakan belanja modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap.

3. RS Kelas D Pratama Hobakalla, realisasi Belanja Modal adalah sebesar
Rp76.982.500,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar
Rp66.982.500,00 sedangkan sisanya sebesar Rp10.000.000,00 tidak menambah
aset tetap yang merupakan belanja modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap.

4. RSUD  Waikabubak, realisasi Belanja Modal adalah  sebesar
Rp5.339.347.333,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar
Rp5.311.292.333,00 sedangkan sisanya sebesar Rp28.055.000,00 tidak
menambah aset tetap yang merupakan belanja modal dibawah nilai kapitalisasi
aset tetap.

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, realisasi Belanja Modal adalah
sebesar Rp80.863.330.451,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar
Rp80.854.987.621,00 sedangkan sisanya sebesar Rp8.342.830,00 tidak
menambah aset tetap yang merupakan belanja modal dibawah nilai kapitalisasi
aset tetap.

6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, realisasi Belanja Modal
adalah sebesar Rp1.293.776.584,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap
sebesar Rp1.255.776.584,00 sedangkan sisanya sebesar Rp19.600.000,00 tidak
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menambah aset tetap peralatan dan mesin dan Gedung Bangunan tidak
menambah aset tetap sebesar Rp18.400.000,00 yang merupakan belanja modal
dibawah nilai kapitalisasi aset tetap.

7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, realisasi Belanja Modal
adalah sebesar Rp17.750.000,00 merupakan belanja modal yang menambah
nilai Aset Tetap.

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, realisasi Belanja Modal adalah
sebesar Rp13.683.400,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar
Rp11.933.400,00 sedangkan sisanya sebesar Rp1.750.000,00 tidak menambah
Aset Tetap yang merupakan belanja modal dibawah kapitalisasi Aset Tetap.

9. Dinas sosial, realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp111.029.570,00
merupakan belanja modal yang menambabh nilai Aset Tetap.

10. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak, realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp419.711.000,00 namun yang
menambah nilai Aset Tetap sebesar Rp275.972.350,00 sedangkan sisanya
sebesar Rp143.738.650,00 tidak menambah Aset Tetap yang merupakan
belanja modal dibawah kapitalisasi Aset Tetap.

11. Dinas Lingkungan Hidup, realisasi Belanja Modal adalah sebesar
Rp673.063.000,00 merupakan belanja modal yang menambah nilai Aset Tetap.
Namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar Rp669.598.000,00 sedangkan
sisanya sebesar Rp3.465.000,00 tidak menambah Aset Tetap yang merupakan
belanja modal dibawah kapitalisasi Aset Tetap.

12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, realisasi Belanja Modal adalah sebesar
Rp148.254.000,00 merupakan belanja modal yang menambah nilai Aset Tetap.

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, realisasi Belanja Modal adalah sebesar
Rp132.796.600,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar
Rp132.036.600,00 merupakan belanja modal yang menambah nilai Aset Tetap
sedangkan sisanya sebesar Rp760.000,00 merupakan belanja modal dibawah
nilai kapitalisasi aset tetap.

14. Dinas  Perhubungan, realisasi Belanja Modal adalah  sebesar
Rp1.829.794.200,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar
Rp1.817.941.700,00 merupakan belanja modal yang menambah nilai Aset
Tetap sedangkan sisanya sebesar Rp11.852.500,00 merupakan belanja modal
dibawah nilai kapitalisasi aset tetap.

15. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, realisasi Belanja
Modal adalah sebesar Rp252.536.800,00 namun yang menambah nilai Aset
Tetap sebesar Rp246.938.500,00 merupakan belanja modal yang menambah
nilai Aset Tetap sedangkan sisanya sebesar Rp5.598.300,00 merupakan belanja
modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap.

16. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, realisasi Belanja Modal adalah
sebesar Rp 186.812.500,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar
Rp183.862.500,00 merupakan belanja modal yang menambah nilai Aset Tetap
sedangkan sisanya sebesar Rp2.950.000,00 merupakan belanja modal dibawah
nilai kapitalisasi aset tetap.

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, realisasi Belanja
Modal adalah sebesar Rp143.859.130,00 namun yang menambah nilai Aset
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Tetap sebesar Rp133.695.130,00 merupakan belanja modal yang menambah
nilai Aset Tetap sedangkan sisanya sebesar Rpl10.164.000,00 merupakan
belanja modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap.

18. Dinas Kelautan dan Perikanan tidak terdapat Belanja Modal Tahun Anggaran
2022.

19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, realisasi Belanja Modal adalah sebesar
Rp2.744.135.950,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar
Rp2.741.235.950,00 merupakan belanja modal yang menambah nilai Aset
Tetap sedangkan sisanya sebesar Rp2.900.000,00 merupakan belanja modal
dibawah nilai kapitalisasi aset tetap.

20. Dinas Peternakan, realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp2.139.572.007,00
seluruhnya menambah nilai Aset Tetap.

21. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja realisasi Belanja Modal adalah sebesar
Rp4.060.494.450,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar
Rp4.050.494.450,00 merupakan belanja modal yang menambah nilai Aset
Tetap sedangkan sisanya sebesar Rp10.000.000,00 merupakan belanja modal
dibawah nilai kapitalisasi aset tetap.

22. Sekretariat Daerah realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp2.176.223.695,00
namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar Rp1.961.794.645,00
merupakan belanja modal yang menambah nilai Aset Tetap sedangkan sisanya
sebesar Rp214.429.050,00 merupakan belanja modal dibawah nilai kapitalisasi
aset tetap.

23. Inspektorat  Kabupaten, realisasi Belanja Modal adalah  sebesar
Rp686.055.000,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar
Rp670.135.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp5.920.000,00 tidak menambah
aset tetap Peralatan dan mesin dan Gedung Bangunan tidak menambah aset
tetap sebesar Rp10.000.000,00 yang merupakan belanja modal dibawah nilai
kapitalisasi aset tetap.

24. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah,
realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp103.942.842,00 Seluruhnya
Menambah nilai aset tetap.

25. Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah, realisasi Belanja Modal adalah
sebesar Rp173.100.000,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar
Rp172.450.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp650.000,00 merupakan
belanja modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap.

26. Badan Pendapatan Daerah, realisasi Belanja Modal adalah sebesar
Rp214.675.200,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar
Rp192.349.918,18 sedangkan sisanya sebesar Rp22.325.281,82 merupakan
belanja modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap.

27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tidak terdapat
realisasi Belanja Modal tahun 2022.

28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, realisasi Belanja Modal adalah sebesar
Rp87.535.000,00 dan seluruhnya menambah Aset Tetap.

29. Sekretariat DPRD, realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp84.110.000,00
dan seluruhnya menambah Aset Tetap.
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30. Kecamatan Loli realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp58.475.000,00
namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar Rp50.975.000,00 sedangkan
sisanya sebesar Rp7.500.000,00 merupakan belanja modal di bawah kapitalisasi
aset tetap.

31. Kecamatan Kota Waikabubak realisasi Belanja Modal adalah sebesar
Rp73.589.100,00 dan seluruhnya menambah Aset Tetap.

32. Kecamatan Wanukaka realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp52.982.500,00
namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar Rp51.927.500,00 sedangkan
sisanya sebesar Rp1.055.000,00 tidak menambah nilai Aset Tetap karena
merupakan belanja modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap.

33. Kecamatan Lamboya realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp16.500.000,00
dan seluruhnya menambah nilai Aset Tetap.

34. Kecamatan Laboya Barat realisasi Belanja Modal adalah sebesar
Rp25.214.888,00 namun Yyang menambah nilai Aset Tetap sebesar
Rp24.403.588,00 sedangkan sisanya sebesar Rp811.300,00 tidak menambah
nilai Aset Tetap karena merupakan belanja modal dibawah nilai kapitalisasi aset
tetap.

35. Kecamatan Tana Righu realisasi Belanja Modal adalah sebesar
Rp27.995.000,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar
Rp2.420.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp25.575.000,00 tidak menambah
nilai Aset Tetap karena merupakan belanja modal dibawah nilai kapitalisasi aset
tetap.

36. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan realisasi Belanja Modal adalah sebesar
Rp210.108.000,00 seluruhnya menambah nilai Aset Tetap.

37. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan realisasi Belanja Modal adalah sebesar
Rp352.527.876,00 namun yang menambah nilai Aset Tetap sebesar
Rp347.754.732,00 merupakan belanja modal yang menambah nilai Aset Tetap
sedangkan sisanya sebesar Rp4.773.144,00 merupakan belanja modal dibawah
nilai kapitalisasi aset tetap.

Atas realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022, yang tidak menambah Aset

Tetap/tidak dikapitalisasi adalah sebesar Rp1.583.914.162,82.

1.B.3 Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 Tahun 2021
Rp234.000.000,00 Rp3.140.747.846,00

Jumlah  sebesar Rp234.000.000,00 merupakan realisasi belanja Belanja Tidak
Terduga yang disalurkan Tahun Anggaran 2022 atau 20,77% dari anggaran sebesar
Rp1.126.489.023,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.906.747.846,00 atau 92,55%
dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.140.747.846,00. Realisasi Belanja
Tidak Terduga dalam rangka penanganan dampak inflasi sektor transportasi angkutan
umum dan nelayan penerima bantuan sosial pengendalian inflasi daerah Kabapaten
Sumba Barat. Realisasi pemanfaatan Belanja Tidak Terduga per 31 Desember 2022
dapat dilihat pada tabel berikut ini terdiri dari :
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Tabel 23 Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022

No Nama Penerima Anggaran yang Realisasi Belanja
disalurkan
1 Badan Keuangan dan Aset Daerah 1.126.489.023,00 234.000.000,00
Jumlah total 1.126.489.023,00 234.000.000,00
1.C. TRANSFER
Transfer Tahun 2022 Tahun 2021

Rp109.156.302.378,00 Rp125.811.313.958,00

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp109.156.302.378,00 atau 99,98% dari
target sebesar Rp109.179.898.300,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi Transfer
Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp125.811.313.958,00 mengalami penurunan sebesar
Rp16.655.011.580,00 atau 13,24%.
1.C.1 Transfer/Bagi Hasil Pajak ke Desa
Transfer/Bagi Hasil Pajak ke Tahun 2022 Tahun 2021
Desa Rp693.983.498,00 Rp693.983.442,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak ke Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp693.983.498,00 atau 100% dari target sebesar Rp693.983.500,00 dan jika
dibandingkan degn realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp693.983.442,00
mengalami kenaikan sebesar Rp56,00 atau 0,081%.

Realisasi belanja transfer bagi hasil pajak sebesar Rp693.983.498,00 tersebar di 63
Desa pada enam Wilayah Kecamatan yang terbagi dalam 2 tahap terdiri dari:

1. Tahap | (Bulan Januari s/d Juni 2022) sebesar Rp346.991.750,00

2. Tahap Il (Bulan Juli s/d Desember 2022) sebesar Rp346.991.748,00

Tabel 24 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak ke Desa Tahun 2022

No Tanggal Nomor SP2D Jumlah
1 2 3 4
1 | 27 September 2022 24.10/03.0/00095/L.S/2.13.0.00.0.00.01.000/P.10/9/2022 346.991.750,00
2 | 7 Desember 2022 24.10/03.0/000165/L.S/2.13.0.00.0.00.01.000/P.12/12/2022 346.991.748,00
JUMLAH TOTAL 693.983.498,00

Keterangan: Rincian Transfer Bagi hasil Pajak ke Desa dapat dilihat pada
Lampiran 1

1.C.2 Transfer/Bantuan Keuangan
Transfer/Bantuan Tahun 2022 Tahun 2021
Keuangan Rp108.462.318.880,00 Rp125.117.330.516,00

Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp108.462.318.880,00
atau 99,98% dari target shesar Rp108.485.914.800,00 dan jika dibandingkan dengan
realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp125.117.330.516,00 mengalami penurunan
sebesar Rp16.655.011.636,00 atau 13,31%.
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1.C.2.1. Bantuan Keuangan ke Desa

Bantuan Keuangan

ke Desa

Realisasi

Bantuan

Tahun 2022

Tahun 2021

Rp108.462.318.880,00

Rp125.117.330.516,00

Keuangan ke Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar

Rp108.462.318.880,00 atau 99,98% dari target sebesar Rp108.485.914.800,00 dan

jika

dibandingkan

dengan

realisasi

Tahun

Anggaran

2021 sebesar

Rp125.117.330.516,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.655.011.636,00 atau
13,31% telah disahkan dengan SP2D dan SPB BUD Kabupaten Sumba Barat.

Tabel 25 Realisasi Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2022 dan 2021

Uraian Anggaran 2022 Realisasi 2022 % Realisasi 2021
Bantuan Keuangan ke | 108.485.914.800,00 | 108.462.318.880,00 | 99,98/ 125.117.330.516,00
Desa

Realisasi Bantuan Keuangan ke Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar

Rp108.462.318.880,00 terdiri dari :
1. Realisasi sebesar Rp71.006.553.000,00 yaitu Dana Desa yang ditransfer
langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa,
dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 26 Rincian realisasi belanja bantuan keuangan desa dari RKUN ke
Rekening Kas Desa Tahun 2022

No Tanggal Nomor SP2D Jumlah

1 2 3 4

1 07 Maret 2022 22220410301000000 1.203.496,000.00
2 11 Maret 2022 22220410301000000 506,700,000.00
3 16 Maret 2022 22220410301000000 442,800,000.00
4 16 Maret 2022 22220410301000000 1,349,819,280.00
5 22 Maret 2022 22220410301000000 1,622,477,760.00
6 29 Maret 2022 22220410301000000 968,838,960.00
7 1 April 2022 22220410301000000 917,100,000.00
8 21 April 2022 22220410301000000 1,397,142,960.00
9 22 April 2022 22220410301000000 884,520,320.00
10 22 April 2022 22220410301000000 872,100,000.00
11 10 Mei 2022 22220410301000000 2,472,016,720.00
12 12 Mei 2022 22220410301000000 4,140,037,360.00
13 18 Mei 2022 22220410301000000 1,379,125,760.00
14 17 Mei 2022 22220410301000000 2,866,500,000.00
15 23 Mei 2022 22220410301000000 705,794,400.00
16 23 Mei 2022 22220410301000000 621,900,000.00
17 23 Mei 2022 22220410301000000 287,100,000.00
18 7 Juni 2022 22220410301000000 233,100,000.00
19 7 Juni 2022 22220410301000000 290,650,400.00
20 8 Juni 2022 22220410301000000 6,514,200,000.00
21 8 Juni 2022 22220410301000000 541,127,200.00
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No Tanggal Nomor SP2D Jumlah
22 17 Juni 2022 22220410301000000 102,600,000.00
23 21 Juni 2022 22220410301000000 1,634,022,080.00
24 22 Juni 2022 22220410301000000 2,296,157,600.00
25 27 Juni 2022 22220410301000100 1,856,890,960.00
26 5 Juli 2022 22220410301000100 2,835,449,600.00
27 5 Juli 2022 22220410301000100 335,700,000.00
28 22 Juli 2022 22220410301000100 3,643,246,160.00
29 5 Agustus 2022 22220410301000100 5,165,100,000.00
30 5 Agustus 2022 22220410301000100 1,849,944,720.00
31 18 Agustus 2022 22220410301000100 1,377,472,800.00
32 18 Agustus 2022 22220410301000100 1,684,800,000.00
33 23 Agustus 2022 22220410301000100 880,562,400.00
34 13 September 2022 22220410301000100 310,062,400.00
35 4 Oktober 2022 22220410301000100 1,402,396,000.00
36 6 Oktober 2022 22220410301000100 766,310,000.00
37 17 Oktober 2022 22220410301000100 6,849,900,000.00
38 17 Oktober 2022 22220410301000100 1,945,961,200.00
39 8 November 2022 22220410301000100 1,536,503,080.00
40 11 November 2022 22220410301000100 1,043,373,120.00
41 1 November 2022 22220410301000100 1,307,770,120.00
42 1 November 2022 22220410301000100 1,965,783,640.00
JUMLAH TOTAL 71.006.553.000,00

2. Realisasi sebesar Rp37.455.765.880,00 yaitu belanja ADD yang ditransfer dari
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa, dengan rincian
sebagai berikut :

Tabel 27 Rincian realisasi belanja ADD dari RKUD ke Rekening Kas Desa

No Tanggal SP2D Nomor SP2D Jumlah
1 2 3 4
1 23-03-2022 24.10/04.0/000005/L.S/2.13.0.00.0.00.01.0000/P.07/3/2022 4.737.159.339,00
2 25-04-2022 24.10/04.0/000013/L.S/2.13.0.00.0.00.01.0000/P.08/4/2022 4.268.702.400,00
3 17-06-2022 24.10/04.0/000037/L.S/2.13.0.00.0.00.01.0000/P.09/6/2022 9.005.861.739,00
4 26-07-2022 24.10/04.0/000055/L.S/2.13.0.00.0.00.01.0000/P.09/7/2022 3.001.953.919,00
5 25-08-2022 24.10/04.0/000065/L.S/2.13.0.00. 0.00.01.0000/P.09/8/2022 3.001.953.919,00
6 07-09-2022 24.10/04.0/000085/L.S/2.13.0.00.0.00.01.0000/P.09/8/2022 3.001.953.919,00
7 30-11-2022 24.10/04.0/000138/L.S/2.13.0.00.0.00.01.0000/P.11/11/2022 6.941.526.910,00
8 12-12-2022 24.10/04.0/000207/L.S/2.13.0.00. 0.00.01.0000/P.12/12/2022 3.472.673.871,00
9 15-12-2022 24.10/04.0/000235/L.S/2.13.0.00. 0.00.01.0000/P.14/12/2022 23.979.864,00
JUMLAH 37.455.765.880,00
TOTAL

Rincian Dana Desa dapat dilihat pada Lampiran 1.1
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1.C.2.2. Bantuan Keuangan Lainnya
Bantuan Keuangan Tahun 2022 Tahun 2021
Lainnya Rp 0,00 Rp 0,00

Tidak terdapat realisasi Bantuan Keuangan Lainnya baik Tahun Anggaran 2022
maupun Tahun Anggaran 2021.

Surplus Anggaran Realisasi
(Defisit) Tahun 2022 Tahun 2022 Tahun 2021
(Rp19.544.611.053,00) Rp5.287.778.347,34 Rp35.467.076.842,85

Jumlah surplus/defisit dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.287.778.347,34
merupakan selisih antara total realisasi pendapatan Daerah sebesar
Rp693.256.410.308,83 dengan total realisasi belanja daerah sebesar Rp
687.968.631.961,49.

1.D. PEMBIAYAAN
1.D.1 Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 Tahun 2021
Rp33.293.383.393,80 Rp11.577.534.209,96

Jumlah sebesar Rp33.293.383.393,80 merupakan realisasi penerimaan pembiayaan pada
Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Silpa Tahun sebelumnya dan koreksi SiLPA Tahun
Anggaran 2021:

Tabel 28 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 dan Tahun 2021

No Uraian Tahun 2022 Tahun 2021

1) Penggunaan SiLPA tahun lalu 33.294.611.053,00 11.662.335.608,66

2) Pinjaman 0,00 0,00
Koreksi SiLPA Tahun Anggaran 2021

3) (1.227.659,01) (84.801.398,70)

(Saldo awal Tahun Anggaran 2022)

Jumlah 33.293.383.393,80 11.577.534.209,96
Uraian lebih lanjut dari penerimaan pembiayaan untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
1.D.1.1. Penggunaan SiLPA Tahun Lalu

SiLPA Tahun Lalu Tahun 2022 Tahun 2021
Rp33.293.383.393,80 Rp11.577.534.209,96

Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp33.293.383.393,80 terdiri

dari:

1. Kas di Kas daerah Tahun Anggaran 2021 bersih setelah dikurangi PFK
sebesar Rp20.317.566.719.00

2. Kas di Bendahara Pengeluaran 2021 yang telah disetor tahun 2022 sebesar

Rp21.694.460,61.

Kas di FKTP Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.298.704.416,00

4. Kas BLUD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.395.214.623,20 dan

w
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5. Kas BOS Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.721.416.234,10
6. Utang PFK Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp459.985.400,10)
7. Koreksi Utang PFK BUD Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp1.227.659,01)

1.D.1.2. Pinjaman
Pinjaman Tahun 2022 Tahun 2021
Rp 0,00 Rp 0,00
Tidak terdapat pinjaman pada Tahun Anggaran 2022.

1.D.2 Pengeluaran Pembiayaan
Tahun 2022 Tahun 2021

Pembiayaan Rp13.750.000.000,00 Rp13.750.000.000,00

Terdapat pengeluaran pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp13.750.000.000,00
merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat pada
PT Bank NTT.

1.D.2.1. Penyertaan Modal

Modal Tahun 2022 Tahun 2021

Rp13.750.000.000,00 Rp13.750.000.000,00

Jumlah sebesar Rp13.750.000.000,00 merupakan realisasi Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah pada Bank NTT Tahun Anggaran 2022 dari pagu anggaran
sebesar Rp13.750.000.000,00.

1.D.2.2. Dana Cadangan
Dana Cadangan Tahun 2022 Tahun 2021
Rp 0,00 Rp 0,00
Tidak terdapat Dana Cadangan Tahun Anggaran 2022

1.D.2.3. Pokok Pinjaman
Pokok Pinjaman Tahun 2022 Tahun 2021
Rp 0,00 Rp 0,00

Tidak terdapat Pokok Pinjaman baik Tahun Anggaran 2022 maupun Tahun
Anggaran 2021.

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

. . 2022 2021
SiLPA Tahun Berjalan

Rp24.831.161.741,14 Rp33.294.611.052,81

SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp24.831.161.741,14 dan Tahun Anggaran
2021 sebesar Rp33.294.611.052,81 dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel 29 Realisasi SILPA Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021

Realisasi
. Anggaran 2022
No Uraian 2022 % 2021
(Rp)
(Rp) (Rp)
1 Surplus (defisit) (19.544.611.053,00) 5.293.279.963,83 | (27,08) 35.467.076.842,85
2 Penerimaan 33.294.611.053,00 33.287.881.777,31 99,98 11.577.534.209,96
Pembiayaan
3 Pengeluaran 13.750.000.000,00 13.750.000.000,00 | 100,00 13.750.000.000,00
Pembiayaan
SiLPA 0,00 24.831.161.741,14 0,00 33.294.611.052,81

PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN

LEBIH (LP-SAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan
informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan.
I1.LA Saldo Anggaran Lebih Tahun Yang Lalu
Saldo Anggaran Lebih Tahun Yang Lalu merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun
anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp33.294.611.052,81 yang terdiri dari:

1) Kas di Kas Daerah 2021 : Rp20.317.566.719,00
2) Kas di Bendahara Pengeluaran 2021 : Rp21.694.460,61

3) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 2021 : Rp0,00

4) Kasdi BLUD 2021 : Rp2.395.214.623,20

5) Kasdi FKTP 2021
6) Kas di Bendahara BOS 2021
7) Utang PFK BUD 2021

- Rp8.298.704.416,00
- Rp2.721.416.234,10
- (Rp459.985.400,10)

11.B  Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih merupakan SiLPA Tahun 2022 yang telah
digunakan  sebagai  Penerimaan  Pembiayaan  Tahun 2022  sebesar
Rp33.293.383.393,80.
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp24.831.161.741,14 dapat
diuraikan sebagai berikut:
1. Surplus/Defisit Anggaran
2. Pembiayaan Netto : Rp19.544.611.053,00
3. SIiLPA/SIKPA Tahun berjalan : Rp24.831.161.741,14
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.227.659,01).
Lain-lain
Tidak terdapat transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL.
Saldo Anggaran Lebih Tahun berjalan
Sisa Anggaran Lebih Tahun berjalan sebesar Rp24.831.161.741,14 dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. Kas di Kas Daerah 2022
2. Kas di Bendahara Pengeluaran 2022

11.C

: Rp5.293.279.963,83

11.D
IL.E

1.F

Rp12.835.263.974,76
Rp3.879.170,00
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Kas di BLUD 2022

Kas di FKTP 2022

Kas di Bendahara BOS 2022
Utang PFK

Rp292.661.309,59
Rp9.521.943.589,00
Rp2.185.757.377,74
(Rp8.397.651,00)

No g~ w

Biaya Administrasi Penutupan Rekening BRI

I11. PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA
I11.LA ASET

111.A.1. ASET LANCAR
111.LA.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah

31 Desember 2022

Rp53.970,62

31 Desember 2021

Rp12.835.263.974,76

Rp20.317.566.719,00

Saldo kas di kas daerah menunjukkan saldo kas pemerintah daerah yang berada di
Rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.835.263.974,76 dan
per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.317.566.719,00 Rincian saldo rekening Kas
Daerah per 31 Desember 2022 sebagai berikut:
Tabel 30 Rincian Rekening Kas di Kas Daerah

Rp12.839.166.175,38 dengan rincian sebagai berikut :

Nama Rekening 31 Desember
. 31 Desember 2022
No Uraian (Rp) 2021
p
(Rp)
A. | Bank NTT Cab.
Waikabubak
1. | No. Rek. 01.40.000054-1 BUPATI SUMBA BARAT 1.215.402,00 0,00
(DANA PAD)
2. | No. Rek. 01.40.000343-8 REK KAS UMUM DAERAH 9.543.793.645,93 | 13.725.031.221,7
KAB SUMBA BARAT 8
3. | No. Rek. 01.40.000176-6 BUPATI SUMBA BARAT 57.665.707,78 616.757.060,55
(TAMPUNG JS DEPOST)
4. | No. Rek.009.01.05.001064-1 | REK PENERIMAAN PBB P2 0,00 0,00
KAB SUMBA BARAT
B. | BRI Cabang Waikabubak
No. Rek. TABUNGAN PEMDA
1. 0,00 71.826.378,62
0235.01.005523.50.9 SUMBA BARAT
No. Rek. GIRO PEMDA  SUMBA
2. 732.926.910,05 611.599.443,05
0235.01.000313.30.7 BARAT
C. | BNI Cabang Waikabubak
GIRO HIT BUNGA BB
1. | No. Rek. 0064290693 2.388.587.633,00 | 5.292.352.615,00
PEMERINTAH
20.317.566.719,0
Jumlah 12.724.189.298,76 0
Saldo kas di Kas Daerah menurut rekening Bank sebesar Rp12.724.189.298,76 dan
menurut BKU hasil rekonsiliasi per 31 Desember 2022 sebesar

87




Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022 Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 31 Rekonsiliasi Kas BUD

NO URAIAN NILAI
1 2 3
A | SALDO REKENING KORAN 31 DESEMBER 12.724.189.298,76
2021 KAS BUD
- Koreksi Kesalahan-Setoran Kembali 105.658.388,00

Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Rumah
Dinas SMP Katolik-Waikabubak/
CV.Tiamo Mandiri

- Koreksi Kesalahan-Setoran kembali 5.436.288,00
Kelebihan Pembayaran Atas Pekerjaan
Laboratorium SMP 6 Loli-CV Karya

Pratama
- KURANG BAYAR PFK BKAD (20.000,00)
B SALDO KAS BKU 31 DESEMBER 2022 12.839.112.204,76
- Sisa TU Dinas Pendidikan yang belum disetor (3.848.230,00)
ke kas daerah
TOTAL REKONSILIASI BUD 12.835.263.974,76
C SALDO KAS BUD 12.835.263.974,76
D SELISIH 0.00

Saldo Kas BUD sebesar Rp12.835.263.974,76 terdapat potongan PFK BUD yang
belum disetor sebesar Rp8.397.651,00 sehingga saldo akhir setelah dikurangi saldo
PFK BUD menjadi Rp12.826.866.323,76.

111.A.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara 31 Desember 2022 31 Desember 2021

Pengeluaran Rp3.879.170,00 Rp21.694.460,61

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa kas yang berasal dari penggunaan
SP2D jenis UP/GU/TU yang belum disetorkan ke rekening umum daerah. Saldo
kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.879.170,00
yang terdapat pada :

1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga : Rp 3.879.170,00

Rp 3.879.170,00
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dapat dilihat
pada Lampiran 2

111.A.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara 31 Desember 2022 31 Desember 2021

Penerimaan Rp0,00 Rp0,00
Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa kas yang berasal dari penerimaan atas
pendapatan daerah yang masih berada di Bendahara Penerimaan atau belum disetor
ke kas umum daerah. Tidak terdapat kas di Bendahara Penerimaan per 31
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Desember 2022 karena semua penerimaan pada tahun 2022 sudah disetor ke Kas

Daerah per 31 Desember 2022.

111.A.1.4. Kas di Bendahara FKTP

Kas di Bendahara FKTP

31 Desember 2022

31 Desember 2021

Rp9.521.943.589,00

Rp8.298.704.416,00

Kas di Bendahara FKTP adalah sisa kas yang berupa saldo rekening Koran yang
berasal dari penggunaan dana kapitasi pada Puskesmas sesuai dengan SP2B yang
diterbitkan yang belum dibelanjakan.

Saldo

Kas di

Rp9.521.943.589,00 yang
Rp9.521.943.589,00. Rincian saldo Dana Kapitasi adalah sebagai berikut:

Bendahara FKTP per
terdiri  dari

31 Desember
saldo

2022

bank FKTP

Tabel 32 Rincian Saldo Kas di Bendahara FKTP

sebesar
sebesar

NOMOR REKENING

KAS DI BENDAHARA FKTP

SILPA KAPITASI

NO UNIT KERJA BUNGA BANK 2022
BANK BRI KAS BANK 2022
DISETOR 2023
1 PUSKESMAS 0235-01-005523-50-9 1.339.344.280,00 - 1.339.344.280,00
WEEKAROU
PUSKESMAS 0235-01-001256-30-4 734.702.277,00 - 734.702.277,00
2 TANARARA
PUSKESMAS 0235-01-001258-30-6 547.705.044,00 - 547.705.044,00
3 PADEDIWATU
PUSKESMAS 0235-01-001251-30-4 2.084.430.846,00 - 2.084.430.846,00
¢ PUUWERI
5 PUSKESMAS 0235-01-001254-30-2 753.051.509,00 - 753.051.509,00
LAHIHURUK
6 PUSKESMAS 0235-01-001255-30-8 722.213.386,00 - 722.213.386,00
KAREKA NDUKU
PUSKESMAS 0235-01-001253-30-6 - 1.542.153.040,00
! KABUKARUDI 1.542.153.040,00
PUSKESMAS 0235-01-001252-30-0 780.611.272,00 - 780.611.272,00
8 MALATA
9 PUSKESMAS GAURA 0235-01-001250-30-8 707.539.633,00 - 707.539.633,00
10 PUSKESMAS 0235-01-001800-30-7 136.786.382,00 - 136.786.382,00
LOLOWANO
RS KLAS D 3499-01-000047-30-5 173.405.920,00 - 173.405.920,00
11 | PRATAMA
HOBAKALLA
TOTAL 9.521.943.589,00 - 9.521.943.589,00

Rincian Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 3

111.A.1.5. Kas di Bendahara BOS
Kas di Bendahara BOS

31 Desember 2022

31 Desember 2021

Rp2.185.757.378,17

Rp2.721.416.234,10
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Kas di Bendahara BOS adalah sisa kas yang berasal dari pendapatan yang
diterima oleh sekolah pengelola dana BOS yang belum dibelanjakan dan masih
berada di rekening BOS dan tunai di bendahara BOS.

Saldo kas di Bendahara BOS sebesar Rp2.185.757.378,17 terdiri dari saldo kas
bank sebesar Rp2.180.699.279,17 dan kas ditangan bendahara BOS sebesar
Rp5.058.099,00. Saldo Kas Bos sebesar Rp2.185.757.378,17 terdiri dari BOS
SD sebesar Rp1.334.010.971,23 yang tersebar di 64 SD Negeri/Inpres dan BOS
SMP sebesar Rp851.746.406,94 yang tersebar di 35 SMP Negeri. Rincian Kas di
Bendahara BOS adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Rincian Kas BOS

Sekolah Bank Tunai Jumlah
64 SD Negeri 1.332.001.977,23 2.008.994,00 1.334.010.971,23
35 SMP Negeri 848.697.301,94 3.049.105,00 851.746.406,94
Jumlah 2.180.699.279,17 5.058.099,00 2.185.757.378,17

Saldo awal Kas Bos per 1 Januari 2022 sebesar Rp2.721.416.234,10 terjadi
koreksi atas saldo awal sebesar Rp5.501.616,49 yaitu koreksi admin bank atas
pemindahbukuan dari rekening tabungan ke rekening giro BOS SD dan SMP
dengan rincian saldo Kas Dana Bos adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Rincian saldo Kas di Bendahara BOS

Sekolah Saldo Awal Pendapatan Belanja Saldo Akhir
64 SD Negeri 1.644.811.303,70 9.660.677.353,00 9.971.477.685,47 | 1.334.010.971,23
35 SMP Negeri 1.076.604.930,40 8.726.912.606,43 8.951.771.129,46 851.746.407,94
Jumlah 2.721.416.234,10 18.387.589.959,43 18.923.248.814,93 2.185.757.378,17

Rincian Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 4

111.A.1.6. Kas di BLUD
31 Desember 2022 31 Desember 2021

Kas di BLUD Rp292.661.309,59 Rp2.395.214.623,20

Kas di BLUD merupakan selisih antara pendapatan yang diterima oleh BLUD
dengan pengeluaran BLUD yang masih terdapat pada rekening koran BLUD
maupun kas tunai di Bendahara BLUD. Saldo Kas BLUD per 31 Desember 2022
sebesar Rp292.661.309,59 merupakan saldo bank RSUD Waikabubak. Saldo Kas
di BLUD dirinci sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Saldo Kas di BLUD

2022
Rp
Kas di BLUD
Rekening Giro 009 01.05.001067-5 285.870.369,59
Rekening BRI 6.790.940,00

Jumlah 292.661.309,59

I11.A.1.7. Kas Lainnya
31 Desember 2022
Rp0,00

31 Desember 2021
Rp0,00

Kas Lainnya
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Kas Lainnya adalah sisa kas yang berasal dari penggunaan SP2D jenis LS yang
merupakan kelebihan belanja, sisa PFK dan pajak daerah yang sudah dipungut oleh
Bendahara serta sisa kas lain yang berada di Bendahara OPD yang belum
disetorkan ke rekening umum daerah per 31 Desember 2022.

Tabel 36 Penjelasan Kas Lainnya

Uraian Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2021 0,00
Mutasi Tambah 0,00
Mutasi Kurang 0,00
Saldo per 31 Desember 2022 0,00

Piutang

Saldo piutang yang tersaji dalam neraca adalah nilai saldo piutang yang sudah menjadi hak
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang dicatat secara intrakomptabel. Pemerintah
Kabupaten Sumba Barat telah mengatur kebijakan tentang nilai penyisihan piutang tidak
tertagih. Penyisihan piutang tidak menghapus kewajiban bayar/kewajiban tagih atas
piutang tersebut.

Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut.

Kualitas Piutang %
Lancar 0,5
Kurang Lancar 10
Diragukan 50
Macet 100

Penyisihan piutang di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari piutang yang
bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar yang ada.

Tabel 37 Rekapitulasi NRV Piutang Tahun 2022

No Jenis Piutang Jumlah Piutang Penyisihan Piutang Tidak NRV
(Rp) Tertagih (Rp) (Rp)
1 | Piutang Pajak 3.162.052.465,00 2.137.043.517,00 1.025.008.948,02
2 | Piutang Retribusi 5.156.200.590,00 4.755.524.656,00 400.675.934,00
3 Piutang Lainnya 421.782.156,23 335.417.000,00 86.365.156,23
Jumlah 8.740.035.211,23 7.227.985.173,00 1.512.050.038,25

111.A.1.8. Piutang Pajak
Piutang Pajak 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp3.162.052.465,00 Rp2.949.132.823,00

Piutang Pajak merupakan pajak daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
daerah melalui SPTPD dan SKPD yang sudah jatuh tempo namun belum
dibayarkan oleh wajib pajak. Saldo piutang pajak per 31 Desember 2022 sebesar
Rp3.162.052.465,00 terdiri dari:
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1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

Tabel 38 Penjelasan Piutang Pajak

Uraian Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2021 2.949.132.823,00
Koreksi Tambah 0,00
Koreksi Kurang 1.187.555,00
Mutasi Tambah 459.249.440,00
Mutasi kurang 245.142.243,00
Saldo per 31 Desember 2022 3.162.052.465,00

Perhitungan Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada
Lampiran 5
Saldo Piutang Pajak Tahun Anggaran 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Piutang Pajak 2022 2021
Rp Rp

Pajak Reklame 824.950,00 824.950,00
Pajak Hotel 122.087.182,00 203.590.787,00
Pajak Mineral Bukan Logam Dan 10.386.145,00 10.386.137,00
Batuan

Makan Minum Rapat Pelatihan 0,00 950.500,00
Pajak Bumi Dan Bangunan P2 2.840.023.178,00 2.725.113.049,00
Pajak Restoran 172.400,00 172.400,00
BPHTB 188.558.110,00 8.095.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 2.137.043.516,98 1.903.259.983,86
Jumlah 1.025.008.448,02 1.045.872.839,14

Saldo piutang reklame tahun 2022 adalah sebesar Rp824.950,00 dengan
penjelasan sebagai berikut :

Tabel 39. Tabel Penjelasan Saldo Piutang Reklame

Wajib pajak Jumlah Penyisihan Piutang NRV
piutang tak tertagih
Pajak reklame
Hari Teguh Prasetya 724.950,00 724.950,00 -
UD. Metro Motor 100.000,00 100.000,00 -
Jumlah 824.950,00 824.950,00 -

Saldo piutang Pajak Hotel tahun 2022 adalah sebesar Rp122.087.182,00
dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 40. Penjelasan Saldo Piutang Pajak Hotel

Penyisihan
Wajib pajak Jumlah piutang Piutang tak NRV
tertagih
Pajak Hotel (diragukan)
Home stay sumba Sunset jan 2019 540.000,00 270.000,00 270.000,00
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Penyisihan
Wajib pajak Jumlah piutang Piutang tak NRV
tertagih

Home stay sumba Sunset feb 2019 210.000,00 105.000,00 105.000,00
Hotel Lelewatu Jan-Mei 2019 43.214.432,00 21.607.216,00 21.607.216,00
Home stay sumba Sunset Nov 2019 1.890.000,00 945.000,00 945.000,00
Jumlah 45.854.432,00 22.927.216,00 22.927.216,00
Piutang Macet

Hotel Ande Ate 250.000,00 250.000,00 -
Hotel Ronita 4.073.000,00 4.073.000,00 -
Wisma Mandaelu 3.803.000,00 3.803.000,00 -
Wisma Mandaelu 2.838.750,00 2.838.750,00 -
Hotel Ronita 7.500.000,00 7.500.000,00 -
Hotel Artha 100.000,00 100.000,00 -
Hotel Aloha 10.750.000,00 10.750.000,00 -
Wisma Mandaelu 23.248.000,00 23.248.000,00 -
Hotel Ande Ate 5.000.000,00 5.000.000,00 -
Hotel Rakuta 2.500.000,00 2.500.000,00 -
Hotel Artha 1.770.000,00 1.770.000,00 -
Hotel Aloha 8.655.000,00 8.655.000,00 -
Hotel Ande Ate 4.145.000,00 4.145.000,00 -
Hotel Rakuta 1.600.000,00 1.600.000,00 -
Jumlah 76.232.750,00 76.232.750,00 -
Total 122.087.182,00 99.159.966,00 22.927.216,00

e Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan tahun 2022 adalah
sebesar Rp10.386.145,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 41. Penjelasan Saldo Piutang Paj

ak Mineral Bukan Logam

Penyisihan
Wajib pajak Jumlah piutang Piutang tak NRV
tertagih
Tahun 2022 8,00 0,04 7,96
CV. Sumber laut 9.621.835,00 9.621.835,00 -
CV. Maghu Ate 764.302,00 764.302,00 -
Jumlah 10.386.145,00 10.386.137,04 7,96

e Saldo Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 tahun 2022 adalah sebesar
Rp2.840.023.178,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 42. Penjelasan Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

. . . Penyisihan Piutang
Jenis pajak Jumlah piutang . NRV
tak tertagih

PBB P2

Tahun 2022 278.785.822,00 1.393.929,11 | 277.391.892,89
Tahun 2021 278.379.168,00 27.837.916,80 | 250.541.251,20
Tahun 2020 271.586.241,00 135.793.120,50 | 135.793.120,50
Tahun 2019 190.865.452,00 95.432.726,00 | 95.432.726,00

93



Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

Catatan atas Laporan Keuangan

. i . Penyisihan Piutang
Jenis pajak Jumlah piutang . NRV
tak tertagih
Tahun 2018 126.550.483,00 63.275.241,50 | 63.275.241,50
Tahun 2017 159.597.495,00 159.597.495,00 -
Tahun 2016 188.749.147,00 188.749.147,00 -
Tahun 2015 275.927.007,00 275.927.007,00 -
Tahun 2014 185.381.549,00 185.381.549,00 -
Tahun 2013 216.383.736,00 216.383.736,00 -
Tahun 2003 s/d 2012 667.817.078,00 667.817.078,00 -
Jumlah 2.840.023.178,00 2.017.588.945,91 | 822.434.232,09

e Saldo Piutang Pajak Restoran tahun 2022 adalah sebesar Rp172.400,00
dengan penjelasan sebagai berikut :

Jenis pajak Jumlah Penyisihan Piutang NRV
piutang tak tertagih
Pajak Restoran 172.400,00 86.200,00 | 86.200,00
Jumlah 172.400,00 86.200,00 | 86.200,00

e Saldo Piutang BPHTB tahun 2022 adalah sebesar Rp188.558.110,00 dengan

penjelasan sebagai berikut :

Tabel 43. Penjelasan Saldo BPHTB
Penyisihan
Wajib pajak Jumlah piutang Piutang tak NRV
tertagih
BPHTB -
PT.LUCARNE SURFING INDONESIA 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
PT.LUCARNE SURFING INDONESIA 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
PT.LUCARNE SURFING INDONESIA 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
PT.LUCARNE SURFING INDONESIA 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
PT.LUCARNE SURFING INDONESIA 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
HENGKY WIJAYA 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
TAN TJANDRA SUMARTO 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
MARCIA STEPHANIE TANUDJAJA 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
MARCIA STEPHANIE TANUDJAJA 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
MARCIA STEPHANIE TANUJAYA 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
MARCIA STEPHANIE TANUJAYA 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
MARCIA STEPHANIE TANUJAYA 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
BEKO DJAGA, SH 2.780.635,00 13.903,17 2.766.731,83
ACHMAD NURUL HUDA 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
THEODORUS RUDI CHANDRA 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
THEODORUS RUDI CHANDRA 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
THEODORUS RUDI CHANDRA 2.000.000,00 10.000,00 1.990.000,00
ASRI MARVIANI, SH 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
HENDRA 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
PT.INDONESIA ADVENTURE SPORT 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
PT.INDONESIA ADVENTURE SPORT 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
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Penyisihan
Wajib pajak Jumlah piutan Piutang tak
o i ’ tertagih NRV

PT.INDONESIA ADVENTURE SPORT 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
SUGIANTO 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
SUGIANTO 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
SUGIANTO 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
ESTRELITA DESIREE SURYA ABBAS 2.500.000,00 12.500,00 2.487.500,00
ESTRELITA DESIREE SURYA ABBAS 2.250.000,00 11.250,00 2.238.750,00
ESTRELITA DESIREE SURYA ABBAS 1.250.000,00 6.250,00 1.243.750,00
WAYAN PARTA 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
KEDU LERE, SH 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
SUPRATIN 750.000,00 3.750,00 746.250,00
I NYOMAN SURATA, S.Ipem 2.500.000,00 12.500,00 2.487.500,00
PATRIANUS LAKO, S.SiT 2.500.000,00 12.500,00 2.487.500,00
SUSANA SAINAH 1.250.000,00 6.250,00 1.243.750,00
SUSANA SAINAH 670.075,00 3.350,38 666.724,63
SUSANA SAINAH 1.250.000,00 6.250,00 1.243.750,00
HILI TEDI 15.000.000,00 75.000,00 14.925.000,00
NGAILU WODA 15.000.000,00 75.000,00 14.925.000,00
AGUS PUSMINTO 2.500.000,00 12.500,00 2.487.500,00
AGUS PUSMINTO 2.500.000,00 12.500,00 2.487.500,00
WIDODO 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
ABEDNEGO NUGROHO 1.500.000,00 7.500,00 1.492.500,00
ELLIOT CAESAR TANDOYO 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
ELLIOT CAESAR TANDOYO 2.500.000,00 12.500,00 2.487.500,00
ISHAK OSIM LUBALU 1.250.000,00 6.250,00 1.243.750,00
NOVIYANTO UMBU PATI SANGU ATE

LENDE 1.500.000,00 7.500,00 1.492.500,00
DEDI CANDRA 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
TJIANG RUDI,IR 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
TJIANG RUDI,IR 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
TJIANG RUDI,IR 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
SRI HANDAJANI, IR 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
SRI HANDAJANI, IR 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
PUJI ASTUTI 1.250.000,00 6.250,00 1.243.750,00
ELLY KUSDIANTI 2.500.000,00 12.500,00 2.487.500,00
NONA HADA INDAH 5.262.400,00 26.312,00 5.236.088,00
CHELVY SOETANTO 3.000.000,00 15.000,00 2.985.000,00
CHELVY SOETANTO 2.000.000,00 10.000,00 1.990.000,00
CHELVY SOETANTO 2.000.000,00 10.000,00 1.990.000,00
CHELVY SOETANTO 2.000.000,00 10.000,00 1.990.000,00
CHELVY SOETANTO 2.000.000,00 10.000,00 1.990.000,00
Jumlah Lancar 180.463.110,00 902.315,55 179.560.794,45
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Penyisihan
Wajib pajak Jumlah piutang Piutang tak NRV
tertagih
| WAYAN SULANTARA 8.095.000,00 8.095.000,00 -
JUMLAH 188.558.110,00 8.997.315,55 179.560.794,45
111.A.1.9. Piutang Retribusi
. I 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Piutang Retribusi
Rp5.156.200.590,00 Rp4.836.075.940,00
Piutang Retribusi merupakan retribusi daerah yang sudah ditetapkan oleh
pemerintah daerah melalui SKRD yang sudah jatuh tempo namun belum
dibayarkan oleh wajib retribusi. Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2022
sebesar Rp5.156.200.590,00 terdiri dari :
Tabel 44 Penjelasan Piutang Retribusi
Uraian Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2021 4.836.075.940,00
Koreksi Tambah 0,00
Saldo per 1 Januari 2022 4.836.075.940,00
Mutasi Tambah 917.118.200,00
Mutasi kurang 596.993.550,00
Saldo per 31 Desember 2022 5.156.200.590,00
Tabel 45 Rincian Piutang Retribusi Tahun 2022
Nama Perangkat Koreksi Saldo Saldo per 1 . . Saldo per 31
No Daerah Saldo awal Awal Januari 2022 Mutasi Tambah Mutasi Kurang Desermber 2022
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Dinas 680.250,00 0,00 680.250,00 0,00 680.250,00 0,00
Pendidikan,
Pemuda dan
Olahraga
2 | Dinas 9.936.200,00 0,00 9.936.200,00 4.561.200,00 340.800,00 14.156.600,00
Kesehatan
3 | Badan 156.309.490,00 0,00 156.309.490,00 0,00 588.500,00 155.720.990,00
Pendapatan
Daerah
4 | Dinas 3.919.200.000,00 0,00 | 3.919.200.000,00 700.920.000,00 | 422.520.000,00 | 4.197.600.000,00
Perhubungan
5 | Dinas Koperasi 439.060.000,00 0,00 439.060.000,00 211.637.000,00 | 172.864.000,00 477.833.000,00
perindustrian
dan
Perdagangan
6 | Dinas Pertanian 302.890.000,00 0,00 302.890.000,00 0,00 0,00 302.890.000,00
dan Ketahana
Pangan
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Nama Perangkat Koreksi Saldo Saldo per 1 . . Saldo per 31
No Saldo awal . Mutasi Tambah Mutasi Kurang
Daerah Awal Januari 2022 Desember 2022
1 2 3 4 5 6 7 8
7 | Dinas Kelautan 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00
dan Perikanan
Jumlah Total | 4.836.075.940,00 0,00 | 4.836.075.940,00 917.118.200,00 | 596.993.550,00 | 5.156.200.590,00

Rincian Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

. I 2022 2021
Piutang Retribusi
Rp Rp
1) Sewa rumah dinas (Dinas Pendidikan) 0,00 680.250,00
2) Sewa rumah dinas (Dinas Kesehatan) 14.156.600,00 9.936.200,00
3) Truk Manda Elu (Dinas Perhubungan) 4.197.600.000,00 3.919.200.000,00
4) Sewa kios dan ruko (Dinas Koperindag) 477.833.000,00 439.060.000,00
5) suprainsus (Dinas Pertanian) 302.890.000,00 302.890.000,00
6) Water Boom (Dinas Perikanan) 8.000.000,00 8.000.000,00
7) Sewa rumah dinas (Dinas Peternakan) 0,00 0,00
8) Pemakaian kekayaan daerah (BAPENDA) 155.720.990,00 156.309.490,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (4.755.524.656,00) (4.202.815.983,20)
Jumlah 400.675.934,00 633.259.956,80

Piutang sewa rumah dinas di Dinas Pendidikan awalnya sebasar
Rp680.250,00 terdapat realisasi sewa rumah dinas sebesar Rp680.250,00
sehingga saldo piutang di dinas pendidikan sebesar Rp0,00.

Piutang sewa rumah dinas di dinas kesehatan awalnya sebasar
Rp9.936.200,00 terdapat penambahan piutang sebesar Rp4.561.200,00
realisasi sewa rumah dinas sebesar Rp340.800,00 sehingga saldo piutang di
dinas kesehatan sebesar Rp14.156.600,00.

Saldo piutang retribusi jasa usaha (truk manda elu) di Dinas Perhubungan
sebesar Rp4.197.600.000,00 merupakan piutang yang belum dibayarkan oleh
wajib retribusi sampai dengan akhir tahun. Total piutang per 31 Desember
2022 dapat dirinci sebagai berikut :

- Piutang Lancar Rp48.000.000,00

- Piutang kurang Lancar Rp127.200.000,00

- Piutang Diragukan Rp285.600.000,00

- Piutang Macet Rp3.736.800.000,00

Piutang sewa ruko dan kios di Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan awalnya sebasar Rp439.060.000,00 terdapat penambahan
piutang sebesar Rp211.637.000,00, realisasi sewa ruko dan kios sebesar
Rp172.864.000,00 sehingga saldo piutang Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan sebesar Rp477.833.000,00.

Saldo piutang Suprainsus di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar
Rp302.890.000,00 merupakan piutang yang belum di bayarkan dari Tahun
2007 sampai dengan akhir tahun 2022.
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e Saldo piutang Waterboom di Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar
Rp8.000.000,00 merupakan piutang yang belum di bayarkan oleh wajib pajak
sampai dengan akhir tahun 2022.

e Piutang sewa rumah dinas di Badan Pendapatan Daerah awalnya sebasar
Rp156.309.490,00 terdapat Penambahan Piutang sebesar Rp0,00 realisasi
sewa rumah dinas sebesar Rp588.500,00 sehingga saldo piutang di Badan
Pendapatan Daerah sebesar Rp155.720.990,00. Total piutang Retribusi
pemakaian kekayaan daerah per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai
berikut :

- Piutang lancar sebesar Rp0,00

- Piutang diragukan sebesar Rp 30.866.240,00

- Piutang macet sebesar Rp124.854.750,00

Perhitungan Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada
Lampiran 6

111.A.1.10. Piutang Transfer

31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp6.637.639.077,00 Rp4.854.450.631,00
Piutang Transfer merupakan nilai bagi hasil pajak provinsi yang merupakan hak
Kabupaten Sumba Barat dan sudah diakui oleh Pemerintah Provinsi namun
belum ditransfer ke rekening kas umum daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 131 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas lampiran
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 44 Tahun 2022 tentang Alokasi
Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2022.

Tabel 46 Penjelasan Piutang Transfer

Piutang Transfer

Uraian Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2021 4.854.450.631,00
Koreksi Tambah 0,00
Saldo per 1 Januari 2022 4.854.450.631,00
Mutasi Kurang 4.854.450.631,00
Mutasi Tambah 6.637.639.077,00
Saldo per 31 Desember 2022 6.637.639.077,00

Rincian Mutasi tambah dan mutasi kurang Piutang Transfer dapat dilihat dari
tabel berikut :
Tabel 47 Rincian Piutang Transfer

No Jenis Pajak Saldo Awal Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo Akhir
Rp Rp Rp Rp

Piutang Transfer Provinsi

1 Bagi Hasil PBB-KB 2.871.911.051,00 3.629.998.863,00 2.871.911.051,00 | 3.629.998.863,00

2 Bagi Hasil BBN-KB 658.886.984,00 1.324.986.344,00 658.886.984,00 | 1.324.986.344,00

3 Bagi Hasil PKB 1.320.403.347,00 1.680.940.605,00 1.320.403.347,00 | 1.680.940.605,00

4 PAP 3.249.249,00 1.713.265,00 3.249.249,00 1.713.265,00
TOTAL 4.854.450.631,00 6.637.639.077,00 4.854.450.631,00 | 6.637.639.077,00
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» Mutasi Kurang sebesar Rp4.854.450.631,00 merupakan pelunasan piutang
transfer tahun 2021 yang dibayarkan di tahun 2022

»  Mutasi Tambah sebesar Rp6.637.639.077,00 merupakan Penambahan piutang
transfer tahun 2022

Perhitungan Piutang Transfer per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran

7

111.A.1.11. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
Piutang Lain-lain PAD 31 Desember 2022 31 Desember 2021
yang Sah Rp4.786.432.916,00 Rp3.628.498.604,00

Piutang Lain- Lain PAD yang Sah merupakan denda pajak dan retribusi daerah
yang belum dibayarkan pada Badan Pendapatan Daerah dan pendapatan BLUD
yang diklaim ke BPJS yang telah divalidasi tetapi belum ditransfer ke rekening
BLUD.

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2022 sebesar
Rp4.786.432.916,00 merupakan Piutang Lain-Lain PAD yang sah pada Rumah
Sakit Umum Daerah (BLUD) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48 Penjelasan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Uraian Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2021 3.628.498.604,00
Saldo 1 Januari 2022 3.628.498.604,00
Mutasi Tambah 4.712.529.912,00
Mutasi Kurang 3.554.595.600,00
Saldo per 31 Desember 2022 4.786.432.916,00

Perhitungan piutang lain-lain PAD yang sah dapat dilihat pada lampiran 8

o  Mutasi tambah sebesar Rp4.712.529.912,00 merupakan piutang BLUD vyaitu
klaim BPJS Kesehatan yang belum ditransfer per 31 Desember 2022 sebesar
Rp4.712.270.400,00 dan Pendapatan Remunerasi atas Pendapatan Transfer
DBH Non Tunai melalui TDF Tahun 2022 sebesar Rp259.512,00

e  Mutasi kurang sebesar Rp3.554.595.600,00 merupakan pelunasan piutang
BLUD vyaitu klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp3.547.695.600,00 dan
pelunasan piutang atas kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp6.900.000,00.

111.A.1.12. Piutang Lainnya
Piutang Lainnya 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp421.782.156,23 Rp421.782.156,23

Piutang Lainnya adalah Piutang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Piutang
Pajak, Piutang retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang terdiri dari
piutang macet dana pemberdayaan dan kelebihan pembayaran pihak ketiga yang
kemungkinan tertagihnya minim.

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp421.782.157,23 terdiri dari:
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Tabel 49 Penjelasan Piutang Lainnya

Uraian Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2021 421.782.156,23
Mutasi Tambah 0,00
Mutasi kurang 0,00

Saldo per 31 Desember 2022 421.782.156,23

Tabel 50 Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Piutang Lainnya

Mutasi Mutasi
No Perangkat Daerah Saldo Awal Tambah Kurang Saldo Akhir
Rp Rp Rp Rp
Badan Pendapatan Daerah 28.543.800,00 0,00 0,00 28.543.800,00
Dinas Pertanian dan | 119.820.000,00 0,00 0,00 | 119.820.000,00
Ketahanan Pangan
Satuan POL PP 13.532.000,00 0,00 0,00 | 13.532.000,00
4 Dinas PUPR 259.886.356,23 0,00 0,00 | 259.886.356,23
TOTAL 421.782.156,23 0,00 0,00 | 421.782.156,23

Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 9

111.A.1.13. Penyisihan Piutang
Penyisihan Piutang 31 Desember 2021

(Rp6.505.329.610,06)

31 Desember 2022
(Rp7.325.232.769,95)

Penyisihan Piutang adalah cadangan yang dibentuk menggunakan metode aging
schedule dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Saldo
penyisihan piutang per 31 Desember 2022 sebesar (Rp7.325.232.769,95) yaitu :

Tabel 51 Rincian Penyisihan Piutang

Saldo awal penyisihan | Mutasi Tambah Beban Mutasi Kurang
piutang Penyisihan piutang Beban Penyisihan Total Penyisihan
No Uraian (Rp) (Rp) piutang piutang
(Rp) (Rp)
1 Pajak Daerah 1.903.259.983,86 233.784.830,70 0,00 2.137.044.814,56
2 Retribusi Daerah 4.202.594.522,20 553.610.383,80 680.250,00 4.755.524.656,00
3 Piutang Denda 64.058.104,00 0,00 0,00 64.058.104,00
4 Piutang Lainnya 335.417.000,00 0,00 0,00 335.417.000,00
5 Piutang Bagi Hasil Pajak 0,00 33.188.195,39 0,00 33.188.195,39
Provinsi
JUMLAH 6.505.329.610,06 820.583.409,89 680.250,00 7.325.232.769,95

Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran
10

111.A.1.14 Persediaan
Persediaan 31 Desember 2021

Rp23.879.226.651,87

31 Desember 2022
Rp16.081.360.917,45
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Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat. Jumlah tersebut merupakan sisa persediaan hasil inventarisasi
fisik per 31 Desember 2021 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52 Persediaan

Uraian Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2021 23.879.226.651,87
Koreksi Tambah 40.464.614,44
Koreksi Kurang 0,00
Saldo per 1 Januari 2022 23.919.691.266,31
Mutasi Tambah 45.818.374.099,73
Mutasi Kurang 53.656.704.448,59
Saldo per 31 Desember 2022 16.081.360.917,45

Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.081.360.917,45

sebagai berikut :

Tabel 53 Rincian Saldo Persediaan

Jenis Persediaan 31 Desember 2022 31 Desember 2021

ATK 123.077.847,00 177.830.570,60
Alat Listrik dan Elektronik 1.994.400,00 44.000,00
BBM 36.365.500,00 0,00
Materai 350.000,00 700.000,00
Bahan Pembersih 34.441.300,00 63.370.292,00
Alkes Pakai Habis 6.347.667.478,64 4.896.688.633,08
Barang Cetakan 503.458.970,00 435.498.170,00
Bahan Bangunan 0,00 285.200,00
Bibit Ternak 42.920.675,00 76.202.925,00
Obat-obatan 4.082.494.545,81 6.911.288.749,50
Peralatan Olahraga 22.506.236,00 0,00
Makanan Ternak 242.032.350,00 191.030.500,00
Makanan Pasien 81.502.000,00 6.746.150,00
Peralatan Rumah Tangga 21.384.312,00 0,00
Barang Lainnya 28.367.500,00 59.400.000,00
Barang yang diserahkan kepada 4.512.797.803,00
Masyarakat 11.060.141.461,68

JUMLAH 16.081.360.917,45 23.879.226.651,86

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 11
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» Koreksi Tambah sebesar Rp40.464.614,44 terdiri dari:

o Kaoreksi atas nilai yang sudah ada BAST yaitu Konsultan Perencanaan Mess SD
Swasta SDM Hupu Mada, Puu Kaniki Rp23.890.500,44 pada Dinas Pendidikan.

o Koreksi salah pencatatan jumlah stok obat sebesar Rp15.196.114,00 pada RSUD.

o Koreksi salah pencatatan jumlah stok obat sebesar Rpl1.378.000,00 pada Dinas
Kesehatan.

» Mutasi Tambah Persediaan atas Peralatan dan Mesin berupa barang pakai habis sekolah
negeri dan swasta serta Gedung dan Bangunan milik sekolah swasta sebesar
Rp1.438.011.258,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

» Mutasi Tambah Persediaan atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa alat
kebersihan dan biaya internet serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa
Wallpaper sebesar Rp 19.045.279,00 pada Dinas Kesehatan.

» Mutasi Tambah Persediaan atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa
kelengkapan petugas RPH dan Alat kebersihan sebesar Rp68.775.600,00 pada Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan.

» Mutasi Tambah Persediaan atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yang
belum dicatat pada Tahun 2022 sebesar Rp 209.259.000,00 pada Dinas Sosial.

» Mutasi Kurang Persediaan atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yang
telah diserahkan berdasarkan BAST Tahun 2022 sebesar Rp 1.897.049.999,13 dan
Rp2.228.371.620,00 pada pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

» Mutasi Kurang Persediaan atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yang
telah diserahkan berdasarkan BAST Tahun 2022 sebesar Rp 9.020.721.358,00 dan
Rp1.858.605.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

» Mutasi Kurang Persediaan atas bantuan social yang akan diserahkan kepada masyarakat
yang telah diserahkan berdasarkan BAST Tahun 2022 sebesar Rp 3.411.078.531,00
pada Dinas Kesehatan dan Dinas Koperindag.

» Mutasi Kurang Persediaan atas bantuan sosial yang akan diserahkan kepada masyarakat
yang belum diserahkan berdasarkan dan belum tersedia barangnya Tahun 2022 sebesar
Rp 872.047.000,00 pada Dinas Kesehatan dan Dinas Koperindag.

» Mutasi Kurang Persediaan atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yang
telah diserahkan berdasarkan BAST Tahun 2022 sebesar Rp 964.124.000,00 pada Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan.

111.B. INVESTASI JANGKA PANJANG
111.B.1. INVESTASI PERMANEN
Investasi 31 Desember 2022 31 Desember 2021

Permanen Rp86.977.562.128,00 Rp73.227.562.128,00

Saldo Investasi Permanen merupakan saldo Investasi Jangka Panjang berupa
penyertaan  modal  Pemerintah  Kabupaten = Sumba  Barat sebesar
Rp86.977.562.128,00 yaitu Penambahan nilai Investasi Investasi Permanen
tersebut tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan
dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga
hubungan kelembagaan.
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Investasi permanen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat terdiri

dari:

111.B.1.1. Penyertaan Modal Pemda
31 Desember 2022

Penyertaan Modal

31 Desember 2021

Pemda

Rp86.977.562.128,00

Rp73.227.562.128,00

Pernyertaan Modal Pemda per 31 Desember 2022 sebesar Rp86.977.562.128,00
merupakan penambahan nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Sumba Barat pada Bank NTT yang berasal dari konversi Dana
Cadangan menjadi penambah nilai penyertaan modal sesuai dengan RUPS LB

Bank NTT Tahun 2022, Penyertaan Modal terdiri dari:
Tabel 54 Rincian Penyertaan Modal

31 Desember 2022

31 Desember 2021

No Uraian
(Rp) (Rp)
1 | PDAM Sumba Barat
Modal 0,00 0,00
Laba (Rugi) Ditahan 0,00 0,00
Sub Jumlah 0,00 0,00
2 | PD Sumbar Dharma
Modal 1.019.500.000,00 1.019.500.000,00
Modal (2005) 498.688.600,00 498.688.600,00
Modal (2006) 250.000.000,00 250.000.000,00
Laba (Rugi) Ditahan (981.499.871) (981.499.871)
Laba (Rugi) Berjalan (50.206.601) (50.206.601)

Sub Jumlah 736.482.128,00 736.482.128,00
3 Bank NTT

Setoran Modal 2002 634.000.000,00 634.000.000,00
Setoran Modal 2003 500.000.000,00 500.000.000,00
Setoran Modal 2004 2.545.000.000,00 2.545.000.000,00
Setoran Modal 2005 1.024.340.000,00 1.024.340.000,00
Setoran Modal 2006 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
Setoran Modal 2009 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00
Setoran Modal 2010 1.796.660.000,00 1.796.660.000,00
Setoran Modal 2011 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
Setoran Modal 2012 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
Setoran Modal 2013 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
Setoran Modal 2014 20.500.000.000,00 20.500.000.000,00
Setoran Modal 2015 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00
Setoran Modal 2020 3.741.080.000,00 3.741.080.000,00
Setoran Modal 2021 13.750.000.000,00 13.750.000.000,00

Setoran Modal 2022 13.750.000.000,00
Sub Jumlah 86.241.080.000,00 72.491.080.000,00
Jumlah 86.977.562.128,00 73.227.562.128,00
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» Perusahaan Daerah Air Minum
Pada tahun 2020 PDAM sudah di bubarkan dengan Peraturan Bupati Sumba
Barat Nomor : KEP/HK/585/2020 tanggal 2 Nopember 2020.

» Perusahaan Daerah Sumbar Dharma.
Tidak terdapat perubahan nilai investasi permanen pada PD Sumbar Dharma.
Pada tahun 2021, PD Sumbar Dharma tidak beroperasi karena unit usaha
utamanya yaitu Wisma Manda Elu digunakan sebagai alokasi karantina
terpusat pasien Covid-19
Tabel 55 Penjelasan Saldo Perusahaan Daerah Sumbar Dharma
Uraian Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2021 736.482.128,00
Koreksi kurang 0,00
Saldo 1 Januari 2022 736.482.128,00
Mutasi kurang 0,00
Saldo per 31 Desember 2022 736.482.128,00
> Bank NTT

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumba Barat pada Bank NTT per
31 Desember 2022 sebesar Rp86.241.080.000,00. Pada Tahun Anggaran 2022
ada penambahan sebesar Rp13.750.000.000,00 yang berasal dari Penyertaan

Modal Pemerintah Daerah sehingga saldonya mengalami perubahan.

111.C. ASET TETAP

ASET TETAP 31 Desember 2022 31 Desember 2021

Rp1.117.603.545.593,98 Rp1.125.840.835.643,72

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum. Aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar
Rp1.117.603.545.593,98.
Tabel 56 Rincian Realisasi Aset Tetap Tahun 2022 dan 2021
No Uraian Aset 31 Desember 2022 31 Desember 2021
(Rp) (Rp)
1 Tanah 87.614.078.838,00 87.986.782.179,00
2 Peralatan dan Mesin 448.889.061.558,90 453.204.404.358,32
3 Gedung dan Bangunan 728.727.994.817,79 692.440.243.156,83
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.238.141.181.562,31 1.164.002.431.682,38
5 Aset Tetap Lainnya 49.856.260.752,09 55.044.187.364,32
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 17.891.442.227,73 8.369.899.753,74
7 Akumulasi Penyusutan (1.453.516.474.162,84) (1.335.207.112.850,87)
Jumlah Total 1.117.603.545.593,98 1.125.840.835.643,72

Terhadap saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dilakukan mutasi sebagai berikut:
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Tabel 57 Daftar Mutasi Aset Tetap

Aset Tetap Saldo Audited per Koreksi Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir Per 31
31 Desember 2021 Bertambah Berkurang Desember 2022
Tanah 87.986.782.179,00 84.240.000,00 329.903.000,00 786.846.341,00 87.614.078.838,00
Peralatan dan | 453.204.404.358,32 0,00 | 33.237.116.656,00 | 37.552.459.455,42 448.889.061.558,90
Mesin
Gedung  dan 692.440.243.156,83 8.684.906.700,00 | 44.862.449.008,00 | 17.259.604.047,05 728.727.994.817,79
Bangunan
Jalan, Irigasi | 1.164.002.431.682,3 5.037.451.040,56 | 85.284.535.798,79 | 16.183.236.959,42 | 1.238.141.181.562,31
dan Jaringan 8
Aset Tetap 55.044.187.364,32 (5.037.451.040,56) | 5.512.898.878,00 | 5.663.374.449,67 49.856.260.752,09
Lainnya
Konstruksi 8.369.899.753,74 0,00 | 10.529.021.450,59 1.007.478.976,60 17.891.442.227,73
Dalam
Pengerjaan
Akumulasi (1.335.207.112.850, | (12.881.259.776,10) | (144.871.609.423, | (39.443.507.887,7 | (1.453.516.474.162,84
Penyusutan 87) 61) 4) )
Jumlah 1.125.840.835.643,7 (4.112.113.076,10) | 34.884.315.367,77 | 39.009.492.341.41 1.117.603.545.593,98
2
111.C.1. Tanah
Tanah 31 Desember 2022 31 Desember 2021

Rp87.614.078.838,00 Rp87.986.782.179,00
Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang memenuhi klasifikasi aset tetap yaitu
tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai per 31 Desember 2022 dan 2021.
Saldo tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp87.614.078.838,00 dengan rincian
sebagai berikut:

Tabel 58 Penjelasan Aset Tetap - Tanah

Uraian Nilai (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2021 87.986.782.179,00
Koreksi Tambah 84.240.000,00
Koreksi Kurang 0,00
Saldo Awal per 1 Januari 2022 88.071.022.179,00
Mutasi Tambah 329.903.000,00
Belanja Modal 307.352.500,00
Belanja Barang dan Jasa 0,00
Hibah 22.550.500,00
Reklas Antar Akun 0,00
Hasil Inventarisasi 0,00
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Mutasi Kurang 786.846.341,00
Reklas ke aset lain-lain 675.084.500,00
Reklas Antar Akun 91.580.841,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 20.181.000,00
Saldo per 31 Desember 2022 87.614.078.838,00

» Koreksi Tambah sebesar Rp84.240.000,00 adalah Tanah Kantor Dispenduk
Capil atau Eks BKKBN pada Pejabat Pengelola.
»  Mutasi Tambah senilai Rp329.903.000,00 terdiri dari :
» Realisasi belanja modal Tanah sebesar Rp307.352.500,00 pada Dinas

Kesehatan.

» Hibah Tanah Pasar Rakyat Karekanduku Selatan sebesar

Rp22.550.500,00 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

» Mutasi Kurang Rp786.846.341,00 terdiri dari:

1) Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yaitu Jasa appraisal tanah
untuk bangunan faskes sebesar Rp 91.580.841,00 pada Dinas
Kesehatan

2) Tanah rumah kopel yang tidak diketahui lokasinya, tanah Eks.
Rumah Dinas (Alm. B.K. Tako) yang merupakan tanah milik pribadi
dan tanah Eks. Rumah Dinas (F. Laga Gasi) yang dicatat dobel
sebesar Rp69.366.500,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

3) Tanah Bangunan Kandang Hewan dan Tanah Bangunan kantor
pemerintahan yang dicatat dobel serta Tanah Rmh Negara Gol IlI
yang tidak diketahui lokasinya sebesar Rp164.106.000,00 pada
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

4) Tanah Bangunan Kantor Pem yang dicatat Gabung dengan SMPN 1
Loli Rp405.000.000,00 dan Tanah Rumah Negara Gol Il Rp.
36.612.000,00.

5) Tanah bangunan objek wisata Bahari Waterboom reklas ke Kemitraan
dengan Pihak Ketiga sebesar Rp20.181.000,00 di Dinas Perikanan.
Rincian Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada Lampiran 12.

111.C.2. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022 31 Desember 2021

Rp448.889.061.558,90 Rp453.204.404.358,32

Jumlah tersebut mencakup mesin-mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik,
seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilai satuannya diatas
Rp1.000.000,00 (menurut kebijakan akuntansi batasan minimal harga satuan
peralatan dan mesin bernilai Rp1.000.000,00) dan masa manfaatnya lebih dari 12
(dua belas) bulan, serta dalam kondisi siap pakai per 31 Desember 2021. Saldo
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp448.889.061.558,90 dengan
rincian sebagai berikut :
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Tabel 59 Penjelasan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

Uraian Nilai (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2021 453.204.404.358,32
Koreksi Tambah 0,00
Koreksi Kurang 0,00
Saldo Awal 1 Januari 2022 453.204.404.358,32
Tambah 33.237.116.656,00
Belanja Modal 22.291.661.641,00
Hibah 4.257.788.280,00
Belanja Barang dan Jasa 48.273.100,00
Hasil Inventarisasi 124.000.000,00
Reklas Antar Akun (Gedung dan Bangunan) 965.137.110,00
Reklas Antar Akun (Aset Tetap Lainnya) 3.888.531.745,00
Reklas Aset Lain-lain 429.955.080,00
Reklas Antar Perangkat Daerah dari Persediaan 1.231.769.700,00
Kurang 37.552.459.455,42
Reklas Antar Akun (Gedung dan Bangunan) 408.112.599,00
Reklas Antar Akun (Jalan Irigasi dan Jaringan) 1.848.997.800,00
Reklas Antar Akun (ATB) 1.351.655.990,00
Reklas Aset Lain-lain 20.546.940.499,61
Peralatan dan Mesin dibawah Kapitalisasi 2.353.975.054,99
Belanja Modal Peralatan dan mesin dibawah Kapitalisasi 1.526.623.578,82
Persediaan 797.906.758,00
Kewajiban 766.000.000,00
Kemitraan dengan Pihak ketiga 7.952.247.175,00
Saldo per 31 Desember 2022 448.889.061.558,90

» Mutasi Tambah sebesar Rp33.237.116.656,00 terdiri dari:
¢ Realiasi belanja modal sebesar Rp22.291.661.641,00
¢ Hibah sebesar Rp4.257.788.280,00 yaitu:
o Hibah perlengkapan tanggap bencana dari BNPB Rp428.780.000,00
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
o Hibah 1 unit Eksavator dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian
PUPR Rp2.184.855.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.
o Hibah 3 unit Komputer serta kelengkapannya dari Perpustakaan Negara
Rp68.431.130,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
o Hibah 1 wunit Komputer serta kelengkapannya dari BKPM
Rp17.858.100,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
o Hibah 3 unit Komputer dari Bank NTT Rp36.000.000,00 pada Rsud.
o Hibah 1 unit alat penghasil oksigen dari KADIN Rp1.200.000.000,00
pada Rsud.
o Hibah 20 unit Antropometri KIT dari Kemenkes Rp134.442.000,00 dan
10 unit Antropometri KIT dari Bank BRI Rp83.422.050,00 serta 1 unit
mobil Rp104.000.000,00 dari Dinkes Propinsi pada Dinas Kesehatan.
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¢ Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang masuk ke Aset Tetap Peralatan dan
Mesin yaitu printer sebesar Rp4.125.000,00 Dinas Pendidkan Kepemudaan
dan Olahraga, Rp17.930.000,00 Dinas Kesehatan dan Rp4.118.100,00 Dinas
PUPR, scanner sebesar Rp5.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup, Papan
nama BMD Rp15.000.000,00 BKAD dan Tandon Rp2.100.000,00 Dinas
Koperindag.

e Hasil Inventarisasi atas peralatan dan mesin yang belum tercatat
Rp124.000.000,00 pada Dinas Kominfo.

o Reklas Persediaan antar perangkat daerah yaitu Laparoskopy,
Minilaparatomi/Tubectomy Set dan Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) Kit
sebesar Rp1.231.769.700,00 pada RSUD

o Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp965.137.110,00,
yaitu Peralatan kantor Rp210.978.810,00 pada Dinas Kesehatan, Peralatan
RPH Rp380.208.300,00 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Meubeler Sekolah Rp373.950.000,00 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan
dan Olahraga.

o Reklas dari Aset Tetap Lainnya, yaitu Peralatan dan mesin SMP sebesar
Rp3.888.531.745,00 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

e Reklas dari Aset lain-Lain sebesar Rp429.955.080,00, yaitu 1 unit mobil
Rp219.000.000,00 Dinas Kelautan, 2 unit motor Rp23.100.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan, 2 unit motor Rp44.024.000,00 Kantor
Kecamatan Kota Waikabubak, 1 unit mobil dan 1 unit motor
Rp143.831.080,00 Sat Polpp.

» Mutasi Kurang sebesar Rp37.552.459.455,42 terdiri dari :

o Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan atas Peralatan dan Mesin "Genset"
yang dicatat secara gabungan pada KIB B menjadi Gedung Genset sebesar
Rp408.112.599,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.

¢ Reklas ke Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 1.848.997.800,00 yaitu:

a. Reklasifikasi atas Peralatan dan Mesin "Genset" yang dicatat secara
gabungan pada KIB B menjadi Jaringan Genset sebesar Rp
369.721.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.

b. Pengadan sumur Bor sebesar Rp74.953.000,00 pada Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata.

¢. Meteran dan Instalasi Jaringan Listrik sebesar Rp60.833.800,00 pada
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

d. PLTS sebesar Rp26.000.000,00 pada Dinas Kesehatan.

e. PLTS sebesar Rp1.309.990.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.

f. Meteran dan Instalasi Jaringan Listrik sebesar Rp7.500.000,00 pada
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

e Reklas ke Aset Tak Berwujud paket software pembelajaran sebesar
Rp1.351.655.990,00 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

o Reklas ke Aset Lain-Lain sebesar Rp 20.546.940.499,61 terdiri dari :

No Perangkat Daerah Uraian (Rp)
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan 108.073.609,99
1 | Olahraga
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=" Per 31 Desember 2022

No Perangkat Daerah Uraian (Rp)
Dinas Pekarjaan Umum dan Penataan 476.666.933,00
2 Ruang
3 Dinas Perhubungan 5.349.822.872,43
Dinas Koperasi Perindustrian dan 302.188.680,00
4 | Perdagangan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan 491.681.320,00
5 | Sipil
6 Dinas Sosial 83.114.800,00
7 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 738.890.433,33
8 Dinas Peternakan 528.492.450,00
9 Dinas Perikanan 1.311.811.814,00
10 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 39.924.355,01
Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan 122.416.300,00
11 | Permukiman dan Pertanahan
12 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 83.798.240,00
Dinas Komunikasi, 111.454.000,00
13 | Informatika,Persandian dan Statistik
14 | Dinas Lingkungan Hidup 165.680.800,00
Dinas Pengendalian Penduduk, 341.179.556,78
Pemberdayaan Perempuan dan
15 | Perlindungan Anak
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 305.294.010,00
16 | Terpadu Satu Pintu
17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 157.932.830,73
18 | Inspektorat 419.559.709,99
Badan Perencanaan, Penelitian dan 1.105.428.667,73
19 | Pembangunan Daerah
20 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 118.678.675,00
Badan Kepegawaian Pelatihan dan 379.965.082,00
21 | Sumber Daya Manusia
22 | BPBD 330.241.000,00
23 | Badan Keuangan dan Aset Daerah 1.184.154.443,00
24 | Badan Pendapatan Daerah 391.353.515,00
25 Bagian Umum 3.695.709.781,74
26 | Kecamatan Tanarighu 781.952.375,00
27 Kecamatan Loli 322.637.753,30
29 | Kecamatan Kota Waikabubak 235.191.105,05
30 | Kecamatan Wanukaka 323.839.312,72
31 | Kecamatan Lamboya 214.453.817,00
30 | Kecamatan Lamboya Barat 325.352.256,80
Total 20.546.940.499,60
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¢ Peralatan dan Mesin dibawah Kapitalisasi sebesar Rp2.348.575.054,99
e Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibawah Kapitalisasi sebesar
Rp1.526.623.578,82.
o Reklas ke Persediaan sebesar Rp797.906.758,00 terdiri dari :
- Peralatan dan Mesin berupa barang pakai habis sekolah negeri dan swasta
sebesar Rp790.626.258,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Peralatan dan Mesin berupa alat kebersihan dan biaya internet sebesar
Rp7.280.500,00 pada Dinas Kesehatan.
e Pembayaran Kewajiban belanja alat covid Rp766.000.000,00 pada Dinas
Kesehatan.
e Reklas Truk Manda elu Dinas Perhubungan ke Kemitraan dengan Pihak
ketiga sebesar Rp7.952.247.175,00.
Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada Lampiran 13

111.C.3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan 31 Desember 2022 31 Desember 2021

Bangunan Rp728.727.994.817,79 Rp 692.440.243.156,83

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung, bangunan dan monumen yang memenuhi
klasifikasi aset tetap yaitu diperoleh dengan maksud tertentu untuk dipakai dalam
kegiatan operasional pemda dan dalam kondisi siap pakai per 31 Desember 2022 dan
2021.

Sesuai Pasal 325 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah Ayat (3) yang berbunyi:

“Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca
pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi
pemerintah (SAP)”

dan Buletin Teknis Nomor 02 Tahun 2005 tentang Penyusunan Neraca Awal
Pemerintah Daerah sebagai pedoman bagi instansi pemerintah daerah dalam
menyusun neraca awal sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah halaman 23
yang berbunyi:

“Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar gedung dan bangunan
adalah harga perolehan jika gedung bangunan tersebut dibeli atau dibangun
setahun atau kurang dari tanggal neraca awal. Jika Gedung dan bangunan
diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal neraca awal, nilai wajar gedung
dan bangunan ditentukan dengan menggunakan NJOP terakhir. Jika terdapat
alasan untuk tidak menggunakan NJOP, maka dapat digunakan nilai appraisal dari
perusahaan jasa penilai resmi atau membentuk tim penilai yang kompeten”
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sampai dengan saat ini tidak mempunyai
ketetapan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Gedung Bangunan, sehingga
dalam penilaian untuk memperoleh nilai wajar dalam rangka penyusunan neraca,
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat membentuk Tim Penilai, Penaksir dan Kapitasi
Barang Milik Daerah yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati
Sumba Barat Nomor: KEP/HK/46/2022 tentang Pembentukan Tim Penilai, Penaksir
dan Kapitalisasi Barang Milik Daerah Tahun 2022. Tim Penilai, Penaksir dan
Kapitasi Barang Milik Daerah melaksanakan penilaian gedung dan bangunan milik
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daerah dengan berdasarkan Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara,
Rumah dan Pagar Negara sesuai Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor:
KEP/HK/618/2020 tentang Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara,
Rumah dan Pagar Negara di Kabupaten Sumba Barat.

Tabel 60 Penjelasan Aset Tetap — Gedung dan Bangunan

Uraian Nilai (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2021 692.440.243.156,83
Koreksi Tambah 8.684.906.701,00
Koreksi Kurang 1,00
Saldo Awal 1 Januari 2022 701.125.149.856,83
Tambah 44.862.449.008,00
Belanja Modal 32.868.070.896,00
Belanja Barang dan Jasa 436.258.634,00
Hibah 6.029.836.378,00
Bantuan 220.000.000,00
Penilaian Gedung 3.901.500.000,00
Reklas Antar Akun (Peralatan dan Mesin) 408.112.599,00
Reklas Antar Akun (Aset Tetap Lainnya) 250.000.000,00
Reklas Antar Akun (Konstruksi Dalam Pengerjaan) 49.500.000,00
Reklas Aset Lain-lain 699.170.501,00
Kurang 17.259.604.047,04
Pembongkaran/Pemusnahan 2.576.960.000,00
Reklas Antar Akun (Peralatan dan Mesin) 965.137.110,00
Reklas Antar Akun (Jalan Irigasi dan Jaringan) 267.281.472,04
Reklas Antar Akun (Konstruksi Dalam Pengerjaan) 806.800.880,00
Reklas ke Persediaan 727.925.379,00
Reklas Aset Lain-lain 9.267.827.551,76
BM Gedung dibawah Kapitalisasi 28.400.000,00
Gedung dibawah Kapitalisasi 20.000.000,00
Kemitraan dengan Pihak ketiga 2.576.167.833,51
Kurang Volume Pekerjaan 23.103.820,73
Saldo per 31 Desember 2022 728.727.994.817,79

» Koreksi Tambah saldo awal sebesar Rp8.684.906.701,00 merupakan koreksi
atas :

1. Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi
atas Rumah Jabatan Ketua dan Wakil ketua DPRD sebesar
Rp18.000.000,00 pada Sekretariat DPRD.

2. Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan Aset lain-lain Rumah
jabatan Camat Loli sebesar Rp.1,00 pada Kantor Kecamatan Loli.

3. Penilaian atas 1 unit Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rumah Jabatan
Camat Loli sebesar Rp264.375.000,00 pada Kantor Kecamatan Loli.
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4. Penilaian atas 2 unit Aset Tetap Gedung dan Bangunan Bangunan
Bengkel dan Garasi Bengkel vyang belum tercatat sebesar
Rp459.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5. Penilaian atas 12 unit Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang belum
tercatat sebesar Rp7.943.531.700,00 pada Pejabat Pengelola.

»  Koreksi Kurang Saldo awal sebesar Rp1,00 adalah lain Rumah Jabatan Camat

Loli yang telah dilakukan penilaian pada Kantor Camat Loli.

» Mutasi Tambah sebesar Rp44.862.449.008,00 terdiri dari:

e Belanja Modal sebesar Rp32.868.070.896,00, yaitu:

1) Belanja Modal Biaya Penunjang, Perencanaan, pengawasan dan
Pembangunan dan Rehabilitasi Laboratorium, Perpustakaan, Ruang
kelas PAUD, SD dan SMP sebesar Rp 18.412.919.166,00 pada
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

2) Belanja Modal Perencanaan, Pengawasan dan Pembangunan
Gedung Kantor Dinas Kesehatan sebesar Rp6.720.191.000,00 pada
Dinas Kesehatan.

3) Perencanaan Gapura Batas Kota Barat dan Timur sebesar
Rp49.958.880,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4) Jasa  konsultasi  perencanaan  gedung kantor  sebesar
Rp99.970.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5) Pembangunan BPP Wanokaka sebesar Rp619.189.950,00 pada
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

6) Sarana Penunjang RPH sebesar Rp 2.090.467.900,00 pada Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan.

7) Jasa Konsultansi Perencanaan dan Rehab Gedung Kantor sebesar Rp
60.000.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

8) Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di
Kabupaten Sumba Barat dan Pengadaan Taman sebesar
Rp54.400.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertanahan.

9) Pengawasan Pembangunan BLK dan Pembangunan Gedung BLK
sebesar Rp3.712.940.000,00 pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga
Kerja.

10) Perencanaan, Pengawasan dan Rehab Balai Penyuluhan KB sebesar
Rp228.281.000,00 pada Dinas Pengendalian  Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

11) Penataan Halaman Kantor sebesar Rp10.000.000,00 pada
Inspektorat.

12) Pengawasan dan Rehab Stadion Manda Elu, serta pengawasan dan
penataan Taman Rujab Wakil Kepala Daerah sebesar
Rp809.753.000,00 pada Sekretariat Daerah — Bagian Umum

e Belanja Barang dan Jasa Rp436.258.634,00.

e Hibah Pasar Rakyat Malata dan Pasar Rakyat Hoba Kalla dari
Kementerian sebesar  Rp6.029.836.378,00 pada Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perdagangan.
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o Reklasifikasi atas Peralatan dan Mesin "Genset" yang dicatat secara
gabungan pada KIB B menjadi Gedung Genset sebesar
Rp408.112.599,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.

e Bantuan Gedung Paud Integrasi Posyandu sebesar Rp220.000.000,00
pada Kelurahan Kampung sawah Kecamatan Kota Waikabubak.

e  Penilaian Gedung sebesar Rp3.901.500.000,00 terdiri dari:

- Koreksi pencatatan gedung atas gedung yang belum tercatat Gudang
UPBA (Belakang Kantor pariwisata) sebesar Rp510.000.000,00 pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- Koreksi pencatatan gedung atas gedung yang belum tercatat Rumah
Dokter Novita, Rumah Dokter Andre, Rumah Dokter Okta, Rumah
Dokter Direktur Atas, Gedung Oksigen, Gedung Instalasi
Pemeliharaan sarana Rumah Sakit (IPSRS) dan Gedung Kamar
Jenazah sebesar Rp3.391.500.000,00 pada Rumah Sakit Umum
Daerah.

e Reklas dari Aset Tetap Lainnya Kajian Lingkungan Hidup BLK dan
Studi Kelayakan Balai Latihan Kerja (BLK) sebesar Rp250.000.000,00
pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

e Reklas dari KDP Perencanaan Rehab RPH sebesar Rp49.500.000,00
pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

o Reklas dari Aset Lain-lain SMA N 2 Waikabubak , Gedung SDN
Bogorawatu dan Gedung SDN Bogorawatu sebesar Rp699.170.501,00
pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

» Mutasi Kurang sebesar Rp17.259.604.047,05 terdiri dari:

¢  Pembongkaran/Pemusnahan Gedung Kantor Dinas Kesehatan, Gudang
Genset Sistem Emergency dan Laboratorium Kesda Rp2.576.960.000,00
pada Dinas Kesehatan.

o Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp965.137.110,00
yaitu Peralatan kantor Rp210.978.810,00 pada Dinas Kesehatan,
Peralatan RPH Rp380.208.300,00 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan, Meubeler Sekolah Rp373.950.000,00 pada Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga.

o Reklas ke Aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp267.281.472,04
terdiri dari :

- Sumur Bor sebesar Rp169.331.472,04 pada Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja
- Pengaspalan Jalan sebesar Rp 97.950.000,00 pada Rumah Sakit
Umum Daerah.
o Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp806.800.880,00
a. Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di
Kabupaten Sumba Barat sebesar Rp36.000.000,00 pada Dinas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan.
b. Jasa konsultasi perencanaan gedung kantor sebesar
Rp99.970.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.
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c. Perencanaan Gapura Batas Kota Barat dan Timur sebesar
Rp49.958.880,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang.

d. Pengawasan dan rehabilitasi Podium Manda Elu sebesar
Rp620.872.000,00 pada Sekretariat Daerah.

2) Reklas ke Persediaan Rp727.925.379,00 yaitu :

a. Wallpaper sebesar Rp 11.764.779,00 pada Dinas Kesehatan

b. Kelengkapan petugas RPH dan Alat kebersihan sebesar
Rp68.775.600,00 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan.

c. Pembangunan ruangkelas, laboratorium, toilet dan rumah dinas
guru PAUD, SD dan SMP Swasta sebesar Rp 647.385.000 pada
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

3) Reklas ke Aset lain-lain sebesar Rp9.267.827.551,76 yaitu :

a. SMKdan SMA swasta sebesar Rp1.878.663.563,00 pada Dinas
Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

b. SD swasta sebesar Rp1.315.483.978,59 pada Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga.

c. Pustu Weekerou sebesar Rp 140.000.000,00 pada Dinas
Kesehatan.

d. Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp364.947.000,00 pada
Dinas Perhubungan.

e. Lumbung Pangan Desa dan Gedung Pertemuan Petani (TDU)
sebesar Rp266.000.000,00 pada Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan.

f.  Kandang Penampung Bio Gas, Pembangunan Kandang Jepit,
Bangunan Pagar Padang Penggebalaan Wodo/ L. Barat,
Bangunan Pagar Padang Penggebalaan Baliloku/ Wanukaka,
Bangunan Pagar Padang Penggebalaan Sodana/Lamboya,
Pembangunan Pagar Padang Hijauan Makanan ternak,
Pemagaran Padang Pengembalaan Baliloku, Pemagaran
Padang Pengembalaan, Landasan Pelelangan Kuda,
Pembangunan Unit Biogas Breeding Center Waikabubak dan
Lamboya dan Pembangunan Pengolahan Limbah/Unit Bio Gas
sebesar Rpl1.419.814.000,00 pada Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan.

g. Rumah Jaga/Loket, Bangunan TPl Wanokaka, Sarpras
Pelengkap Hatchery, Rumah Pancing (+Kolam Pancing),
Pengadaan Sarpras Tambak Kerewe, Median dan panggung
seluncur (WB) sebesar Rpl1.083.659.016,17 pada Dinas
Perikanan.

h.  Rumah Pavilium, Rontgen, Pembangunan KM/WC Kebidanan,
Administrasi, Taman dan Pemeliharaan Bangunan Nurse
Station (2 unit) sebesar Rp632.553.060,00 pada Rumah Sakit
Umum Daerah.
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i. MCK Malata, MCK Dalam Kota, Jamban Umum Kota dan
Jamban  Umum  Kampung Dalam Kota sebesar
Rp316.684.334,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

j. Security/ guard house sebesar Rp36.465.000,00 pada
Sekretariat Daerah.

k. Kantor Desa Kareka Nduku,Kantor Desa Lingu Lango, Kantor
Desa Lokory, Kantor Desa Malata, Kantor Kec. Tana Righu
Rumah Jabatan Camat Tana Righu sebesar Rp 300.279.000,00
pada Kecamatan Tana Righu.

I.  Rumah Jabatan Camat Kota Waikabubak, Tribun Manda Elu,
Kantor Desa Tebara, Kantor Desa Kalimbu Kuni, Kantor Desa
Soba Rade, Kantor Kel. Komerda, Kantor Kel. Kampung
Sawah, Kantor Kelurahan Pada Eweta dan Sarana Atletik
Gelora Pada Eweta sebesar Rp930.886.600,00 pada Kecamatan
Kota Waikabubak.

m. Gedung Balai Pertemuan, Kantor Kec. Lamboya, Gedung PPL,
RJ. Camat Lamboya dan Rumah Pegawai Kecamatan Lamboya
sebesar Rp385.092.000,00.

n. Gedung Kantor Desa Patiala Dete, Gedung Kantor Desa Gaura,
Rumah Jabatan aparat Desa Harona Kalla sebesar
Rp197.300.000,00 pada Kecamatan Lamboya Barat.

4) Belanja Modal Gedung dibawah Kkapitalisasi  sebesar

Rp28.400.000,00 vaitu:

a. Pengadaan Taman Rp 18.400.000,00 pada Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

b. Penataan Halaman Kantor sebesar Rp10.000.000,00 pada
Inspektorat.

5) Gedung dibawah kapitalisasi SDN Bogora Watu sebesar

Rp20.000.000 pada Dinas Pendidikan

6) Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Kemitraan dengan Pihak
ketiga sebesar Rp2.576.167.833,51 terdiri dari:
e Objek Wisata Bahari Waterboom (Dinas Perikanan) sebesar
Rp1.799.680.156,56.
e Gedung Café Wisata dan Pusat Jajana Kuliner Dinas Pariwisata
Ekonomi kreatif dan Kebudayaan sebesar Rp776.487.676,95.
7) Kurang volume pekerjaan sebesar Rp 23.103.820,73 terdiri dari:
e Gedung kantor dinas Kesehatan sebesar Rp 16.460.850,00.
e Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tranmigrasi
dan Ketenagakerjaan sebeasar Rp6.642.970,73.
Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada Lampiran
14

111.C.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan, Irigasi dan 31 Desember 2022 31 Desember 2021

Jaringan

Rp1.238.141.181.562,31 Rp1.164.002.431.682,38
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Jumlah tersebut merupakan jalan, jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan
yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat per 31 Desember 2022 dan

2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 61 Penjelasan Aset Tetap — Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian Nilai (Rp)

Saldo Awal per 31 Desember 2021 1.164.002.431.682,38
Koreksi Tambah 5.037.451.040,56
Koreksi Kurang -
Saldo Awal 1 Januari 2022 1.169.039.882.722,94
Tambah 85.284.535.798,79
Belanja Modal 82.806.827.773,00
Realisasi Barang dan Jasa 15.000.000,00
Reklas Antar Akun (Peralatan dan Mesin)

Reklas Antar Akun (Gedung dan Bangunan) 267.281.472,04
Reklas Antar Akun (Aset tetap Lainnya) 18.763.000,00
Reklas Antar Akun (Konstruksi Dalam Pengerjaan) 327.665.753,75
Kurang 16.183.236.959,42
Reklas Aset Lain-lain 7.140.496.448,06
Reklas Antar Akun (Aset tetap Lainnya) 99.890.000,00
Reklas Antar Akun (Konstruksi Dalam Pengerjaan) 8.557.787.057,09
Kurang Volume Pekerjaan 138.834.391,30
Saldo per 31 Desember 2022 1.238.280.015.953,61

» Koreksi Tambah saldo awal sebesar Rp5.037.451.040,56 merupakan koreksi
atas kesalahan pencatatan atas jurnal koreksi "Peningkatan Jalan Patiala-
Gaura (Hotmix) milik Propinsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang.

» Mutasi Tambah sebesar Rp85.284.535.798,79 terdiri dari :

1) Realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021
sebesar Rp82.806.827.773,00 yaitu :

e  Perencanaan, Pengawasan dan Pengadaan Sarana Air Bersih, solar
cell dan instalasi listrik sebesar Rp 1.327.785.000,00 pada Dinas
Kesehatan.

e Pembangunan Bendung dan Bantaran kali kaori, Peningkatan
Daerah Irigasi Weeluri Kalla, Peningkatan Daerah Irigasi
Weemaluppe, Pembagunan Daerah Irigasi Tombu, Daerah Irigasi
Weetana, Perencanaan dan Pengawasan Irigasi sebesar
Rp8.537.390.921,38 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

e  Perencanaan, pengawasan, peningkatan serta suvei kondisi jalan dan
jembatan sebesar Rp64.610.652.037,68 pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang.

e  Perencanaan, pengawasan dan peningkatan Drainase sebesar
Rp831.378.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang.
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e SPAM dan Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/air
Minum sebesar Rp6.190.882.229,94 pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang.

e Jasa Konsultansi Perencanaan DAK Fisik Tahun 2023 dan
Pemasangan Instalasi Listrik BPP Lamboya Barat sebesar
Rp104.963.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman.

e  Penerangan Jalan Umum sebesar Rp1.193.776.584,00 pada Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

e  Meteran Listrik sebesar Rp10.000.000,00 pada Dinas Perumahan
Kecamatan Lamboya Barat.

2) Realisasi Barang dan Jasa Instalasi listrik sebesar Rp15.000.000,00 pada
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3) Reklas dari aset tetap Peralatan dan mesin sebesar Rp1.848.997.800,00
yaitu:

a. Reklasifikasi atas Peralatan dan Mesin "Genset" yang dicatat secara
gabungan pada KIB B menjadi Jaringan Genset sebesar
Rp369.721.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.

b. Pengadan sumur Bor sebesar Rp74.953.000,00 pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata

c. Meteran dan Instalasi Jaringan Listrik sebesar Rp60.833.800,00 pada
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

d. PLTS sebesar Rp26.000.000,00 pada Dinas Kesehatan

e. PLTS sebesar Rp1.309.990.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

f. Meteran dan Instalasi Jaringan Listrik sebesar Rp7.500.000,00 pada
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

4) Reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp267.281.472,04 terdiri dari:
- Belanja modal Gedung dan bangunan Yaitu Sumur Bor sebesar

Rp169.331.472,04 pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- Pengaspalan Jalan sebesar Rp97.950.000,00 pada Rumah Sakit Umum
Daerah.

5) Reklas dari Aset Tetap Lainnya Belanja Instalasi Pusat Pengatur Listrik
sebesar Rp18.763.000,00 pada Dinas Pendidikan.

6) Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan Perencanaa jalan dalam dan
luar kota, Perencanaan irigasi 2022, perencanaan drainase 2022,
perencanaan normalisasi kali dan perencanaan spam 2022 sebesar
Rp327.665.753,75 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

» Mutasi Kurang sebesar Rp 16.183.236.959,42 terdiri dari :

1) Reklas ke Aset lain-lain sebesar Rp7.140.496.448,06 terdiri dari :

a. Koreksi Sanitasi Air Bersih milik Sekolah Swasta yang masih
tercatat dalam KIB D sebesar Rpl110.847.847,00 pada Dinas
Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

b. Jalan Patiala Gaura sebesar Rp5.461.584.000,00 pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
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c. Kolam Ikan, Sumur Bor, Instalasi Hatchery air payau, Pengaspalan
Jalan BBI Labariri, Lantai beton (keliling lokasi hatchery),
Pembuatan Sumur Bor, kolam, tandon air, sumur gorong-gorong,
PLTS dan Instalasi Telepon sebesar Rp479.539.336,06 pada Dinas
Perikanan.

d. Instalasi  Listrik dan rambu-rambu  bencana  sebesar
Rp38.884.600,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

e. Pembuatan Sumur Bor dan Pompa air, Pengadaaan dan Pemasangan
system perpipaan Unit penyedia air dan Log Yard sebesar
Rp351.477.665,00 pada Sekretariat Daerah.

f. Pembangunan TPA Lapale sebesar Rp68.742.000,00 pada
Kecamatan Kota Waikabubak.

g. Peningkatan Jalan di atas jalan milik Provinsi sebesar
Rp629.421.000,00

2) Reklas ke Aset Tetap Lainnya Survey kondisi Jalan dan Jembatan sebesar
Rp99.890.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3) Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp8.557.787.057,09
yaitu :

a. Perencanaan Jalan 1,2 dan 3 Tahun 2022, perencanaan Drainase
Tahun 2022, Perencanaan irigasi 1 dan 2, perencanaan jembatan,
jembatan weenalo dan perencanaan pembangunan jaringan air
bersih/air minum sebesar Rp8.246.967.597,89 pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang.

b. Jasa Konsultansi Perencanaan DAK Fisik Tahun 2023 sebesar
Rp99.963.000,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan.

c. Perencanaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Sumba
Barat sebesar Rp36.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.

d. SPAM Rewarara (Perdesaan) pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang sebesar Rp174.856.459,20.

4) Reklas dari Jalan Irigasi dan Jaringan Objek Wisata Bahari Waterboom
ke Kemitraan dengan Pihak ketiga Dinas Perikanan sebesar
Rp246.229.062,97.

5) Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas PUPR  sebesar
Rp138.834.391,30.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada Lampiran 15.

111.C.5. Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2022 31 Desember 2021

Rp49.856.260.752,09 Rp55.044.187.364,32

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya yang meliputi buku/perpustakaan,
ternak, tanaman, dan barang bercorak kesenian/kebudayaan yang dimiliki
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
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Tabel 62 Penjelasan Aset Tetap Lainnya

Uraian Nilai (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2021 55.044.187.364,32
Koreksi Tambah 0,00
Koreksi Kurang 5.037.451.040,56
Saldo Awal 1 Januari 2022 50.006.736.323,76
Tambah 5.512.898.878,00
Belanja Modal 4.565.681.045,00
Belanja Barang dan Jasa 284.134.490,00
Hibah 105.007.143,00
Reklas Antar Akun (Jalan Irigasi dan Jaringan) 99.890.000,00
Reklas Antar Akun (Konstruksi Dalam Pengerjaan) 458.186.200,00
Kurang 5.663.374.449,67
Reklas Antar Akun (Peralatan dan Mesin) 3.888.531.745,00
Reklas Antar Akun (Gedung dan Banguan) 250.000.000,00
Reklas Antar Akun (Jalan Irigasi dan Jaringan) 18.763.000,00
Reklas Antar Akun (Konstruksi Dalam Pengerjaan) 299.111.700,00
Reklas Aset Lain-lain 1.206.968.004,67
Saldo per 31 Desember 2022 49.856.260.752,09

»  Koreksi kurang saldo awal sebesar Rp5.037.451.040,56 merupakan koreksi atas
kesalahan pencatatan atas jurnal koreksi Peningkatan Jalan Patiala - Gaura
(Hotmix) milik Propinsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

» Mutasi Tambah sebesar Rp5.512.898.878,00 terdiri dari :

o Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.565.681.045,00
yaitu

- Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya atas Buku serta Peralatan
dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp4.016.569.345,00 pada Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

- Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya Perencanaan Pembuat
Rencana Umum Jaringan Jalan (RUJJ) sebesar Rp299.111.700,00 pada
Dinas Pekarjaan Umum dan Penataan Ruang.

- Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya Kajian Lingkungan Hidup
BLK dan Studi Kelayakan Balai Latihan Kerja (BLK) sebesar
Rp250.000.000,00 pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

o Realisasi Barang dan Jasa sebesar Rp284.134.490,00 terdiri dari :
a. Pengadaan Alat Kesenian Rp14.135.000,00 pada Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perdagangan.
b. Pengadaan ternak babi jantan dan betina Rp269.999.490,00 pada
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
o Hibah Koleksi Buku bahan Pustaka dari Perpustakaan Negara sebesar
Rp105.007.143,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
o  Reklas dari Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp99.890.000,00 terdiri dari:
- Survey kondisi jalan dan jematan sebesar Rp99.890.000,00 pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
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e Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan survey kondisi jalan (tersebar),
survey Kkondisi jembatan, Penyusunan Dokumen Kebijakan dan
Strategi/Rispam, dan Revisi dokumen Rispam sebesar Rp 458.186.200,00
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

» Mutasi Kurang sebesar Rp5.663.374.449,67 terdiri dari :

o Reklas ke Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin sebesar
Rp3.888.531.745,00 pada Dinas Pendidikan.

o Reklas ke Gedung dan Bangunan Kajian Lingkungan Hidup BLK dan
Studi Kelayakan Balai Latihan Kerja (BLK) sebesar Rp250.000.000,00
pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

e Reklas ke Jalan Iragasi dan Jaringan Instalasi Pusat Pengatur Listrik
sebesar Rp18.763.000,00 pada Dinas Pendidikan.

o Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Perencanaan Pembuat Rencana
Umum Jaringan (Jalan RUJJ) sebesar Rp299.111.700,00 pada Dinas
Pekarjaan Umum dan Penataan Ruang.

o Reklas ke Aset Lain-Lain sebesar Rp1.206.968.004,67 terdiri dari:

- Buku Peraturan Perundang — undangan sebesar Rp4.790.000,00 pada
Dinas Perhubungan.

- Buku IImu Pengetahuan dan Teknologi, sapi paron, kerbau jantan dan
betina, babi jantan dan betina, anakan babi dan anakan kuda sebesar
Rp1.012.068.454,67 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- Buku Perikanan Budi Daya dan indukan ikan sebesar
Rp146.225.000,00 pada Dinas Perikanan.

- Buku Sosiologi sebesar Rp226.000,00pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Buku Undang-Undang Rp43.658.550,00 pada Sekretariat Daerah.

Rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

111.C.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi Dalam 31 Desember 2022 31 Desember 2021

Pengerjaan Rp17.891.442.227,73 Rp8.369.899.753,74

Jumlah tersebut merupakan nilai konstruksi yang belum selesai atau belum siap
digunakan per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari :
Tabel 63 Penjelasan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian Nilai (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2021 8.369.899.753,74
Koreksi Tambah 0,00
Koreksi Kurang 0,00
Saldo Awal 1 Januari 2022 8.369.899.753,74
Mutasi Tambah 10.529.021.450,59
Tanah 91.580.841,00
Peralatan dan mesin 0
Gedung dan Bangunan 806.800.880,00
Jalan Irigasi dan Jaringan 8.557.787.057,09
Aset Tetap Lainnya 299.111.700,00
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Uraian Nilai (Rp)
Kewajiban 680.791.285,00
Barang dan Jasa 92.949.687,50
Mutasi Kurang 1.007.478.976,60
Gedung dan Bangunan 49.500.000,00
Jalan Irigasi dan Jaringan 327.665.753,75
Aset Tetap Lainnya 458.186.200,00
Aset Lain-lain 168.509.000,00
Kekurangan Volume Pekerjaan 3.618.022,85
Saldo per 31 Desember 2022 17.891.442.227,73

» Mutasi Tambah sebesar Rp10.529.021.450,59 terdiri dari :

1) Belanja Modal Tanah Jasa appraisal tanah untuk bangunan faskes sebesar
Rp 91.580.841,00 pada Dinas Kesehatan.

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp806.800.880,00 terdiri
dari:

a. Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di
Kabupaten Sumba Barat sebesar Rp36.000.000,00 pada Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

b. Jasa konsultasi  perencanaan  gedung kantor  sebesar
Rp99.970.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Perencanaan Gapura Batas Kota Barat dan Timur sebesar
Rp49.958.880,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

d. Pengawasan dan rehabilitasi Podium Manda Elu sebesar
Rp620.872.000,00 pada Sekretariat Daerah.

2) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp8.557.787.057,09
yaitu :

a. Perencanaan Jalan 1,2 dan 3 2022, perencanaan Drainase 2022,
Perencanaan irigasi 1 dan 2, perencanaan jembatan, jembatan
weenalo dan perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air
minum sebesar Rp8.246.967.597,89 pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang.

b. Jasa Konsultansi Perencanaan DAK Fisisk Tahun 2023 sebesar
Rp99.963.000,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan

c. Perencanaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Sumba
Barat sebesar Rp36.000.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

d. Reklasifikasi aset tetap Jaringan SPAM Desa Rewarara yang masih
dalam pengerjaan namun telah dicatat sebagai AT JIJ sebesar
Rpl174.856.459,20 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang.

3) Belanja Modal Aset tetap Lainnya Perencanaan Pembuat Rencana Umum
Jaringan (Jalan RUJJ) sebesar Rp 299.111.700,00 pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang.

4) Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp92.949.687,50 terdiri dari:
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- Perencanaan Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan
dan Perencanaan Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan
Bangunan Damija sebesar Rp84.949.687,50 pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang.

- Perencanaan rehab gedung kantor sebesar Rp8.000.000,00 pada
Inspektorat Kabupaten.

5) Kewajiban SPAM Sobarade, Jembatan Weenalo, SPAM Rewarara dam
jalan lingkungan perkotaan sebesar Rp680.791.285,00 pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

» Mutasi Kurang sebesar Rp1.007.478.976,60 terdiri dari :

1) Reklas ke Gedung dan Bangunan Perencanaan Gapura Batas Kota Barat
dan Timur sebesar Rp49.500.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.

2) Reklas ke Jalan Irigasi dan Jaringan Perencanaa jalan dalam dan luar kota
kota,Perencanaan irigasi 2022,perencanaan drainase 2022, perencanaan
normalisasi kali dan perencanaan spam 2022 sebesar Rp 327.665.753,75
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3) Reklas ke Aset Tetap Lainnya survey kondisi jalan (tersebar), survey
kondisi jembatan, Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi/Rispam,
dan Revisi dokumen Rispam sebesar Rp 458.186.200,00 pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4) Reklas ke Aset Lain-lain Perencanaan Jalan Lingkungan sebesar
Rp168.509.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan.

5) Kekurangan volume pekerjaan Pada Dinas PUPR sebesar
Rp.3.618.022,85.

Rincian Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan dapat dilihat pada

Lampiran 17.

111.C.7. Akumulasi Penyusutan
Akumulasi 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Penyusutan (Rp1.453.516.474.162,84) (Rp1.335.207.112.850,87)
Penyusutan merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan berbagai metode yang
sistematis sesuai dengan masa manfaat. Nilai penyusutan untuk masing-masing
periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Metode penyusutan yang
digunakan adalah metode garis lurus. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah
menetapkan kebijakan akuntansi menyangkut penyusutan, sehingga nilai
akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.453.516.474.162,84)

Tabel 64 Penjelasan Akumulasi Penyusutan

Uraian Nilai (Rp)
Saldo per 31 Des 2021 1.335.207.112.850,87
Koreksi Tambah 13.686.481.280,33
Koreksi Kurang 805.221.504,23
Saldo awal 1 Januari 2022 1.348.088.372.626,97
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 50.413.490.206,88
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 13.958.898.561,06
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Uraian Nilai (Rp)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 916.206.651,51
Beban Penyusutan Jalan Irigasi Jaringan 68.564.283.617,21
Beban Penyusutan Jalan Irigasi Jaringan (Kapitalisasi) 7.895.831.843,58
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 18.586.260,00
Mutasi Tambah 3.068.095.951,99
Mutasi Kurang 39.407.291.556,36
Saldo per 31 Desember 2022 1.453.516.474.162,84

Rincian Akumulasi Penyusutan dapat dilihat pada Lampiran 18.

»  Koreksi Tambah sebesar Rp13.686.481.280,33 merupakan hasil reklasifikasi
aset tetap, pembulatan angka, penilaian aset tetap, kapitalisasi ke aset induk
dan koreksi saldo awal tahun sebelumnya yang belum tercatat, dengan rincian
sebagai berikut:

1. Koreksi Tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.874.778.771,45.
2. Koreksi Tambah Jalan,Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 6.809.951.042,21.
3. Koreksi Tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.751.466,67

» Koreksi Kurang Rp805.221.504,23 merupakan merupakan hasil reklasifikasi
aset tetap, pembulatan angka, penilaian aset tetap, kapitalisasi ke aset induk
dan koreksi saldo awal tahun sebelumnya yang belum tercatat, dengan rincian
sebagai berikut:

1. Koreksi Kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp155.566.719,80.
2. Koreksi Kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp153.089.665,09.
3. Koreksi Kurang Jalan,lrigasi dan Jaringan sebesar Rp496.565.119,34.

» Mutasi Tambah sebesar Rp3.068.095.951,99 dengan rincian sebagai berikut :

1. Peralatan dan Mesin sebesar Rp553.955.080,00.
2. Gedung dan Bangunan sebesar Rp 1.895.468.251,99.
3. Jalan,lrigasi dan Jaringan sebesar Rp 618.672.620,00.

»  Mutasi Kurang sebesar Rp39.407.291.556,36 dengan rincian sebagai berikut :

1. Peralatan dan Mesin dibawah kapitalisasi Rp1.680.780.243,99.

2. Peralatan dan Mesin ke persediaan Rp652.325.710,00.

3. Peralatan dan Mesin ke Aset lain-lain Rp17.627.197.152,37.

4. Peralatan dan Mesin ke Jalan Irigasi dan Jaringan Rp1.394.356.760,00.

5. Peralatan dan Mesin ke Aaset Tak berwujud Rp1.350.304.640,00

6. Reklas dari Peralatan dan mesin ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga
sebesar Rp5.828.031.942,50 .

7. Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain Rp2.579.223.579,76.

8. Gedung dan Bangunan  Pembongkaran/Pemusnahan  sebesar
Rp1.105.390.400,00.

9. Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan Rp43.098.000,00.

10. Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga
sebesar Rp501.752.044,46.

11. Reklas dari Jalan Irigasi dan Jaringan ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga
sebesar Rp146.320.126,13.

12. Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Lain-lain Rp6.498.510.957,15.
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111.D. DANA CADANGAN
Dana Cadangan 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp0,00 Rp0,00
Tidak terdapat pembentukan Dana Cadangan pada tanggal neraca. Dana cadangan
adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana
relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran dan
peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

I1.E. ASET LAINNYA

I11.E.1. Tuntutan Ganti Rugi
Tuntutan Ganti Rugi 31 Desember 2022 31 Desember 2021

Rp 1.225.531.234,88 Rp5.856.693.158,16

Jumlah tersebut merupakan saldo tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
tidak lancar meliputi hasil temuan pemeriksaan BPK RI, BPKP, Inspektorat
Provinsi NTT, dan Inspektorat Kabupaten Sumba Barat yang menimbulkan
kerugian daerah per 31 Desember 2022 dan 2021.

111.E.2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Kemitraan dengan 31 Desember 2022 31 Desember 2021

Pihak Ketiga Rp10.794.825.071,48 Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo atas pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh

pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati per 31 Desember
2022.

Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat dilihat pada Lampiran 19.1.
I111.E.3. Aset Tak Berwujud

Aset Tak 31 Desember 2022 31 Desember 2021

Berwujud Rp4.393.141.635,00 Rp3.554.565.645,00

Saldo sebesar Rp3.041.485.645,00 00 adalah Aset Tak Berwujud per 31 Desember
2022 terdiri dari :

Tabel 65 Penjelasan Aset Tak Berwujud

Uraian Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2021 3.554.565.645,00
Koreksi Tambah 0
Koreksi Kurang 0
Saldo per 1 Januari 2022 3.554.565.645,00
Mutasi Tambah 1.351.655.990,00
Mutasi Kurang 513.080.000,00
Saldo per 31 Desember 2022 4.393.141.635,00

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 20.
» Mutasi Tambah sebesar Rp1.351.655.990,00 merupakan reklas ke dari
Peralatan dan Mesin berupa Software pembelajaran pada Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga.
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» Mutasi Kurang sebesar Rp513.080,00 merupakan reklas ke Aset Lain-Lain
pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

I11.E.4. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp74.065.869.441,22 Rp61.370.967.891,40
Jumlah tersebut merupakan aset lain-lain meliputi emas, penataan lahan, peralatan
mesin yang rusak berat dan yang tidak dapat ditemukan serta gedung dan bangunan
yang rusak berat dan sekolah swasta.

Tabel 66 Penjelasan Aset Lain-Lain

Uraian Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2021 61.370.967.891,40
Koreksi Tambah 0,00
Koreksi Kurang 0,00
Saldo per 1 Januari 2022 61.370.967.891,40
Mutasi Tambah 40.588.924.981,10
Mutasi Kurang 27.894.023.431,28
Saldo per 31 Desember 2022 74.065.869.441,22

Rincian Aset Lain-lain dapat dilihat pada Lampiran 22.
» Mutasi Tambah sebesar Rp40.588.924.981,10 adalah barang-barang yang
sudah tidak bisa dimanfaatkan, tidak diketahui keberadaannya dan Gedung
sekolah Swasta terdiri dari:

No Perangkat Daerah Nilai (Rp)
1 Dinas Pendidikan 3.413.068.998,59
2 Dinas Kesehatan 140.000.000,00
3 Dinas Pekarjaan Umum dan Penataan Ruang 6.567.671.933,00.
4 Dinas Perhubungan 5.719.559.872,43
5 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan 302.188.680,00
6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 491.681.320,00
7 Dinas Sosial 83.114.800,00
8 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1.004.890.433,33
9 Dinas Peternakan 3.124.480.904,67
10 Dinas Perikanan 3.021.235.166,23
11 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 39.924.355,01
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 290.925.300,00
13 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 83.798.240,00
14 | Dinas Komunikasi, Informatika,Persandian dan Statistik 111.454.000,00
15 Dinas Lingkungan Hidup 165.680.800,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan 341.179.556,78
16 dan Perlindungan Anak
17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 305.520.010,00
18 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 157.932.830,73
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19 Rumah Sakit Umum Daerah 632.553.060,00
20 Inspektorat 419.559.709,99
21 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 1.105.428.667,73
22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 118.678.675,00
23 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 379.965.082,00
24 BPBD 369.125.600,00
25 Badan Keuangan,Aset dan Pendapatan Daerah 2.083.285.277,00
26 | Badan Pendapatan Daerah 1.461.372.492,00
27 Bagian Umum 4.127.310.996,74
28 Kecamatan Tanarighu 1.082.231.375,00
29 Kecamatan Loli 764.249.753,30
30 Kecamatan Kota Waikabubak 1.234.819.705,05
31 Kecamatan Wanukaka 323.839.312,72
32 Kecamatan Lamboya 599.545.817,00
33 | Kecamatan Lamboya Barat 522.652.256,80
Total 40.588.924.981,10
» Mutasi Kurang sebesar Rp27.894.023.431,28 merupakan reklas dari
akumulasi penyusutan terdiri dari :
No Perangkat Daerah Nilai (Rp)
1 Dinas Pendidikan 1.213.438.033,44
2 Dinas Kesehatan 56.000.000,00
3 Dinas Pekarjaan Umum dan Penataan Ruang 6.567.303.133,00
4 Dinas Perhubungan 5.275.118.369,94
5 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan 297.377.492,50
6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 473.648.520,00
7 Dinas Sosial 83.114.800,00
8 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 816.610.083,33
9 Dinas Peternakan 788.690.465,00
10 Dinas Perikanan 1.734.347.541,41
11 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 39.924.355,01
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 115.091.475,00
13 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 83.798.240,00
14 | Dinas Komunikasi, Informatika,Persandian dan 91.894.150,00
15 Dinas Lingkungan Hidup 159.441.120,00
16 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan 332.701.581,78
17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 290.557.590,00
18 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 153.359.780,73
19 | Rumah Sakit Umum Daerah 247.394.130,80
20 Inspektorat 376.712.984,99
21 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 1.088.808.647,73
22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 115.863.675,00
23 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 371.303.082,00
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24 | BPBD 285.172.480,00
25 | Badan Keuangan,Aset dan Pendapatan Daerah 1.793.618.569,96
26 Badan Pendapatan Daerah 354.256.014,00
27 | Bagian Umum 1.655.542.221,07
28 Kecamatan Tanarighu 962.786.810,00
29 Kecamatan Loli 293.620.897,03
30 Kecamatan Kota Waikabubak 622.995.511,65
31 Kecamatan Wanukaka 321.291.982,54
32 Kecamatan Lamboya 407.236.686,57
33 Kecamatan Lamboya Barat 425.003.006,80

Total 27.894.023.431,28

111.E.5. Akumulasi Amortisasi

Akumulasi Amortisasi

31 Desember 2022

31 Desember 2021

(Rp4.249.170.385,00)

(Rp3.219.663.770,00)

Akumulasi Amortisasi sebesar (Rp4.249.170.385,00) merupakan penambahan

beban amortisasi aset tak berwujud.

Tabel 67 Penjelasan Akumulasi Amortisasi

Uraian Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2021 3.219.663.770,00
Koreksi Tambah 0
Koreksi Kurang 0
Saldo per 1 Januari 2022 3.219.663.770,00
Mutasi Tambah 1.542.586.615,00
Mutasi Kurang 513.080.000,00
Saldo per 31 Desember 2022 4.249.170.385,00

Rincian Amortisasi dapat dilihat pada Lampiran 21
» Mutasi Tambah sebesar Rp1.542.586.615,00 terdiri dari :

No Perangkat Daerah Uraian (Rp)
1 | Beban Amortisasi Dinas Pendidikan 8.415.000,00
Akumulasi Amortisasi Dinas Pendidikan (reklas dari Peralatan dan 1.351.655.990,00
2 | Mesin)
3 | Beban Amortisasi Dinas Perhubungan 22.687.500,00
4 | Beban Amortisasi Badan Pendapatan Daerah 31.848.750,00
5 Beban Amortisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14.685.625,00
6 | Beban Amortisasi Dinas Komunikasi, Informatika,Persandian dan 3.325.000,00
Beban Amortisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan 9.968.750,00
7 | Daerah
Total 1.542.586.615,00

» Mutasi kurang sebesar Rp513.080.000,00 adalah akumulasi amortisasi yang
direklas ke aset lain-lain pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
111.E.6. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Akumulasi Penyustan

31 Desember 2022

31 Desember 2021
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Kemitraan dengan Pihak (Rp7.158.002.023,76) (Rp0,00)

Ketiga

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak
Ketiga atas pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga dalam jangka
waktu tertentu yang sudah disepakati per 31 Desember 2022.

Rincian Akumlasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat dilihat pada Lampiran
19.2

1. KEWAJIBAN

11.LA. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

11.A.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang Perhitungan 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Fihak Ketiga (PFK) Rp8.397.651,00 Rp459.985.400,10
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang
dilakukan Pemerintah Daerah baik melalui BUD maupun yang dipungut oleh
Bendahara Pengeluaran SKPD yang harus diserahkan kepada Pihak Lain.

Tabel 68 Penjelasan Utang PFK

Uraian Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2021 459.985.400,10
Koreksi kurang 0,00
Saldo per 1 Januari 2022 459.985.400,10
Mutasi Tambah 8.397.651,00
Mutasi Kurang 459.985.400,10
Saldo per 31 Desember 2022 8.397.651,00

e  Mutasi Tambah sebesar Rp 8.397.651,00 yang belum disetor per 31 Desember
2022 terdiri dari:
- IWP sebesar Rp433.353,00
- BPJS sebesar Rp159.358,00
- JKK sebesar Rp10.794,00
- JKM sebesar Rp32.383,00 , dan
- PPh Pasal 21 sebesar Rp7.761.763,00

e Mutasi Kurang sebesar Rp459.985.400,10 yaitu PFK BUD Tahun 2021 yang
disetor Tahun 2022.

11.A.2. Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp56.580,01 Rp700.856,01
Pendapatan diterima dimuka adalah kewaiban yang timbul karena adanya kas yang
telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian
barang/jasa belum belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
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Tabel 69 Penjelasan Pendapatan diterima Dimuka

Uraian Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2021 700.856,01
Mutasi Tambah 0,00
Mutasi Kurang 644.276,00
Saldo per 31 Desember 2022 56.580,01

e Mutasi Kurang pendapatan diterima dimuka telah terealisasi tahun 2022 atas
Pembayaran PBB-P2 Bank NTT sebesar Rp644.276,00.

11.A.3. Utang Belanja
Utang Belanja 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp13.259.984.617,20 Rp16.319.657.758,15
Utang belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah
daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang
pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai dengan tanggal
pelaporan belum dilakukan pembayaran.
Tabel 70 Penjelasan Utang Belanja

Uraian Nilai (Rp)
Saldo per 31 Des 2021 16.319.657.758,15
Koreksi Kurang 140.410.756,96
Saldo per 1 Januari 2022 16.179.247.001,20
Mutasi Tambah 7.678.725.301,00
Mutasi Kurang 10.597.987.685,00
Saldo per 31 Des 2022 13.259.984.617,20

»  Koreksi Kurang sebesar Rp140.410.756,96 merupakan Kelebihan Pencatatan
Utang Gaji Tenaga BLUD di RSUD Waikabubak Tahun 2021 sebesar
Rp32.500.00,00 dan kelebihan pencatatan utang belanja modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan pekerjaan pembangunan SPAM Loda Pare Tahun 2020 sebesar
Rp107.910.756,95.

»  Mutasi Kurang sebesar Rp10.597.987.685,00 terdiri dari :

1. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.424.754.155,00 tediri dari:
e Pelunasan Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan sebesar
Rp766.000.000,00
e Pelunasan Honor Penanganan Covid TA 2021 sebesar
Rp400.714.431,00
¢ Pelunasan Pengadaan Obat sebesar Rp258.039.724,00
2. RSUD Waikabubak sebesar Rp9.173.233.530,00 terdiri dari Pelunasan
Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp1.140.500.000,00 dan belanja barang
jasa sebesar Rp8.032.733.530,00

»  Mutasi Tambah sebesar Rp7.678.725.301,00 terdiri dari:

1. RSUD Waikabubak sebesar Rp6.980.890.133,00 terdiri dari Belanja
Pegawai BLUD sebesar Rp1.746.500.000,00, belanja Barang jasa BLUD
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sebesar Rp3.640.639.945,00 dan Utang belanja insentif covid bulan
Januari sampai April dan November sampai Desember Tahun 2022
sebesar Rp1.593.750.188,00
2. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persendian dan Statistik sebesar
Rp2.043.883,00 terdiri dari Belanja BPJS Kesehatan.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp15.000.000,00 terdiri
dari Belanja Hadian Lomba antar Kelurahan/Desa yg belum di bayarkan.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp680.791.285,00
terdiri dari:
e Pembangunan Layanan Air Minum SPAM Sobarade sebesar
Rp69.639.029,00
¢ Pembangunan Jembatan Weenalo sebesar Rp172.679.640,00
e Pembangunan Layanan Air Minum SPAM Desa Rewarara sebesar

Rp72.033.321,00
¢ Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan sebesar
Rp366.439.295,00
2022 2021
Rp Rp

Pembangunan fisik jalan,Jembatan,SPAM 712.764.842,00 139.884.313,95
Insentif, honor BLUD, jasa pelayanan, obat 12.388.215.694,00 14.613.059.091,00
Honor Covid dan obat 0,00 1.424.754.155,00
Makan Minum dan Transportasi 20.000.000,00 20.000.000,00
Pengawasan gedung kantor 14.272.948,20 14.272.948,20
Perencanaan pembangunan cagar budaya 39.728.000,00 39.728.000,00
BPJS Kesehatan 2.043.883,00 0,00
Hadiah Lomba 15.000.000,00 0,00
Belanja Pegawai BOS 67.959.250,00 67.959.250,00
Jumlah 13.259.984.617,20 16.319.657.758,15

Rincian Kewajiban dapat dilihat pada Lampiran 23.

111.3. EKUITAS
Ekuitas 31 Desember 2022 31 Desember 2021

Rp1.324.144.604.620,84 Rp1.317.669.050.330,97
Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yaitu
selisih nilai aset dengan kewajiban.

IV. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)
Pendapatan - LO
Pendapatan — LO Kabupaten Sumba Barat per 31 Desember 2022 sebesar
Rp638.139.842.933,83 jika dibandingkan dengan Pendapatan-LO tahun 2021 sebesar
Rp627.523.199.770,64 terjadi kenaikan sebesar Rp10.616.643.163,19 atau 1,69 % dengan
rincian sebagai berikut :
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Tabel 71 Pendapatan - LO

L - Kenaikan
No Uraian Realisasi Realisasi /Penurunan %
Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) (Rp)
1 Pendapatan Asli 72.138.710.873,83 58.317.598.750,64 13.821.112.123,19 | 23,70
Daerah
) Pendapatan 531.250.313.727,00 | 544.735.944.928,00 | (13.485.631.201,00) | (2,48)
Transfer
Lain-lain 34.750.818.333,00 24.469.656.092,00 10.281.162.241,00 | 42,02
3 | Pendapatan yang
Sah
Jumlah 638.139.842.933,83 | 627.523.199.770,64 10.616.643.163,19 1,69

IV.A.1 Pendapatan Asli Daerah— LO
Pendapatan Asli Daerah—LO Kabupaten Sumba Barat periode 31 Desember 2022 sebesar
Rp72.138.710.873,83 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp58.317.598.750,64
mengalami kenaikan sebesar Rp13.821.112.123,19 atau 23,70% dengan rincian sebagai

berikut:
Tabel 72 Pendapatan Asli Daerah — LO di SKPD
Pendapatan Asli Daerah — LO
No SKPD Pendapatan Pajak Pendapatan Pengelolaan Lain-lain PAD yang
Daerah — LO Retribusi Daerah — Kekayaan Daerah Sah
LO yang Dipisahkan
1 Dinas Pendidikan - 24.672.000,00 - -
2 Dinas Kesehatan - 1.569.374.700,00 - 6.513.459.875,00
3 RSUD - - - 28.018.998.617,39
4 RS Kelas D Pratama 4.680.000,00 433.385.500,00
Hobakalla
5 Dinas PUPR - 171.575.612,00 - -
6 Dinas Perhubungan - 729.020.000,00 - -
Dinas Koperasi, 279.882.000,00
Perindustrian dan
Perdagangan
8 Dinas Perikanan - 54.100.000,00 - -
9 Dinas Pertanian dan - 182.886.000,00 - -
Ketahanan Pangan
10 | Dinas Peternakan dan - 6.713.000,00 - -
Kesehatan Hewan
11 | Sekretariat Daerah - 10.260.000,00 - 4.765.000,00
12 | Badan Pendapatan 27.288.884.669,50 9.050.800,00 4.531.104.366,00 2.305.898.733,94
Jumlah 27.288.884.669,50 3.042.214.112,00 4.531.104.366,00 37.276.507.726,33

Saldo Pendapatan Asli Daerah — LO per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp72.138.710.873,83 dengan rincian pada masing — masing SKPD sebagai berikut:
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No SKPD Pendapatan Asli Daerah — LO
1 Dinas Pendidikan 24.672.000,00
2 Dinas Kesehatan 8.082.834.575,00
3 RSUD 28.018.998.617,39
4 RS Kelas D Pratama Hobakalla 438.065.500,00
5 Dinas PUPR 171.575.612,00
6 Dinas Perhubungan 729.020.000,00
7 Dinas Koperasi, Perindustrian dan 279.882.000,00

Perdagangan
8 Dinas Perikanan 54.100.000,00
9 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 182.886.000,00
10 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 6.713.000,00
11 | Sekretariat Daerah 15.025.000,00
12 | Badan Pendapatan 34.134.938.569,44
Jumlah 72.138.710.873,83

Terdapat perbedaaan angka antara Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional dan
Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran pada setiap SKPD sebesar Rp

1.693.398.935,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 73 Selisih antara LRA dan LO

No

SKPD Pendapatan — LO Pendapatan — LRA Selisih

Keterangan

Dinas Pendidikan 24.672.000,00 25.352.250,00
(680.250,00)

Pelunsan Piutang rumah dinas
tahun 2022

Dinas Kesehatan 8.082.834.575,00 8.078.614.175,00 4.220.400,00

Pelunasan piutang rumah dinas
TA 2021 yang dibayar pada
TA 2022 sebesar
Rp.340.800,00 dan
penambahan piutang TA 2022
Rp 4.561.200,00

RSUD 28.018.998.617,39 26.854.423.817,39 1.164.574.800,00

Pelunasan piutang BPJS TA
2021 dibayar Tahun 2022
sebesar Rp3.547.695.600,00
dan penambahan piutang BPJS
bulan Nopember — Desember
Tahun 2022 sebesar
Rp4.712.270.400,00

RS Pratama 438.065.500,00 438.065.500,00 0,00
Hobakalla

Dinas PUPR 171.575.612,00 171.575.612,00 0,00

Dinas Perhubungan 729.020.000,00 450.620.000,00 278.400.000,00

Pelunasan piutang TA 2021
yang dibayar Tahun 2022
sebesar Rp422.520.000,00 dan
penambahan Piutang retribusi
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No SKPD Pendapatan — LO Pendapatan — LRA Selisih Keterangan
kekayaan daerah ( truk manda
elu ) tahun 2022 sebesar
Rp700.920,000,00
7 Dinas Koperasi, 279.882.000,00 241.109.000,00 38.773.000,00 Pelunasan piutang TA 2021
Perindustrian  dan yang dibayar TA 2022 sebesar
Perdagangan Rp172.864.000,00
Penambahan piutang retribusi
TA 2022 sebesar
Rp211.637.000,00

Dinas Perikanan 54.100.000,00 54.100.000,00 - -

Dinas Pertanian dan 182.886.000,00 182.886.000,00 - -

Ketahanan Pangan

10 Dinas  Peternakan 6.713.000,00 6.713.000,00 - -
dan Kesehatan
Hewan

11 Sekretariat Daerah 15.025.000,00 15.025.000,00 - -

12 Badan Pendapatan 34.134.938.569,44 33.926.827.584,44 208.110.985,00 o Pajak daerah sebesar
Daerah Rp214.751.473,00 terdiri dari

realisasi  piutang  sebesar
Rp81.556.605,00 dan
penambahan piutang pajak
sebesar Rp296.308.078,00

e Lain-lain Pad yang sah
sebesar Rp6.640.488,00
adalah pelunasan piutang
atas kelebihan pembayaran
gaji dan tunjangan yang
dipotong oleh PT TASPEN
sebesar Rp6.900.000,00 dan
Penambahan pendapatan
remunerasi atas pendapatan
atas transfer DBH non tunai
melalui TDF tahun 2022
sebesar Rp259.512,00.

Total 72.138.710.873,83 70.445.311.938,83 1.693.398.935,00

Selisih pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional dan Pendapatan Pajak Daerah
pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp214.751.473,00

terdiri dari :
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MUTASI MUTASI
NO URAIAN TAMBAH KURANG SELISIH
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5

1. Pajak Hotel 0,00 81.503.605,00 | (81.503.605,00)

2. Pajak Restoran 0,00 53.000,00 (53.000,00)

3. Pajak Reklame 500,00 0,00 500,00

4 Pajak Mineral 8,00 0,00 8,00
Bukan Logam dan
Batuan lainnya

5. PBB-P2 115.844.460,00 0,00 | 115.844.460,00

6. BPHTB 180.463.110,00 0,00 | 180.463.110,00
JUMLAH TOTAL 296.308.078,00 81.556.605,00 | 214.751.473,00

a. Mutasi tambah sebesar Rp296.308.078,00 merupakan piutang yang bertambah
di Tahun 2022 terdiri dari :

v" Pajak Reklame sebesar Rp500,00

v" Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sebesar Rp8,00

v' PBB P2 sebesar Rp115.844.460,00

v" BPHTB sebesar Rp180.463.110,00
b. Mutasi kurang sebesar Rp81.556.605,00 terdiri dari :

v Pelunasan piutang pajak hotel sebesar Rp81.503.605,00

v" Pelunasan pajak restoran sebesar Rp53.000,00
Selisih pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Operasional dan Pendapatan
Retribusi Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp320.713.150,00 Tahun
2022 terdiri dari :
a. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri

dari:
MUTASI MUTASI SELISIH
NO URAIAN TAMBAH KURANG
(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 4 5 6

1. | Dinas Pendidikan 0,00 680.250,00 (680.250,00)
2. | Dinas Kesehatan 4.561.200,00 340.800,00 4.220.400,00
3. | Dinas Perhubungan 700.920.000,00 | 422.520.000,00 | 278.400.000,00
4. | Dinas Koperindag 211.637.000,00 | 172.864.000,00 | 38.773.000,00

JUMLAH 917.118.200,00 | 596.993.550,00 | 320.713.150,00
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e Mutasi tambah sebesar Rp917.118.200,00 merupakan piutang retribusi
pemakaian kekayaan daerah Tahun Anggaran 2022.

e Mutasi kurang sebesar Rp596.993.550,00 merupakan realisasi piutang
retribusi pemakaian kekayaan daerah Tahun Anggaran 2022.

b. Selisih Lain-lain PAD yang sah pada LO dan Pendapatan Lain-lain PAD yang
sah pada LRA sebesar Rp1.157.934.312,00 terdiri dari :

o Pelunasan piutang BPJS TA 2021 dibayar Tahun 2022 sebesar
Rp3.547.695.600,00 dan penambahan piutang BPJS bulan Nopember —
Desember Tahun 2022 sebesar Rp4.712.270.400,00

e Pelunasan piutang atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan yang
dipotong oleh PT TASPEN sebesar Rp6.900.000,00

¢ Penambahan pendapatan remunerasi atas pendapatan atas transfer DBH non
tunai melalui TDF tahun 2022 sebesar Rp259.512,00.

IV.A.2 Pendapatan Transfer— LO
Pendapatan Transfer — LO Kabupaten Sumba Barat untuk periode 31 Desember 2022
sebesar Rp523.542.655.673,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar
Rp544.735.944.928,00 mengalami penurunan sebesar Rp21.193.289.255,00 atau
4,05% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74 Pendapatan Transfer - LO

. Realisasi Realisasi Kenaikan/ Penurunan
No Uraian %
Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) (Rp)

A.2.1 | Dana Perimbangan 498.205.139.253,00 528.661.041.010,00 (30.455.901.757,00) 5,96
1) Dana Bagi Hasil Pajak 10.384.414.115,00 11.900.479.536,00 | (1.516.065.421,00) (12,74)
2) Dana Bagi Hasil/SDA 1.070.018.977,00 0,00 1.070.018.977,00 100
3) Dana Alokasi Umum 370.784.608.355,00 373.154.810.990,00 (2.370.202.635,00) (0,64)
4) Dana Alokasi Khusus 115.966.097.806,00 143.605.750.484,00 (27.639.652.678,00) | (19,25)

Tranfer Pemerintah
A22 . 13.804.604.000,00 0,00 13.804.604.000,00 (100)
Pusat Lainnya
1) Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00
2) Dana Insentif Daerah 13.804.604.000,00 0,00 13.804.604.000,00 (100)
Transfer Pemerintah
A23 L 19.240.570.474,00 16.074.903.918,00 3.165.666.556,00 19,69
Provinsi
1) Bagi Hasil Pajak 19.240.570.474,00 16.074.903.918,00 3.165.666.556,00 19,69
2) Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00 0,00 0,00
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. Realisasi Realisasi Kenaikan/ Penurunan
No Uraian %
Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) (Rp)
Bantuan Keuangan dari
3) L. 0,00 0,00 0,00 0,00
Provinsi
Jumlah 531.250.313.727,00 544.735.944.928,00 (13.485.631.201,00) | (2,48)

Pendapatan Transfer - LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp531.250.313.727,00 jika

dibandingkan dengan dengan Pendapatan Transfer - LRA  sebesar

Rp599.403.659.304,00 terdapat selisin sebesar (Rp68.153.345.577,00) Hal ini

disebabkan karena :

> Mutasi Kurang sebesar Rp71.006.553.000,00,00 yaitu Transfer Pemerintah
Pusat - Lainnya Dana Desa yang tidak dicatat pada Pendapatan Transfer — LO

> Pelunasan Piutang transfer provinsi tahun 2021 sebesar Rp4.854.450.631,00,
yaitu PKB sebesar Rp1.320.403.347,00 BBN-KB sebesar Rp658.886.984,00,
PBB-KB sebesar Rp2.871.911.051,00 dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
sebesar Rp3.249.249,00.

> Penambahan pendapatan transfer DBH non tunai melalui TDF tahun 2022
sebesar Rp1.070.018.977,00

> Penambahan piutang transfer provinsi tahun 2022 sebesar Rp6.637.639.077,00,
yaitu PKB sebesar Rp1.680.940.605,00, BBN-KB sebesar Rp1.324.986.344,00,
PBB-KB sebesar Rp3.629.998.863,00, Pajak Air Tanah sebesar
Rp1.713.265,00.

IV.A.3 Lain Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO Kabupaten Sumba Barat untuk periode 31
Desember 2022 sebesar Rp34.750.818.333,00 jika dibandingkan dengan Tahun
2021  sebesar  Rp24.469.656.092,00 mengalami  kenaikan  sebesar
Rp10.281.162.241,00 atau 42,04%.

IV.A.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.401.424.767,00 dan jika
dibandingkan dengan Lain-lain  Pendapatan yang Sah-LRA  sebesar
Rp5.058.045.500,00 terdapat selisih sebesar Rp11.343.379.267,00.

Pendapatan hibah — LO terdapat dibeberapa OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75 Pendapatan Hibah - LO

OPD Rp Keterangan

Dinas Kesehatan 599.119.208,00 | Hibah dari Kemenkes sebesar Rp134.442.000,00
Hibah dari Bank BRI sebesar Rp83.422.050,00
Hibah dari Dinkes Provinsi sebesar

Rp104.000.000,00

Rp277.255.158,00

Hibah Vaksin dari Dinkes Provinsi sebesar
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Dinas Pengendalian Penduduk, 430.941.808,00 | Hibah Persediaan dari BKKBN Provinsi

sebesar Rp6.029.836.378,00

Rumah Sakit Umum Daerah 1.236.000.000,00 | Hibah dari Kadin sebesar Rp1.200.000.000,00
Hibah dari BANK NTT sebesar Rp36.000.000,00

Dinas Lingkungan Hidup 2.184.855.000,00 | Hibah Exavator Dirjen Cipta Karya Kementrian
PUPR

Dinas Koperasi Perindustrian dan 6.052.386.878,00 | Hibah Tanah Pasar Rakyat Karekanduku sebesar

Perdagangan Rp22.550.500,00

Hibah Gedung Pasar Rakyat Hobakalla dan Malata

Indonesia sebesar Rp105.007.143,00

Dinas Penanaman Modal Dan 17.858.100,00 | Hibah dari Kementrian Investasi/badan Koordinasi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal.

Dinas Perpustakaan dan 173.438.273,00 | Hibah Peralatan mesin dari Perpustakaan Nasional
Kearsipan Republik Indonesia sebesar Rp68.431.130,00

Hibah Buku dari Perpustakaan Nasional Republik

Kecamatan Kota 220.000.000,00 | Hibah Bantuan Gedunng Integrasi Posyandu dari
Provinsi NTT.

Badan Penggulangan Bencana 428.780.000,00 | Hibah dari BNPB Pusat

Daerah

JUMLAH 11.343.379.267,00

IV.A.3.2 Pendapatan Lainnya
Pendapatan Lainnya-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.349.393.566,00 dan
jika  dbandingkan dengan  Pendapatan  Lainnya-LRA  sebesar Rp
18.349.393.566,00, Tidak terdapat selisih di Pendapatan Lainnya.

Beban- LO
Beban — LO Kabupaten Sumba Barat untuk periode 31 Desember 2022 sebesar
Rp619.793.523.684,28 dan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp679.053.722.318,75 mengalami penurunan sebesar
(Rp59.260.198.634,47) atau 8,73% dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 76 Beban - LO

No Uraian Realisasi Realisasi Kenaikan/ Penurunan %
Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) (Rp)

B.1 | Beban Operasi 581.643.774.306,28 641.028.875.360,75 (59.385.101.054,47) | (1.079,44)
1 Beban Pegawai 180.955.822.029,00 | 180.972.958.106,00 (17.136.077,00) (0,01)
2 Beban Persediaan 110.115.045.383,36 | 125.963.239.867,04 (15.848.194.483,68) (12,58)
3 Beban Jasa 85.684.448.861,11 | 119.535.848.833,00 (33.851.399.971,89) (28,32)
4 Beban Pemeliharan 4.315.800.031,00 2.870.856.605,82 1.444.943.425,18 50,33
5 Beban Perjalanan Dinas 40.518.610.904,00 31.183.389.793,00 9.335.221.111,00 29,94
6 Beban Hibah 5.389.604.731,00 | 5.736.119.728,00 (346.514.997,00) (6,04)
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No Uraian Realisasi Realisasi Kenaikan/ Penurunan %
Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) (Rp)
7 Beban Bantuan Sosial 11.204.413.531,00 126.400.000,00 11.078.013.531,00 8.764,25
142.449.195.050,92 173.228.468.921,20 (30.779.273.870,28) 17,77)
8 Beban Penyusutan
9 Beban Penyisihan Piutang 819.903.159,89 1.094.792.256,69 (308.077.292,19) (25,11)
10 | Beban Amortisasi 190.930.625,00 316.801.250,00 (125.870.625,00) (39,73)
B.2 | Beban Transfer 38.149.749.378,00 38.024.846.958,00 124.902.420,00 0,33
1 Beban Transfer Bagi Hasil 693.983.498,00 693.983.442,00 56,00 0,00
Pajak
) Beban Transfer Bantuan 37.455.765.880,00 37.330.863.516,00 124.902.364,00 0,33
Keuangan ke Desa
Jumlah 619.793.523.684,28 679.053.722.318,75 (59.260.198.634,47) (8,73)

Terdapat perbedaan angka antara beban operasi pada Laporan Operasional dan belanja
operasi pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp145.975.028.961,79 dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 77 Selisih antara LRA dan LO

URAIAN LO (Rp) LRA (Rp) SELISIH (Rp)
Beban Pegawai 180.955.822.029,00 181.407.753.146,00 (451.931.117,00)
Beban Persediaan 110.115.045.383,36 107.232.626.062,49 2.882.419.320,87
Beban Jasa 85.684.448.861,11 85.879.795.814,00 (195.346.952,89)
Beban Pemeliharaan 4.315.800.031,00 4.323.800.031,00 (8.000.000,00)
Beban Perjalanan Dinas 40.518.610.904,00 40.518.610.904,00 0,00
Beban Hibah 5.389.604.731,00 5.335.745.856,00 53.858.875,00
Beban Bantuan Sosial 11.204.413.531,00 10.970.413.531,00 234.000.000,00
Beban Penyusutan 142.449.195.050,92 0,00 142.449.195.050,92
Beban Penyisihan Piutang 819.903.159,89 0,00 819.903.159,89
Beban Amortisasi 190.930.625,00 0,00 190.930.625,00

JUMLAH 581.643.774.306,28 435.668.745.344,49 145.975.028.961,79

Rincian Beban Pegawai — LO pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

No SKPD Beban Pegawai — LO
(Rp)

1. | Dinas Pendidikan 57.969.338.719,00

2. | Dinas Kesehatan 17.199.671.801,00

3. | RSUD Waikabubak 13.359.520.738,00

4. | RS Kelas D Pratama Hobakalla 11.750.000,00

5. | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 3.251.027.518,00

6. | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan 1.872.435.168,00
Pertanahan

7. | Satpol PP & Pemadam Kebakaran 2.005.533.001,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.203.348.571,00
Dinas Sosial 1.506.825.918,00
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10.| Dinas Lingkungan Hidup 1.501.803.093,00
11.| Dinas Adm. Kependudukan & Catatan Sipil 1.179.604.620,00
12.| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.500.540.063,00
13.| Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan 2.156.768.673,00
Perempuan dan Perlindungan Anak
14.| Dinas Perhubungan 1.873.671.860,00
15.| Dinas Komunikasi Informasi Persandian & Statistik 1.278.240.650,00
16.| Dinas Koperasi Perindustrian & Perdagangan 2.105.031.467,00
17.| Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu 1.476.055.932,00
Pintu
18.| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.047.213.348,00
19.| Dinas Perikanan 1.664.403.510,00
20.| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.506.598.412,00
21.| Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 6.663.434.819,00
22.| Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2.175.013.006,00
23.| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.292.124.419,00
24.| Sekretariat Daerah 7.181.097.682,00
25.| Inspektorat 1.936.089.837,00
26.| Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 2.155.099.045,00
Pengembangan Daerah
27.| Badan Keuangan dan Aset Daerah 1.803.672.674,00
28.| Badan Pendapatan Daerah 2.167.137.622,00
29.| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya 14.088.582.613,00
Manusia
30.| Sekretariat DPRD 13.338.091.112,00
31.| Kecamatan Loli 3.368.896.055,00
32.| Kecamatan Kota Waikabubak 3.896.177.296,00
33.| Kecamatan Wanokaka 877.869.249,00
34.| Kecamatan Lamboya 1.191.971.306,00
35.| Kecamatan Lamboya Barat 883.421.792,00
36.| Kecamatan Tanarighu 1.178.026.172,00
37.| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.089.734.268,00
Jumlah 180.955.822.029,00

Selisih sebesar (Rp451.931.117,00) terdiri dari :
e  Kewajiban RSUD sebesar Rp606.000.000,00 terdiri dari:
» Utang Belanja Pegawai BLUD Tahun 2022 sebesar Rp1.746.500.000,00.
» Pelunasan Utang gaji Tenaga BLUD 2021 sebesar (Rp127.500.000,00) .
» Pelunasan Utang Insentif Perawat dan Bidan BLUD 2021 sebesar
(Rp1.013.000.000,00).
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e Utang BPJS Dinas Komunikasi, Informatika persendian dan statistik sebesar
Rp2.043.883,00.
o  Koreksi Kelebihan Tunjangan DPRD sebesar (Rp1.059.975.000,00) yang terdiri dari

» Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD sebesar (Rp787.500.000,00).
» Tunjangan Reses DPRD sebesar (Rp196.875.000,00).
» Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar (Rp75.600.000,00).

Rincian Beban Persediaan — LO senilai Rp110.115.045.383,36 rincian pada masing-masing
SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 78. Rincian Beban Persediaan

NO SKPD Beban Persediaan — LO
(Rp)
1 Dinas Pendidikan 31.038.659.673,13
2 Dinas Kesehatan 7.797.904.740,94
3 RSUD Waikabubak 26.203.298.170,30
4 RS Pratama Hobakalla 118.574.327,50
5 Dinas PU dan Penataan Ruang 9.285.534.853,50
6 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.993.892.500,00
7 Satpol PP dan Pemadam Kebakaran 806.830.100,00
8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 688.420.465,00
9 Dinas Sosial 1.031.558.283,00
10 Dinas Lingkungan Hidup 586.093.300,00
11 Dinas Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil 336.728.733,00
12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 456.571.479,00
13 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan 1.521.702.735,00
Perlindungan Anak
14 Dinas Perhubungan 327.935.400,00
15 Dinas Komunikasi Informasi Persandian & Statistik 242.970.600,00
16 Dinas Koperasi Perindustrian & Perdagangan 440.162.675,00
17 Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu 187.806.100,00
18 Dinas Perpustakaan 124.768.307,00
19 Dinas Perikanan 3.000.734.475,00
20 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3.146.078.200,00
21 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3.899.999.549,99
22 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2.065.204.339,00
23 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.016.546.455,00
24 Sekretariat Daerah 5.679.408.143,00
25 Inspektorat 396.594.940,00
26 Badan  Perencanaan  Pembangunan  Penelitian  dan 559.584.000,00
Pengembangan Daerah
27 Badan Keuangan dan Aset Daerah 1.158.865.200,00
28 Badan Pendapatan Daerah 484.015.950,00
29 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya 391.834.800,00
Manusia
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30 Sekretariat DPRD 3.040.066.393,00
31 Kec. Loli 447.386.400,00
32 Kec. Kota Waikabubak 399.333.580,00
33 Kec. Wanokaka 323.265.400,00
34 Kec. Lamboya 364.535.200,00
35 Kec. Lamboya Barat 168.512.900,00
36 Kec. Tanarighu 266.945.966,00
37 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 116.721.050,00
Jumlah 110.115.045.383,36

Rincian Beban Jasa — LO senilai Rp85.684.448.861,11 rincian pada masing-masing SKPD
adalah sebagai berikut:

Tabel 79. Rincian Beban Jasa - LO

No SKPD Beban Jasa— LO
(Rp)
1 Dinas Pendidikan 15.750.546.715,49
2 Dinas Kesehatan 16.580.169.645,00
3 RSUD Waikabubak 14.512.097.718,00
4 RS Pratama Hobakalla 938.404.640,00
5 Dinas PU dan Penataan Ruang 1.460.729.428,00
6 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.328.695.635,00
7 Satpol PP dan Pemadam Kebakaran 1.674.199.660,00
8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 344.801.090,00
9 Dinas Sosial 1.064.144.600,00
10 Dinas Lingkungan Hidup 1.984.776.720,00
11 Dinas Adm. Kependudukan & Catatan Sipil 469.502.400,00
12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 719.596.743,00
13 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan 1.269.552.845,00
Perlindungan Anak

14 Dinas Perhubungan 255.433.340,00
15 Dinas Komunikasi Informasi Persandian & Statistik 373.376.233,00
16 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan 1.174.581.755,00
17 Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu 535.644.235,00
18 Dinas Perpustakaan 242.786.560,00
19 Dinas Perikanan 207.859.890,00
20 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 703.552.485,00
21 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 683.336.848,00
22 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 568.358.650,00
23 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 447.713.440,00
24 Sekretariat Daerah 8.062.417.152,00
25 Inspektorat 849.360.870,00
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No SKPD Beban Jasa — LO
(Rp)
26 Badan  Perencanaan  Pembangunan  Penelitian  dan 1.574.595.800,00
Pengembangan Daerah
27 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2.966.647.905,62
28 Badan Pendapatan Daerah 1.214.100.240,00
29 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya 3.441.094.920,00
Manusia
30 Sekretariat DPRD 832.959.983,00
31 Kec. Loli 1.025.609.035,00
32 Kec. Kota Waikabubak 1.065.044.050,00
33 Kec. Wanokaka 219.663.920,00
34 Kec. Lamboya 278.523.290,00
35 Kec. Lamboya Barat 240.877.980,00
36 Kec. Tanarighu 245.263.000,00
37 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 378.429.440,00
Jumlah 85.684.448.861,11

Rincian Beban Pemeliharaan — LO senilai Rp4.315.800.031,00 rincian pada masing-
masing SKPD adalah sebagai berikut:
Tabel 80. Rincian beban Pemeliharaan - LO

No SKPD Beban Pemeliharaan — LO
(Rp)
1 Dinas Pendidikan 25.278.922,00
2 Dinas Kesehatan 136.128.493,00
3 RSUD Waikabubak 0,00
4 RS Pratama Hobakalla 20.829.270,00
5 Dinas PU dan Penataan Ruang 2.250.558.102,00
6 Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman 28.213.600,00
7 Satpol PP dan Pemadam Kebakaran 4.934.404,00
8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 49.695.904,00
9 Dinas Sosial 95.680.123,00
10 Dinas Lingkungan Hidup 90.013.700,00
11 Dinas Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil 29.092.262,00
12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 10.566.415,00
13 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan 129.000.000,00
Perlindungan Anak

14 Dinas Perhubungan 45.901.786,00
15 Dinas Komunikasi Informasi Persandian & Statistik 26.258.500,00
16 Dinas Koperasi Perindustrian & Perdagangan 18.618.720,00
17 Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu 35.778.410,00
18 Dinas Perpustakaan 28.347.800,00
19 Dinas Perikanan 27.319.968,00
20 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 22.560.000,00
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No SKPD Beban Pemeliharaan — LO
(Rp)
21 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 126.572.980,00
22 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 40.535.340,00
23 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 18.083.875,00
24 Sekretariat Daerah 1.156.668.604,00
25 Inspektorat 43.534.805,00
26 Badan  Perencanaan  Pembangunan  Penelitian  dan 33.634.500,00
Pengembangan Daerah
27 Badan Keuangan dan Aset Daerah 76.357.628,00
28 Badan Pendapatan Daerah 30.649.525,00
29 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya 13.621.650,00
Manusia
30 Sekretariat DPRD 271.952.540,00
31 Kec. Loli 31.419.000,00
32 Kec. Kota Waikabubak 14.564.300,00
33 Kec. Wanokaka 8.642.500,00
34 Kec. Lamboya 7.000.000,00
35 Kec. Lamboya Barat 9.113.700,00
36 Kec. Tanarighu 28.510.200,00
37 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10.953.790,00
Jumlah 4.315.800.031,00

Rincian Beban Perjalanan Dinas — LO senilai Rp40.518.610.904,00 rincian pada masing-
masing SKPD adalah sebagai berikut:
Tabel 81. Rincian Beban Perjalanan Dinas - LO

Beban Perjalanan
No SKPD Dinas - LO
(Rp)

1 Dinas Pendidikan 2.949.641.506,00
2 Dinas Kesehatan 4.780.123.724,00
3 RSUD Waikabubak 0,00
4 RS Pratama Hobakalla 97.636.860,00
5 Dinas PU Dan Penataan Ruang 2.087.996.929,00
6 Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman 619.023.416,00
7 Satpol PP & Pemadam Kebakaran 224.702.420,00
8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 503.732.320,00
9 Dinas Sosial 755.964.500,00
10 Dinas Lingkungan Hidup 384.092.800,00
11 Dinas Adm. Kependudukan & Catatan Sipil 417.511.777,00
12 Dinas Pemb. Masyarakat Desa 957.050.611,00
13 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak 2.776.206.480,00
14 Dinas Perhubungan 401.281.185,00
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Beban Perjalanan
No SKPD Dinas-LO
(Rp)

15 Dinas Komunikasi Informasi Persandian & Statistik 618.906.363,00
16 Dinas Koperasi Perindustrian & Perdagangan 1.057.691.750,00
17 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 546.444.824,00
18 Dinas Perpustakaan 202.198.760,00
19 Dinas Perikanan 235.965.000,00
20 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 675.437.130,00
21 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 946.742.379,00
22 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 512.783.000,00
23 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 821.112.880,00
24 Sekretariat Daerah 5.131.994.657,00
25 Inspektorat 2.000.154.967,00
26 Badan  Perencanaan ~ Pembangunan  Penelitian  dan

Pengembangan Daerah 1.154.709.300,00
27 Badan Keuangan dan Aset Daerah 895.159.198,00
28 Badan Pendapatan Daerah 523.571.011,00
29 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia 1.587.480.765,00
30 Sekretariat DPRD 4.822.303.009,00
31 Kec. Loli 392.537.452,00
32 Kec. Kota Waikabubak 303.956.431,00
33 Kec. Wanokaka 220.120.000,00
34 Kec. Lamboya 273.405.000,00
35 Kec. Lamboya Barat 238.220.000,00
36 Kec. Tanarighu 168.645.000,00
37 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 234.107.500,00

Jumlah 40.518.610.904,00

Rincian Beban Hibah — LO senilai Rp5.389.604.731,00 rincian pada masing-masing SKPD
adalah sebagai berikut:

Tabel 82. Rincian Beban Hibah - LO

No oPD Beban Hibah - LO
(Rp)
1 Dinas Pendidikan 3.504.841.000,00
2 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 30.000.000,00
3 Sekretariat Daerah 1.000.000.000,00
4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 800.904.856,00
5 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan 53.858.875,00
Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah 5.389.604.731,00

Rincian Beban Bantuan Sosial — LO senilai Rp11.204.413.531,00 rincian pada masing-
masing SKPD adalah sebagai berikut:
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Tabel 83. Rincian Beban Bantuan Sosial - LO

Beban Bantuan
No OPD Sosial - LO
(Rp)

1 Dinas Kesehatan 1.283.078.531,00
2 Dinas Sosial 2.867.700.000,00
3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.195.500.000,00
4 Dinas Perhubungan 93.000.000,00
5 Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan 2.128.000.000,00
6 Dinas Perikanan 141.000.000,00
7 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 964.124.000,00
8 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 659.964.000,00

Jumlah 11.204.413.531,00

Rincian Beban Penyusutan Aset — LO senilai Rp142.449.195.050,92 rincian pada masing-
masing OPD adalah sebagai berikut:
Tabel 84. Rincian Beban Penyusutan Aset - LO

No OPD Beban Penyusutan — LO
(Rp)
1 Dinas Pendidikan 12.763.327.336,67
2 Dinas Kesehatan 11.831.946.365,10
3 RSUD Waikabubak 24.401.445.040,66
4 RS Pratama Hobakalla 13.396.500,00
5 Dinas PU Dan Penataan Ruang 73.199.240.427,48
6 Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman 664.091.166,98
7 Satpol PP & Pemadam Kebakaran 39.831.234,70
8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 518.468.386,40
9 Dinas Sosial 229.327.447,85
10 Dinas Lingkungan Hidup 903.080.813,54
11 Dinas Adm. Kependudukan & Catatan Sipil 304.601.462,50
12 Dinas Pemb. Masyarakat Desa 151.016.487,50
13 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan 668.743.266,32
Perlindungan Anak

14 Dinas Perhubungan 2.158.582.824,58
15 Dinas Komunikasi Informasi Persandian & Statistik 172.416.875,00
16 Dinas Koperasi Perindustrian & Perdagangan 1.180.975.108,43
17 Dinas Penanaman Modal Pelayaan Terpadu Satu Pintu 236.510.984,23
18 Dinas Perpustakaan 194.730.933,65
19 Dinas Perikanan 384.867.561,53
20 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 223.460.886,37
21 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2.706.924.912,15
22 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 456.483.232,59
23 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 193.488.475,84
24 Sekretariat Daerah 5.811.830.802,32
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No OPD Beban Penyusutan — LO
(Rp)
25 Inspektorat 201.421.705,00
26 Badan  Perencanaan  Pembangunan  Penelitian  dan 343.614.432,30
Pengembangan Daerah
27 Badan Keuangan dan Aset Daerah 703.425.664,50
28 Badan Pendapatan Daerah 59.983.409,02
29 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya 363.347.795,00
Manusia
30 Sekretariat DPRD 599.368.785,48
31 Kec. Loli 213.831.162,19
32 Kec. Kota Waikabubak 191.844.072,82
33 Kec. Wanokaka 59.617.279,52
34 Kec. Lamboya 61.105.391,20
35 Kec. Lamboya Barat 74.638.379,50
36 Kec. Tanarighu 72.465.817,00
37 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 95.742.625,00
Jumlah 142.449.195.050,92

Beban Penyusutan Aset-LO sebesar Rp142.449.195.050,92 merupakan beban penyusutan

pada seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja yaitu :

a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp50.413.490.206,88
b. Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.880.647.604,92
c. Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp76.454.573.068,44

d. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp18.586.260,00

e. Aset Lainnya Kemintraan dengan Pihak Ketiga Sebesar Rp681.897.910,68
Rincian Beban Amortisasi Aset—LO senilai Rp190.930.625,00 rincian pada masing-masing

OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 85. Rincian Beban Amortisasi Aset - LO

No OFD Beban Amortisasi Aset — LO
(Rp)

1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 108.415.000,00

2 Dinas Adm. Kependudukan & Catatan Sipil 14.685.625,00

3 Dinas Perhubungan 22.687.500,00

4 Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik 3.325.000,00

6 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 9.968.750,00
Pengembangan Daerah

7 Badan Pendapatan Daerah 31.848.750,00
Jumlah 190.930.625,00

Beban Amortisasi sebesar Rp190.930.625,00 terdiri dari :

a. Beban amortisasi aset tak berwujud pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan

Olahraga sebesar Rp108.415.000,00

b. Beban amortisasi aset tak berwujud pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

sebesar Rp14.685.625,00
c. Beban amortisasi aset
Rp22.687.500,00

tak berwujud pada Dinas

Perhubungan sebesar
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d. Beban amortisasi aset tak berwujud pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar
Rp3.325.000,00

e. Beban amortisasi aset tak berwujud pada Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pembangunan Daerah sebesar Rp9.968.750,00

f. Beban amortisasi aset tak berwujud pada Badan Pendapatan Daerah sebesar
Rp31.848.750,00

Rincian Beban Penyisihan Piutang — LO senilai Rp 819.903.159,89 rincian pada masing-

masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 86. Rincian Beban Penyisihan Piutang -LO

Beban Penyisihan Piutang — LO
No OPD
(Rp)

1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (680.250,00)
2 Dinas Kesehatan 6.759.070,00
3 Dinas Perhubungan 489.024.000,00
4 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 32.054.900,00
5 Badan Pendapatan Daerah 292.745.439,89

Jumlah 819.903.159,89

Beban penyisihan piutang sebesar Rp786.714.964,50 terdiri dari :
a. Beban penyisihan  piutang pajak pada Badan Pendapatan Daerah sebesar
Rp259.557.244,50
b. Beban penyisihan piutang retribusi sebesar Rp527.157.720,00 terdiri dari :
— Beban Penyisihan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas
Perhubungan sebesar Rp489.024.000,00
— Beban penyisihan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp32.054.900,00
— Beban penyisihan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas
Kesehatan sebesar Rp6.759.070,00
— Beban penyisihan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar (Rp680.250,00)
c. Beban Penyisihan Piutang Tranfer Bagi Hasil Pajak Provinsi pada Badan Pendapatan
Daerah sebesar Rp33.188.195,39.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
Surplus/defisit dari Operasi—-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.346.319.249,55
merupakan selisih antara Pendapatan-LO sebesar Rp638.139.842.933.83 dan Beban-LO
sebesar Rp 619.793.523.684,28.

Surplus Defisit Non Operasional
Defisit Non Operasional Tahun 2022 sebesar Rp1.471.569.600,00

Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa
tahun 2022 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta
diluar kendali entitas pemerintah daerah.
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IV.E.1. Pendapatan Luar Biasa
Tidak terdapat pendapatan luar biasa Per 31 Desember 2022.

IV.E.2. Beban Luar Biasa
Terdapat beban luar biasa per 31 Desember 2022 Sebesar Rp0,00.

Surplus Defisit — LO

Surplus Defisit — LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp 16.874.749.649,55

LAPORAN ARUS KAS
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
V.A.1 Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas

2022

2021

Rp693.256.410.308,83

Rp708.565.724.704,64

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus masuk kas ke Bendahara Umum Daerah dari
seluruh aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2022
dan 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 87 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasional

No Uraian Tahun 2022 Tahun 2021
(Rp) (Rp)

1.1 | Pajak Daerah 27.074.133.196,50 13.641.370.365,39
1.2 | Retribusi Daerah 2.721.500.962,00 2.009.823.802,00
1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 4.531.104.366,00 8.110.451.501,00

dipisahkan
1.4 | Lain-lain PAD yang Sah 36.118.573.414,33 32.504.478.977,25
1.5 | Dana Bagi Hasil Pajak 10.384.414.115,00 11.900.479.536,00
1.6 | Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam 0,00 0,00
1.7 | Dana Alokasi Umum 370.784.608.355,00 373.154.810.990,00
1.8 | Dana Alokasi Khusus 115.966.097.806,00 143.605.750.484,00
1.9 | Dana Insentif Daerah 13.804.604.000,00 0,00
1.10 | Dana Desa 71.006.553.000,00 87.786.467.000,00
1.13 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak 17.457.382.028,00 13.257.355.799,00
1.14 | Pendapatan Bagi Hasil Retribusi 0,00
1.15 | Pendapatan Hibah 5.058.045.500,00 266.922.000,00
1.16 | Pendapatan Dana Darurat 0,00
1.17 | Pendapatan Lainnya 18.349.393.566,00 22.327.814.250,00

Jumlah Arus Masuk Kas 693.256.410.308,83 708.565.724.704,64

Jumlah arus masuk kas ke Bendahara Umum Daerah dari seluruh aktivitas operasi
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp693.256.410.308,83 jika dibandingkan Tahun 2021
Rp708.565.724.704,64 terjadi penurunan sebesar Rp15.309.314.395,81 atau 2,16%.
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V.A.2 Arus Keluar Kas

2022

2021

Arus Keluar Kas
Jumlah tersebut merupakan jumlah arus keluar kas dari Bendahara Umum Daerah
untuk membiayai seluruh operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun
Anggaran 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 88 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasional

Rp545.059.047.722,49

Rp556.227.819.331,91

No Uraian Tahun 2022 Tahun 2021
(Rp) (Rp)
2.1 Belanja Pegawai 181.407.753.146,00 177.230.355.744,00
2.2 Belanja Barang dan Jasa 237.954.832.811,49 244.673.086.555,91
2.3 Belanja Bunga - -
2.4 Belanja Subsidi - -
2.5 Belanja Hibah 5.335.745.856,00 5.245.915.228,00
2.6 Belanja Bantuan Sosial dan 10.970.413.531,00 126.400.000,00
Keuangan

2.7 Belanja Tidak Terduga 234.000.000,00 3.140.747.846,00
2.8 Bagi Hasil Pajak 693.983.498,00 693.983.442,00
29 Bagi Hasil Retribusi - -
2.10 | Transfer lainnya 108.462.318.880,00 125.117.330.516,00

Jumlah Arus Keluar Kas 545.059.047.722,49 556.227.819.331,91

Tidak terdapat perbedaan angka antara arus keluar kas (belanja) aktivitas operasi pada
Laporan Arus Kas dengan Belanja Operasi pada Laporan Realisasi Anggaran hal ini
disebabkan karena Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran bersumber
pada angka SPJ dengan rincian sebagai berikut
Tabel 89 Selisih Antara LAK dan LRA

URAIAN LAK (Rp) LRA (Rp) SELISIH
Pegawai 181.407.753.146,00 181.407.753.146,00 0,00
Barang dan Jasa 237.954.832.811,49 237.954.832.811,49 0,00
Hibah 5.335.745.856,00 5.335.745.856,00 0,00
Bantuan Sosial 10.970.413.531,00 10.970.413.531,00 0,00
BTT 234.000.000,00 234.000.000,00 0,00
Bagi Hasil Pajak 693.983.498,00 693.983.498,00 0,00
Transfer Lainnya 108.462.318.880,00 108.462.318.880,00 0,00
JUMLAH 545,059.047.722,49 545,059.047.722,49 0,00
V.A.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Bersih dari 2022 2021
Aktivitas Operasi Rp148.197.362.586,34 Rp152.337.905.372,73

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari
aktivitas operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2022
dan 2021.
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Arus Kas dari Aktivitas Investasi

V.B.1 Arus Masuk Kas
Arus Masuk 2022 2021
Kas Rp 0,00 Rp 0,00
Jumlah tersebut merupakan arus masuk kas dari aktivitas investasi. Selama tahun 2022
sebesar Rp0,00 dan arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Tahun
2021 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 90 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

No Uraian Tahun 2022 Tahun 2021
(Rp) (Rp)

1 Pendapatan penjualan atas Tanah 0,00 0,00

2 Pendapatan penjualan atas Peralatan dan Mesin (Kendaraan) 0,00 0,00

3 Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan 0,00 0,00

4 Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00

5 Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap lainnya 0,00 0,00

6 Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00
Jumlah arus masuk kas 0,00 0,00

V.B.2 Arus Keluar Kas
Arus Keluar Kas 2022 2021
Rp156.659.584.239,00 Rp130.620.828.529,88

Jumlah tersebut merupakan arus keluar kas untuk memperoleh aset tetap Pemerintah
Kabupaten Sumba Barat tahun 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 91 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No Uraian Tahun 2022 Tahun 2021
(Rp) (Rp)

2.2 | Belanja Tanah 307.352.500,00 0,00
2,3 | Belanja Peralatan dan Mesin 22.291.661.641,00 45.727.886.750,00
2.4 | Belanja Gedung dan Bangunan 32.868.070.896,00 28.546.484.612,69
2.5 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 82.876.818.157,00 38.460.924.985,49
2.6 | Belanja Aset Tetap Lainnya 4.565.681.045,00 4.135.532.181,70
2.7 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00
2.8 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 13.750.000.000,00 13.750.000.000,00

Jumlah arus keluar kas 156.659.584.239,00 130.620.828.529,88

Arus keluar kas dari aktivitas investasi sebesar (Rp156.659.584.239,00) adalah
realisasi pembayaran untuk pembelian aset tetap .

Tidak terdapat perbedaan angka antara arus keluar kas (belanja) aktivitas Investasi
pada Laporan Arus Kas dan belanja modal Laporan Realisasi Anggaran.

V.B.3 Arus Kas Bersih
Arus Kas Bersih 2022 2021
Rp(156.659.584.239,00) Rp(130.620.828.529,88)
Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dari aktivitas investasi dan
arus keluar kas dari aktivitas investasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021.
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Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
V.C.1 Arus Masuk Kas
Arus Masuk Kas 2022 2021
Rp 0,00 Rp 0,00
Tidak terdapat Arus Masuk Kas pada Tahun Angaran 2022.

V.C.2 Arus Keluar Kas
Arus Keluar Kas 2022 2021
Rp 0,00 Rp 0,00
Tidak terdapat Arus Masuk Kas pada Tahun Angaran 2022.

V.C.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
Arus Kas Bersih dari 2022 2021

Aktivitas Pendanaan Rp 0,00 Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dari aktivitas pendanaan dan
arus keluar kas aktivitas pendanaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021.

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

V.D.1 Arus Masuk Kas
Arus Masuk Kas 2022 2021

Rp42.561.715.536,00 Rp15.552.372.164,44
Jumlah tersebut merupakan jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dengan
rincian sebagai berikut:
Tabel 92 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

No Uraian Tahun 2022 Tahun 2021
(Rp) (Rp)
1 | Penerimaan PFK 42.561.715.536,00 15.552.372.164,44
2 Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00
Tahun sebelumnya
3 | Penerimaan Kontra Pos dan Pengembalian Uang 0,00 0,00
Persediaan
Jumlah arus masuk kas 42.561.715.536,00 15.552.372.164,44

V.D.2 Arus Keluar Kas
Arus Keluar Kas 2022 2021
Rp43.013.303.285,10 Rp15.635.326.429,00
Jumlah tersebut merupakan jumlah arus keluar kas dari aktivitas transitoris yaitu
penyetoran yang telah dilakukan atas penerimaan kas dari pihak ketiga (PFK) oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat pada Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp43.013.303.285,10.

151



Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022 Catatan atas Laporan Keuangan

V.D.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
Arus Kas Bersih dari 2022 2021
Aktivitas Transitoris (Rp451.587.749,10) (Rp82.954.264,56)

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas transitoris pada tahun 2022
dan pada tahun 2021.

Saldo Akhir Kas di BUD
2022 2021

Rp24.839.559.392,14 Rp33.754.596.452,91

Jumlah tersebut merupakan jumlah kenaikan/penurunan kas dan saldo awal kas di
BUD Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai

berikut:
Tabel 93 Saldo Akhir Kas di BUD Tahun 2022 dan 2021
No Uraian Tahun 2022 Tahun 2021
(Rp) (Rp)

1 Kenaikan/ penurunan kas di BUD (8.913.809.401,76) 21.634.122.578,29
Saldo Awal Kas di BUD 33.754.596.452,91 12.205.275.273,32
Koreksi SiLPA (1.227.659,01) (84.801.398,70)

2 | Kas Lainnya di Bendahara (Selain
BUD) — Terkait PFK

Saldo Kas di BUD 24.839.559.392,14 33.754.596.452,91

Jumlah sebesar Rp24.839.559.392,14 terdiri dari :

a. Kas di BUD sebesar Rp12.835.263.974,76
b. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.879.170,00

¢. Kas di FKTP sebesar Rp9.521.943.589,00
d. Kasdi BLUD sebesar Rp292.661.309,59

e. Kas di BOS sebesar Rp2.185.757.378,17

Saldo akhir kas sebesar Rp24.839.559.392,14 jika dibandingkan dengan Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran sebesar Rp24.831.161.741,14 terdapat selisih sebesar
Rp8.397.651,00 yang merupakan Saldo PFK BUD berupa:
- IWP sebesar Rp433.353,00
- BPJS sebesar Rp159.358,00
- JKK sebesar Rp10.794,00
- JKM sebesar Rp32.383,00, dan
- PPh Pasal 21 sebesar Rp7.761.763,00 yang belum disetor per 31 Desember
2022.
VI. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional
dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada
tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:
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Ekuitas Awal
Jumlah  ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sebesar
Rp1.317.669.050.330,97

Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)
Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada
akhir periode pelaporan senilai Rp16.874.749.649,55

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Dampak  kumulatif ~ Perubahan  Kebijakan/Kesalahan ~ Mendasar  sebesar
(Rp10.399.195.359,68) terdiri dari :
o  Koreksi Ekuitas - Aset Lancar sebesar (Rp1.820.300.841,56)
o  Koreksi Ekuitas - Investasi sebesar (Rp0,00)
o  Koreksi Ekuitas - Aset Tetap sebesar (Rp2.861.384.457,90)
o  Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya sebesar (Rp5.856.693.158,16)
o  Koreksi Ekuitas - Kewajiban sebesar Rp139.183.097,94

Ekuitas Akhir

Jumlah  ekuitas akhir Pemerintah  Kabupaten Sumba Barat sebesar
Rpl1.324.144.604.620,84. Rincian Koreksi Ekuitas dapat dilihat pada Lampiran 24
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BAB VI
INFORMASI NON KEUANGAN

A. Domisili Entitas Akuntansi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat
dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sumba Barat dalam Tahun 2022 terdiri dari 6 Badan, 19 Dinas, Inspektorat,
Setda, Sekretariat DPRD, 1 Satuan Polisi Pamong Praja 1 RSUD, 1 RS Klas D, 6
Kecamatan. Adapun domisili dari entitas akuntansi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 94. Nama OPD dan Alamat

No Nama OPD Alamat

1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jin. Weekarou

2 Dinas Kesehatan JIn. Weekarou

3 RSUD Waikabubak Jin. Adhyaksa

4 RS Kelas D Pratama Hobakalla Hobakalla-Lamboya

5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang JIn. Weekarou

6 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Jin. Weekarou

7 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran JIn. Weekarou

8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jin. Weekarou

9 Dinas Sosial JIn. Weekarou

10 | Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | Jin. Weekarou
Anak

11 | Dinas Lingkungan Hidup Jin. Weekarou

12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jin. Basuki Rachmad

13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jin. Weekarou

14 | Dinas Perhubungan Jin. Weekarou

15 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Jin. Teratai

16 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Jin. Weekarou

17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jin. Weekarou

18 | Dinas Pariwisata Ekomoni Kreatif dan Kebudayaan Jin. Weekarou

19 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jin. Teratai

20 | Dinas Perikanan Jin. Weekarou

21 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jin. Adhyaksa

22 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jin. Adhyaksa

23 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jin. Weekarou

24 | Sekretariat Daerah Jin. Weekarou

25 | Inspektorat Kabupaten Jin. Basuki Rachmad

26 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Jin. Weekarou

27 | Badan Keuangan dan Aset Daerah Jin. Weekarou

28 | Badan Pendapatan Daerah Jin. Weekarou

29 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Jin. Weekarou

30 | Sekretariat DPRD Jin. Weekarou

31 | Kecamatan Loli Kecamatan Loli

32 | Kecamatan Kota Waikabubak Jin. Basuki Rachmad
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33 | Kecamatan Wanukaka Kecamatan Wanukaka
34 | Kecamatan Lamboya Kecamatan Lamboya

35 | Kecamatan Laboya Barat Kecamatan Laboya Barat
36 | Kecamatan Tanarighu Kecamatan Tanarighu

37 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jin. Basuki Rachmad

B. Pengguna Anggaran Kabupaten Sumba Barat
Pengguna Anggaran wajib dan telah menyampaikan laporan keuangan yang menjadi
tanggung jawabnya selama Tahun 2022 kepada Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan
Daerah selaku SKPKD dan telah dilakukan konsolidasi untuk menyusun Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Adapun nama-nama dari Pengguna
Anggaran di Kabupaten Sumba Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 95. Pengguna Anggaran Kabupaten Sumba Barat

No Nama OPD Nama Pengguna Anggaran

1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Lobu Ori, S.Pd, M.Pd

2 Dinas Kesehatan drg. Bonar Sinaga, M. Kes

3 | RSUD Waikabubak dr. Japendi R. P. Saragih, SP.A.M.Biomed

4 | RS Kelas D Pratama Hobakalla Dr.Bintang Sihombing, M.Ec.Dev

5 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ir. Fredrik Gah

6 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan | G. Umbu Yapu Ndapamede, S.pt
Pertanahan

7 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kuala Djowa, S.s0s
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Antonius Surfresna Kabba,S.STP
Dinas Sosial Samuel Dato Mesa, S.sos

10 | Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan | Samuel Kali Kulla, S.Pd, M.Pd
Perlindungan Anak

11 | Dinas Lingkungan Hidup Melkianus L. U. Lage, SE

12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bulu Bepa Tobu, SH

13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Y. J. Dapamerang, SP, MM

14 | Dinas Perhubungan Yehuda Malorung, S.Pd

15 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Ir. Israel Y. Meok, M.Si

16 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Drs. Victor Umbu Sulung, MM

17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sairo Umbu Awang, SE

18 | Dinas Pariwisata Ekomoni Kreatif dan Kebudayaan Charles Hermana Weru, S.Sos

19 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Herybertus Ndama Nggilik, ST

20 | Dinas Perikanan Ir. Maxi M. O. St. Nange, M.Si

21 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jantje Lakumau, SP

22 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan drh. Hamadoku Wedo

23 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dedy Saba Ora, SE; M.Si

24 | Sekretariat Daerah Yermia Ndapa Doda, S.Sos

25 | Inspektorat Kabupaten Ledi Lagu, SH. M.Hum

26 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Titus Diaz Liurai, S.Sos. MM

Pengembangan Daerah
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27 | Badan Keuangan dan Aset Daerah Anita Rinie, S.Pi
28 | Badan Pendapatan Daerah Woldeman H. Wello, S.Si., M.Si
29 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Drs. Jemy Oktavianus Dima, MM
Manusia
30 | Sekretariat DPRD Yohanis Niga Leidju, S.Hut; MP
31 | Kecamatan Loli Samuel B. Wulamale, S.Sos
32 | Kecamatan Kota Waikabubak Victor W. Dimu, SH
33 | Kecamatan Wanukaka Weingu Bora, S.Pd
34 | Kecamatan Lamboya Fajar Dwi Kurniawan, SH
35 | Kecamatan Laboya Barat Yulius Kadobo, ST
36 | Kecamatan Tanarighu David Umbu Pati, S.Sos
37 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bani Kadengara, SH

C. Keadaan Wilayah
Wilayah administratif Kabupaten Sumba Barat terdiri dari 6 Kecamatan dibagi dalam
11 Kelurahan dan 63 Desa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 96. Keadaan Wilayah

No Kecamatan Ibu kota Desa Kelurahan
1 Kota Waikakubak Waikabubak 7 6
2 Loli Dokakaka 9 5
3 Tana Righu Malata 18 -
4 Wanukaka Lahi Huruk 14 -
5 Lamboya Kabukarudi 11 -
6 Laboya Barat Hodi 4 -
Jumlah 63 11

D. Sumber Daya Manusia
Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sumba Barat tahun 2022
didukung dengan SDM sebagai berikut :

Tabel 97. Sumber Daya Manusia

NO Pangkat/Golongan Ruang Laki-Laki Perempuan Jumlah
A Fungsional Tertentu 342 717 1.059
1 Fungsional Kesehatan 42 252 294
2 Fungsional Kependidikan 157 348 505
3 Auditor 6 7 13
4 Penyuluh Perikanan 1 3 4
5 Penyuluh Pertanian 23 12 35
6 Penyuluh Sosial 6 9 15
7 Lain-lain 107 86 193
B Fungsional Umum 448 420 868
1 Fungsional Umum 326 204 530
2 Fungsional Guru 75 140 215
3 Fungsional Kesehatan 28 65 93
4 Fungsional Auditor 1 0 1
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NO Pangkat/Golongan Ruang Laki-Laki Perempuan Jumlah
5 Fungsional Penyuluh 18 11 29
Struktural 259 136 395
1 Eselon IV 122 74 196
Eselon IV.a 93 50 143
Eselon IV.b 29 24 53
2 Eselon 111 105 59 164
Eselon Ill.a 35 17 52
Eselon I11.b 70 42 112
3 Eselon 11 32 3 35
Eselon Il.a 1 0 1
Eselon I1.b 31 3 34
4 Eselon | 0 0 0
Total ASN 1.049 1.273 2.322
D Tenaga Kontrak Daerah 2.160
TOTAL ASN DAN TKD 4.482
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BAB VII
PENUTUP

A. Laporan Keuangan Pokok

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 disusun dengan Pendapatan sebesar
Rp693.256.410.308,83 dan Belanja Daerah ditambah transfer  sebesar
Rp687.968.631.961,49 sehingga mengalami surplus sebesar Rp5.287.778.347,34

Dalam Tahun 2022 terdapat realisasi penerimaan pembiayaan sebesar
Rp33.293.383.393,80 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp13.750.000.000,00
sehingga SiLPA Tahun 2021 sebesar Rp 24.831.161.741,14.

Neraca Tahun Anggaran 2022 disusun dengan jumlah Aset sebesar
Rp1.337.413.043.469,05, Jumlah kewajiban sebesar Rp13.268.438.848,21 dan jumlah
ekuitas sebesar Rp1.324.144.604.620,84.

Laporan Operasional Tahun 2022 disusun dengan Pendapatan sebesar
Rp638.139.842.933,83 dan Beban sebesar Rp619.793.523.684,28 surplus/defisit dari
operasi sebesar Rp18.346.319.249,55, surplus non operasional sebesar Rp0,00 defisit non
operasional sebesar Rp1.471.569.600,00, defisit pos luar biasa sebesar Rp0,00 sehingga
surplus/defisit LO sebesar Rp16.874.749.649,55.

Laporan Arus Kas Tahun 2022 menunjukkan bahwa arus kas bersih dari aktivitas
operasi sebesar Rp148.197.362.586,34, arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar
(Rp156.659.584.239,00), arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 dan arus
kas bersih dari aktivitas Transitoris sebesar (Rp451.587.749,10) sehingga saldo akhir kas
di BUD + FKTP + Kas dibendahara Pengeluaran + BOS sebesar Rp24.839.559.392,14

Saldo akhir kas daerah per tanggal 31 Desember 2022 sebesar
Rp24.839.559.392,14 terdiri dari Kas di Kas Daerah + Kas di Bendahara Pengeluaran +
BLUD + FKTP + BOS sebesar Rp24.839.559.392,14, Kas di Bendahara Penerimaan
sebesar Rp 0,00.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian dari kesatuan laporan
keuangan, berfungsi memberikan informasi keuangan secara lengkap.
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